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ABSTRAKSI

AHMAD HARIS JUNAIDI, Hukum Internasional, Fakultaddukum Universitas Brawijaya,
Juli 2011, Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan wiar LIndonesia
Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonggiifah Kusumadara, SH.,LLM.,SJD;
Heru Prijanto, SH.,MH.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawimatarang perkawinan beda
agama. Sehingga membuat pasangan yang ingin maelakpkrkawinan beda agama
melakukan perkawinan itu di luar negeri dengan mdksenghindari syarat sah pemakaian
hukum agama. Ketentuan pasal 16 dan 18 AB menptaslahwa berkawinan yang
dilakukan di luar negeri harus memenuhi 2 (duayaygaitu hukum nasionaleik patriag
dan hukum setempat (hukum dimana perkawinan dikkykx loci celebratio)). Merujuk
pada ketentuan ini maka seharusnya perkawinandgataa tersebut tidak sah.

Dengan demikian timbul permasalahan yuridis tenteegpsuaian antara UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dengan hukum perdata asienmal Indonesia dan bagaimana
keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukaardindonesia tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaiidis normatif dan pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan penghdadangan(statuta approach)
pendekatan perbandingan, pendekatan kasase(approach dan pendekatan historis
(Historical Approach.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil laaketentuan pasal 56 ayat (1) UUP sesuai
dengan pasal 16 AB dan pasal 18 AB, sehingga pankawdi luar negeri harus memenuhi
syarat materiil yang diatur dalam UUP sedangkamkusyarat formil menggunakan hukum
negara dimana perkawinan itu dilakukan. Dengan yal&esesuaian ini maka asumsi yang
selama ini digunakan masyarakat dalam melegalkdmapéan beda agama di luar negeri
adalah salah. Upaya dalam menghindari syarat madtdak dapat dilakukan hanya dengan
melakukan perkawinan di luar negeri karena syauanelekat pada subyek hukum.

Salah satu syarat materiil tersebut adalah pemenkletentuan hukum agama. Dalam
ketantuan hukum agama terdapat larangan perkawieda agama. Sehingga dimanapun
perkawinan beda agama itu dilakukan maka perkavigraebut tidak sah.

Perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus fthdiean pada Perwakilan Republik

Indonesia dan dilaporkan pada Dinas KependukanCdaatan Sipil. Perkawinan yang akan
didaftarkan harus sesuai dengan ketentuan hukurkawiran nasional. Diterimanya

pendaftaran perkawinan beda agama oleh PerwakilaneRunjukkan bahwa telah terjadi

kesalahan dalam penerapan UUP. Kesalahan tersetpaditkarena tidak disyaratkannya
pemenuhan syarat materiil perkawinan (khususnyaepahan terhadap hukum agama) oleh
Perwakilan RI.

Diakuinya perkawinan beda agama tersebut membawapala terhadap keabahan
perkawinan, karena membuat perkawinan beda agangghp sah dan dapat menimbulkan
akibat hukum yang terjadi karena perwaninan. Halmenciptakan ketidakpastian hukum
dalam keabsahan perkawinan. Sehingga, diperlukgmaskan dalam penerapan hukum
nasional Indonesia terhadap perkawinan-perkawinamg ydilakukan oleh WNI di luar

Indonesia.

viii



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undéogl Tahun 1974

tentang Perkawinan yang dilengkapi den

gan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentaegtysan
pelaksanaannya. Undang-Undang Perkawinan (UUP) pakam hasil unifikasi

atau penyeragaman dari hukum perkawinan yang sebghu

Sebelum berlakunya UUP, hukum perkawinan diatuardabeberapa
aturan, antara lain: hukum adat bagi warga negatankesia asli, hukum Islam
bagi warga negara Indonesia asli yang beragamm,Istedonansi Pemerintah
Hindia Belanda tentang Perkawinan Indonesia Kridtegi warga negara yang
beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon, Kikattang-Undang Hukum
Perdata (BW) bagi warga Indonesia keturunan Eraga @ina, dan Peraturan
Perkawinan Campuran bagi yang melakukan perkawéaampurart. Banyaknya
aturan tersebut mengakibatkan terjadinya ketiddalgrashukum khususnya
pengaturan tentang perkawinan, dengan demikiamu pialdakan unifikasi agar

menjamin kepastian hukum.

Unifikasi yang dilakukan pada UUP ternyata tidak nyedesaikan
permasalahan dalam hukum perkawinan, bahkan mpecoiasalahan baru yang

menimbulkan problematika dalam masyarakat. Salahpablematika itu adalah

! Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholighado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama
PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal 137.



tentang perkawinan campuran. Permasalahan terdemitabkan karena adanya

perbedaan pengertian tentang perkawinan campuran.

Sebelum adanya UUP, perkawinan campuran diaturnddf@raturan
tentang Perkawinan Campuran atau RGH (Regeling @p Gkmengde
Huwelijken) S. 1898 nr. 158. Dalam RGH pengertijarkpwinan campuran
diatur dalam pasal 1 yang menyatakan, “Yang dinamaderkawinan campuran,
ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indanesduk kepada hukum-

hukum yang berlainah

Sedangkan menurut UUP, pengertian perkawinan campdapat dilihat

dalam pasal 57 yang menyatakan

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam abgd
undang ini ialah perkawinan antara dua orang yandndbnesia
tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbed@avarga-
negaraan dan salah satu pihak berkewarganegadamesia.”

Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan adasyseg@aan pengertian
perkawinan campuran antara UUP dan RGH. Perkawg@mpuran menurut
RGH adalah perkawinan antara orang Indonesia yamduk pada hukum yang
berbeda (dalam hal ini salah satunya adalah pemnkawantara orang yang
berbeda agama) sedangkan dalam UUP perkawinan ucamphanyalah
perkawinan antara WNI dan WNA. Hal tersebut yangjach awal permasalahan

ketidakpastian hukum perkawinan beda agama.

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 TahumIBshtang Perkawinan.



Dengan berlakunya UUP maka aturan sebelumnya tgrparkawinan
campuran tidak berlaku lagi. Ketentuan ini terdagaiam peraturan peralihan

pada Pasal 66 UUP yang menjelaskan bahwa:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubudgagan
perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, nuagan
berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuag yiatur dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelik Wek)pe
Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk d@mantie
Christen Indonesia 1938lo.74, Peraturan Perkawinan Campuran
(Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 188 Peraturan-
peraturan lain yang mengatur tentang perkawinaaubejelah diatur
dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Mengacu pada ketentuan tersebut sejak diberlakykarhlUP maka

pengaturan hukum pekawinan diserahkan pada UUP.

UUP mensyaratkan beberapa hal yang harus diperahi mara calon
mempelai (pihak yang akan melakukan perkawinan)y agakawinan tersebut
sah. Syarat sah perkawinan tersebut dijelaskarmd&asal 2 ayat (1) dan (2)
UUP, yaitu meliputi penggunaan hukum agama danrkagaan masing-masing
pihak sebagai landasan keabsahan perkawinan dasiliaw dalam pencatatan
perkawinan pada lembaga yang berwenang. Keduatsardersebut merupakan
syarat yang bersifat kumulatif artinya kedua sya&easebut harus dipenuhi dan

jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka penkamwiersebut tidak sah.

Dengan adanya penyerahan keabsahan perkawinanhp&dan agama
membuat perkawinan harus dilakukan berdasarkanrhwukgama dan tidak ada
kemungkinan untuk melanggarnyaial ini pun dipertegas dalam pasal 8 huruf (f)

UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan dilarangranteéang yang oleh

% K. Wantjik SalehHukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 16.



hukum agamanya dan peraturan lain dilarang kawisisClain mayoritas agama

yang diakui Indonesfamelarang adanya perkawinan beda agama.

Permasalahan lain yang muncul dalam perkawinan égai@a, khususnya
bagi pasangan Islam dan non-Islaradalah tentang pemenuhan syarat sah
pencatatan perkawinan tersebut. Permasalahan imcuhumengingat negara
Indonesia terdapat dualisme lembaga pencatatan®y&antor Urusan Agama
untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan &Gnik yang beragama selain
Islam. Akibatnya, meskipun suatu perkawinan sudphmtlang sah berdasarkan
aturan agama tertentu, apabila belum dicatatkam padtor pemerintah yang

berwenang perkawinan itu belum diakui sah oleh reega

Adanyadualismedalam instansi pencatatan, yang Islam dan yangrbuk
Islam, menegaskan bahwa masing-masing punya “stansiendiri dalam
mengesahkan perkawinan, dan standar tersebut aagdama atau hukum agama,
sehingga tidak mungkin untuk melakukan unifikasilada pengesahan
perkawinan. Akibatnya perkawinan yang mempertemuka agama yang satu
sama lain berberbeda lembaga pencatatannya, séglani dan Kristen, tentu

secara otomatis akan ditampik, karena menggadgglismepencatatan ini.

Kewajiban mencatatkan perkawinan, termasuk di dajamperkawinan
beda agama, juga diatur dalam Undang-undang N@®drahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf (a) nlagkan bahwa salah satu

4 Penjelasan Atas Penetapan Presiden No 1 Tahun T&6%ng Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama pasal 1, "Agama-agamadj@elgk oleh penduduk di Indonesia ialah
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Bu (Confusius)

® Hal ini mengingat adanya dualisme lembaga perarataerkawinan bagi yang beragama Islam
dan non Islam.

® Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975afenPelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



perkawinan yang wajib dicatatkan adalah perkawiyang ditetapkan oleh
pengadilan. Pengertian perkawinan yang ditetapkim @engadilan adalah
perkawinan beda agama, pengertian ini terdapatd&enjelasan Pasal 35 UU

No. 23 Tahun 2006.

Kerancuan tentang pengaturan hukum perkawinan bagama di
Indonesia mengakibatkan banyaknya orang yang miagakperkawinan di luar

negeri untuk menghindari syarat-syarat perkawinan i

Dengan melakukan perkawinan di luar negeri maswgdrdderasumsi
bahwa perkawinan tersebut dapat terhindar dariasgyarat perkawinan hukum
agama masing-masing pihak dan pemasalahan pemcpttawinan, mengingat
jika melakukan perkawinan di luar negeri maka hukygang digunakan bukan
hanya hukum Indonesia melainkan juga hukum negarerd perkawian itu

dilangsungkan.

Pengaturan perkawinan yang dilakukan di luar Ind@ngang terdapat

dalam pasal 56 ayat (1) UUP, yang menyatakan bahwa:

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesiarantlua orang
warganegara Indonesia atau seorang warganegaraekidodengan
warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukamurae hukum
yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dsangkan dan bagi
warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuanamgpdndang
ini.

Ketentuan tersebut diatas menjelaskan bahwa, untuiakukan
perkawinan di luar Indonesia terdapat dua syaraftyyaarus dipenuhi, yaitu
hukum negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dagi WNI tidak

bertentangan dengan UUP.



Perkawinan yang dilakukan di luar negeri termasidng lingkup Hukum
Perdata Internasonal (HPI) Indonesia. Hal ini salmagna pendapat dari Hymans
yang mengatakan bahivsHet is dus het vreemde element, dat het internasibn
privaatrecht in het leven roepHukum perdata internasional lahir sebagai akibat
adanya unsur asing dalam suatu peristiwa, sehipggeawinan ini pun harus
berdasarkan pada ketentuan asas umum hukum pedrayamg terdapat dalam
Algemene Bepalingen van Wetgevi(@B), yaitu dalam pasal 16 AB yang
mengatur tentang status dan wewenang seseoranghgang dinilai menurut
hukum nasionalnyalgx patriae atau status personal) dan Pasal 18 AB yang
mengatur tentang bentuk tindakan hukum yang hanigidberdasarkan hukum

dimana tindakan itu dilakukato¢us regit actunt.®

Indonesia adalah negara yang menganut asas ndsisrddlam Hukum
Perdata Internasional Indone8iaehingga untuk WNI dimana pun WNI tersebut
melakukan perkawinan maka perkawinan tersebut tidaleh bertentangan
dengan UUP sebagai hukum perkawinan nasional. Btelifal ini maka asas
nasionalitas/ personalitas (Pasal 16 AB) ini bedmglan dengan subyek hukum
(pelaku perkawinan) atau asas personalitas initddigatakan sebagai landasan
pemenuhan terhadap syarat materiil (syarat yanggiken subyek hukum).
Sedangkan bentuk tindakan hukum (syarat formilkgeman dapat dilakukan

berdasarkan hukum negara dimana perkawinan dilak{Pasal 18 AB).

"Sunarjati  Hartono, Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia Binacipta,
Bandung, 1976, hal 12.
8 Saragih DjasadirDasar-dasar hukum perdata Internasiona) Alumni, Bandung, 1974, hal 17.

° S. GautamaPengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia Putra A Bardin, Jakarta,
2001, hal 68.



Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kardlan HPI Indonesia,
terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuli séseorang jika menikah di
luar negeri. Syarat materiil perkawinan yang diatalam UUP tetap mengikuti
dimanapun perkawinan itu dilakukan, sedang syamahif dapat menyesuaikan

dengan hukum perkawinan di negara tempat perkavditakukan.

Dengan demikian walaupun perkawinan tersebut ddakui luar negeri,
ketentuan hukum agama sebagai syarat materiil grkawinan tetap harus
dipenuhi. Tetapi dalam tiap negara memiliki konsdpg&kum perkawinan yang
berbeda, tidak semua negara menggunakan konsepsawiean agam&
beberapa negara menggunakan konsepsi perkawindatgpeatan ada juga yang
mengunakan kedua konsep baik agama maupun pe8#dédn satu negara yang
menggunakan konsepsi perkawinan agama dan perdal@hanegara Australia.
Dalam undangindang perkawinan Australia Tahun 1961, Australiengakui
perkawinan secara agama dengan dilakukan dihadppgbat agama yang
berwenang dan perkawinan yang dilakukan secarh(8gak dihadapan pejabat
agama), ketentuan ini terdapat dalam Bagian kerdamg Penyelenggaraan
perkawinan di AustraliaRart IV — Solemnisation of marriages in Australia
Divisi 2 tentang Perkawinan dengan otoritas paréalpi yang menikah
(Division 2—Marriages by authorised celebragntpasal 45 tentang bentuk

upacara, menyatakan:

(1) Where a marriage is solemnised by or in the presewsican
authorised celebrant, being a minister of religiah,may be
solemnised according to any form and ceremony ngiseg as

1 Rusdi Malik, Memahami Undang-Undang Perkawinan Universitas Trisakti, Jakarta, 2009,
hal 27



sufficient for the purpose by the religious bodyooganisation
of which he or she is a minister.

(2) Where a marriage is solemnised by or in the presewsican
authorised celebrant, not being a minister of rielg it is
sufficient if each of the parties says to the gtlrethe presence
of the authorised celebrant and the witnesseswibrels: “I call
upon the persons here present to witness that8, ér C.D.),
take thee, C.D. (or A.B.), to be my lawful weddeatk Wor
husband)”; or words to that effect.

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa perkanvaegpat dilakukan baik
secara agama atau sipil dan keduanya diakui. Ketenini berbeda dengan
hukum perkawinan Indonesia mensyaratkan pengguhakom agama dalam

menentukan keabsahan perkawinan.

Perbedaan konsepsi perkawinan ini lah yang dim#«#aaoleh pasangan
beda agama yang mengalami kesulitan untuk melakogekawinan di Indonesia.
Jika perkawinan dilakukan di luar negeri kesulitlsbam melakukan perkawinan
beda agama dapat diselesaikan dengan hanya meatalpétdawinan secara
catatan sipil dan dalam pencatatan perkawinan dioriasia pun hanya perlu
melakukan laporan ke Kantor Catatan SipiKetentuan-ketentuan ini dapat
disebut juga sebagai salah satu cara penyelundugam bagi perkawinan beda

agama.

Beberapa contoh perkawinan beda aggam dilakukan di luar negeri ini
antara lain; perkawinan yang dilakukan oleh pasanga Sigit dan Ricca

Callebut dimana pihak laki-laki beragama Islam gdrak perempuan beragama

1 Ketentuan ini terdapat dalam Keputusan MenteriaBaNegeri Nomor : 131 Tahun 1997
Tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Keen8istem Informasi Manajemen
Kependudukan, Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “&dud yang melaksanakan perkawinan di
Luar Negeri, wajib dilaporkan kepada Kepala Kan@atatan Sipil/Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil setempat selambat-lambatnya 30 fiigah) hari kerja sejak yang bersangkutan
kembali di Indonesia”



Kristen yang melangsungkan perkawinan di Amerikak&e Selain itu juga ada
pasangan Nia Zulkarnaein dan Ari Sahasale dimahakpiaki-laki beragama
Kristen dan pihak permpuan beragama Islam yangngsiamgkan perkawinan di
Australia. Demikian pula pasangan Yuni Shara damdre Siahaan di Perth
Australia, dan masih banyak pasangan-pasangatydaig tiap tahun akan selalu
bertambahAlasan mereka melangsungkan perkawinan merekaadilthdonesia

adalah untuk dapat kemudahan dalam melangsungk&awiean beda agama

mereka dengan tetap mempertahankan agama merekeymessing.

Padahal terdapat ketentuan dalam hukum Indondsigogrkawinan tidak
memenuhi syarat materiil maka perkawinan terselapiatd menjadi batal atau
dapat dibatalkaf? Hal ini ditentukan dalam pasal 22 UUP yang berfuny
“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihaéktithemenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan”. Selain itu pensakaukum perkawinan luar
negeri dengan tujuan untuk menghindarkan diri d&uran hukum perkawinan
nasional dalam hal ini dapat dikatakan sebagai glangupan hukum, dan
perbuatan (perkawinan) ini pun akan dapat dibatalatau tidak diakui oleh

forum®3

Melihat hal tersebut, maka diperlukan adanya ké&oashukum bagi
sebuahperkawinan baik yang dilakukan di Indonesia atan @uluar Indonesia.
Mengingat Indonesia adalah negara yang mengakugligme dengan moto

nasional Bhinneka Tunggal Ika, maka perkawinan badgama di Indonesia

12 Sudargo Gautam#jukum Perdata Internasional, Jilid 111, Bagian 2, Buku ke-8, PT Alumni,
Bandung, 2002, hal 123.

3 Bayu Seto Hardjowahon®asar-Dasar Hukum Perdata Internasiona) Buku ke -1, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 128.
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adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindagara wajib memberikan
perlindungan dan kepastian hukum akan perkawinda bgama yang dilakukan
oleh warga negaranya. Kepastian akan jaminan keabsaerkawinan yang
dilakukan di luar negeri ini lah yang membuat penudkrtarik melakukan
penelitian tentang{eabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan

Diluar Negeri Menurut Hukum Perdata Internasional | ndonesia.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka mamuosasalah dalam

skipsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian ketentuan hukum nasionahtgptrkawinan
yang dilangsungkan di luar negeri dengan asastdsksm Perdata
Internasional Indonesia tentang perkawinan?

2. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama antamrg gang
beragama Islam dengan non-Islam yang dilakukanadilegeri

menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsiadalah sebagai
berikut:
1. Untuk menganalisa dan menentukan kesesuaian kateritukum

perkawinan nasional mengenai perkawinan yang ddakudi luar
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Indonesia dengan asas-asas Hukum Perdata Interabd$imonesia
tentang perkawinan.

2. Untuk mencari kepastian hukum akan keabsahan par&awbeda
agama antara orang yang beragama Islam denganslaom-yang
dilakukan di luar negeri menurut hukum perdata rivasional

Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai beriku

1. Manfaat teoritis

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuabidang
hukum, khususnya Hukum Perdata Internasional yaamgakian
dengan keabsahan perkawinan beda agama antara ymagg
beragama Islam dengan non-islam yang dilakukan udir |
Indonesia.

b. Melengkapi penjelasan dan/atau tulisan ilmiah yéglgh ada
mengenai perkawinan beda agama dan sebagai referens
penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmunigigeerdata

internasional.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalabagai

berikut:
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a. Bagi Pemerintah Indonesia
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masugama
mengkaji ulang berkenaan dengan adanya kekosongan
hukum dalam aturan tentang perkawinan beda agama pa
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2) Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan konsep
mengenai perkawinan beda agama di masa yang atargda
b. Bagi Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantatafan
Sipil (KCS)
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah rbalduk
melakukan  pertimbangan dalam melakukan pencatatan
perkawinan khususnya untuk perkawinan beda aganta@raan
orang yang beragama Islam dengan non-Islam.
c. Bagi Pengadilan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertmgba bagi
pengadilan dalam mengesahkan perkawinan beda agama.
d. Bagi masyarakat
1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan mési
bagi masyarakat tentang perkawinan beda agama.ybaitk
dilangsungkan di Indonesia atau pun di luar Indanes
2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusgi b
pasangan Islam dengan non-islam yang akan melagkgsoin
perkawinan beda agama baik yang dilangsungkan di

Indonesia maupun di luar Indonesia.
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Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasam da
referensi dikalangan mahasiswa berkaitan dengananeac

perkawinan beda agama di Indonesia khususnya ksaken

dengan pasangan Islam dengan non-islam.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan TuhangYslaha Esa agar
kehidupan di alam dunia berbiangkan biak. Perkawimakan hanya dilakukan
oleh manusia, tetapi karena manusia adalah mahhikg yberakal, maka
perkawinan yang dilakukan manusia merupakan saf@hbaidaya yang beraturan
yang mengikuti perkembangan budaya dalam masyar8kelaya perkawinan
dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakatpatia suatu bangsa tidak
terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan deamzasyarakat itu berada serta
pergaulan masyarakatnya. Dalam hal ini perkawinapendaruhi oleh,
pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agamaligaiog oleh masyarakat
bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan daamgdonesia bukan saja
dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tptgpi dipengaruhi ajaran
agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan diperhi budaya perkawinan

barat*

Menurut pandangan para sarjana pengertian perkavadalah sebagai

berikut:

* Hilman HadikusumaHukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hulum Adat
dan Hukum Agama, CV Mandar Maju. Bandung, 2007, hal 1.

14



15

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H.dalam bukunya Hukum Perkawinan
Indonesia Menurut: Perundang- Hukum Adat- Hukum rAga mengemukakan
bahwa menurut hukum adat pada umumnya di Indonpsiiawinan itu bukan
saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapa jogerupakan “perikatan adat”
dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatankdttanggaan”. Sedangkan
menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatag wamci (sakramen,
samskara), yaitu suatu perikatan antara dua piaEEtmdmemenuhi perintah dan
anjuran Tuhan Yang Mahya Esa, agar kehidupan hexigd dan berumah tangga
serta berkerabat tetangga berjalan dengan baikaiselingan ajaran agama

masing-masing.

Sayuti Thalib, S.H® dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia
memberikan pengertian bahwa “Perkawinan ialah pgsja suci membentuk

keluarga antara seorang laki-laki dengan seorareqmian”.

Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya Hukum Kelkegaan

mengatakali,

inti perkawinan adalah hubungan seksual. Menuruaeidak ada
nikah (perkawinan) jika tidak ada hubungan seksugéliau

mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksu@rarsuami isteri,
maka tidak perlu ada tenggang waktu (iddah) untekikah lagi bagi
bekas isteri itu dengan laki-laki lain.

Dalam kepustakaan, perkawinan adalah agad yang haktcan
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban sertangeohenolong antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akeahzanya bukan muhrirfi.

bid . hal 8 & 10.
16 sayuti ThalibHukum Kekeluargaan Indonesia Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hal 47.
7 Gatot Supramondegi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah Djambata, Jakarta, 1998, hal 6.
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Sedang dalam UUP, pengertian perkawinan dijeladkéam pasal 1 yang
berbunyi, “Perkawinan adalah ikatan lahir batinasamtseorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membekeillarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YaalgaMEsa”. Rumusan
perkawinan menurut UUP pada dasarnya mengandundainttujuan yang sama

dengan para ahli/ para sarjdfia.

Dari rumusan perkawinan tersebut jelas bahwa peneawtidak hanya
ikatan lahir saja (perdata) atau ikatan batin sdan tetapi ikatan keduanya.
Ikatan lahir hanya merupakan hubungan hukum arstaoaang laki-laki dengan
seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami ikatan lahir ini
merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, lmgi yang mengikatkan

dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan penmtgiiea yang terjalin
karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas argarang laki-laki dan
perempuan untuk hidup bersama sebagai suami lisatan batin merupakan
suatu hubungan yang tidak formal, meskipun bediaian batin ini harus ada

karena jika tanpa ikatan batin maka ikatan lahir akan rapufi*

8 Martiman ProdjohamidjojoTanya Jawab Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan
Pelaksanaan disertai Yurisprudensi Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal 23.

9| ihat Anwar Haryono, dalam Riduan Syahra@gjuk-Beluk Asas-Asas Hukum PerdataEdisi
Revisi, PT Alumni, Bandung, 2006, hal 61. Dalam udnmya Hukum Islam mengatakan:
“Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antaresgdaki-laki dengan seorang perempuan untuk
membentuk keluarga bahagia”. Sajuti Thalib, dalaokubmya Hukum Keluarga Indonesia
mengatakan: "Perkawinan itu ialah perjanjian sueimbentuk keluarga antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan”.

20K, Wantijk SalehQp. Cit, hal 14-15.

2l Rahmadi UsmanAspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonsia, Sinar
Grafika, Jakarta, 2006, hal 269.
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Dalam Pasal 1 UUP juga dirumuskan bahwa ikatan sisseni itu
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini mekkan bahwa perkawinan
merupakan ikatan suci. Perikatan tersebut tidakid@plepaskan dari agama yang
dianut oleh pasangan suami-isteri tersebut. Katangpada umumnya pengertian
perkawinan itu selalu berhubungan dengan agamakaWigran merupakan
hubungan laki-laki dengan perempuan yang didasgokaa perikatan yang suci

atas dasar hukum agamariya.

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan oleh manusia pada hakgkaadalah untuk
berkembang biak atau melanjutkan keturuffaRerkawinan adalah salah satu
kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhlulg yseradab maka
perkawinan yang dilakukan oleh manusia diatur bleékum baik tertulis atau pun
tidak tertulis”*

Dalam aturan-aturan perkawinan baik yang tertdiggam undang-undang,
hukum adat atau hukum agama) atau pun yang tidalise(hukum adat) juga
dapat ditemukan tujuan dari perkawirfanTujuan perkawinan dalam UUP
terdapat pada pasal 1 yang pada pokoknya adalatk umémbentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini beraghwa perkawinan

dilangsungkan bukan untuk sementara atau jangkatuwa&rtentu yang

2 Gatot Supramond)p. Cit, hal 7.

23 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh, Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan Prenada Media, Jakarta, 2006, hal 46.

4 Rusdi Malik,Op. Cit, hal 2.

% pernyataan ini diambil dari pendapat Hilman Haslikna yang membagi tujuan perkawinan
dalam tiga aspek hukum yaitu perundang-undangamyrhiadat dan hukum agama. Tiga aspek
hukum inilah yang mengatur tentang perkawinan dofresia.
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direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atdams-lamanya, dan tidak

boleh diputus begitu safi.

Menurut hukum adat, tujuan perkawinan adalah umbgmnpertahankan

dan meneruskan keturunan menurut garis patrilimalrilinial atau pun parental,

untuk kebahagiaan rumah tangga/ kerabat, untuk rerigh nilai-nilai adat

budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankanikenZ

Tujuan perkawinan jika dilihat dari hukum agamad#grat perbedaan

antara agama satu dan lainnya. Tujuan-tujuan berdaskum agama tersebut

antara lairf®

a.

Agama Islam, tujuan perkawinan adalah menegakkaamag
mendapat keturunan, mencegah maksiyat dan memeéinarga yang
damai dan teratur.

Agama Kristen Protestan, tujuan perkawinan adalambentuk suatu
persekutuan hidup yang kekal antara seorang pria @anita
berdasarkan cinta kasih.

Agama Kristen Katolik, perkawinan bertujuan untuklamirkan anak
dan mendidik anak, saling tolong menolong antaaaswalan isteri dan

obat nafsu.

. Agama Hindu, tujuan perkawinan adalah mendapatlkdmrénan dan

menebus dosa orang tua dengan menurunkan seor@ag pu
Agama Budha, tujuan perkawinan adalah membentulakgh bahagia
yang diberkati oleh Sangyang Adi Budha/ Tuhan Yistadpa Esa, para

Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.

8 Riduan SyahranQp. Cit., hal 62.
" Hilman HadikusumaQp. Cit., hal 22.
*%Ibid ., hal 23-24.
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f. Agama Konghucu, tujuan perkawinan adalah pengabtkamadap
Tuhan dan leluhur (Zong Miao) dan melanjutkan katan?®
3. Sahnya Perkawinan

Perkawinan dikatakan sah jika perkawinan itu tet@menuhi syarat sah
perkawinan. Syarat sah perkawinan diatur dalam|Ras&JP>° Pasal 2 UUP ini
terdiri dari dua ayat, ayat pertama mengatur tentayarat sah perkawinan
berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan, Wieakaadalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama daerkapaannya itu®:

Sedangkan ayat kedua mengatur tentang sahnya pedkaberdasarkan
pencatatan atau pemenuhan terhadap syarat adasnisiFiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yemakh” >

Kedua ayat tersebut pada prakteknya bersifat kufjuktinya harus
dipenuhi keduany

Mengenai masalah sahnya perkawinan ini dapat digkan dengan

Pasal 26 UUP, karena ketentuan ini juga ada yangyamgkut sahnya

perkawinan. Pasal 26 selengkapnya berbunyi sebagiit®*

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pahcat
perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yadgKkisah atau
yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) g@rsaksi dapat
dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam dagtisrunan
lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa damsatau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri barttas alasan

dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka aetdlidup
bersama sebagai suami isteri dan dapat mempedimatkte

29 MATAKIN, Kitab Liji , Pelita Kebajikan, Jakarta, 2008, hal 686.

%0 Gatot Supramond)p. Cit., hal 8.

31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawiRasal 2 ayat (1).

%2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawiRasal 2 ayat (2).

% Moch. Isnaeni,Keabsahan Perkawinan Dalam Kerangka UU No. 1/1974dalam Anly
Cenggana, Bisma Siregar, Budi Wijaya, ditkak Asasi Beragama dan Perkawian Khonghucu
Prespektif Sosial, Legal dan TeologiGramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hal 127.

% Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawiasal 26 ayat (1) dan (2).
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perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan sharu
diperbaharui supaya sah.

Kalau memperhatikan ketentuan ayat (2) di atasmsuistri yang
melangsungkan perkawinan di muka pegawai pencakiawinan yang tidak
berwenang dan mereka mempunyai akta perkawinanyaier masih harus

memperbarui perkawinannya supaya $ah.
4. Syarat-syarat dan Larangan Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mampg®rus
memenuhi syarat perkawinan yang ditentukan oleh WePagai mana diatur

dalam pasal 6 samapai dengan 12 UUP.
Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebarjkiib®

(1) Ada persetujuan dari kedua mempelai.

(2) Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagbdieglang mempelai
yang belum mencapai umur 21 tahun.

(3) Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencajaur 19 tahun,
sedang umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.

(4) Tidak melanggar larangan perkawinan.

(5) Berlaku asas monogami.

(6) Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menigaih

Syarat tentang adanya kesepakatan ini terdapamdBisal 6 ayat (1)

UUP, bahwa “perkawinan didasarkan atas persetukealnia calon mempelai”.

% Gatot Supramondp. Cit., hal 8-9.
% Martiman ProdjohamidjojdQp. Cit., hal 27.
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Dengan melihat ketentuan ini maka perkawinan yaripkwkan tidak

diperbolehkan adanya paksaan atau pun tipuan, \wierka harus dilakukan
berdasarkan hak manusia dalam memilih pasangarpriydu Tetapi walaupun
setiap manusia berhak memilih pasangannya hidwpdbaerumah tangga, untuk
mempelai yang belum berusia dua puluh satu (2ntdtarus memperoleh izin

dari kedua orang tuanya atau waliffa.

Sedangkan syarat tentang umur dimuat dalam pasat{1) “Perkawinan
hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19n{siéan belas) tahun dan pihak

wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Dari berbagai pandangan hukum, ada hal-hal terygrig melarang untuk
melakukan perkawinan. Walaupun pada dasarnya gpotaki-laki dapat
melakukan perkawinan dengan perempuan mana stjpi tetap saja harus ada
batasan-batasannya. Larangan untuk melakukan pedawdiatur dalam UUP

pasal 8 yang menyebutkan, perkawinan dilarang aliaa orang yang:

a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus walbatau ke atas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyanypifigantara
saudara, antara seorang dengan seorang saudagdu@alan antara
seorang dengan saudara neneknya,

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, niertem ibu/bapak
tiri;

d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara darabibipsusuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagaithibkemenakan
dari isteri, dalam hal seorang suami beristerelari seorang;

f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya ataugmdain
yang berlaku dilarang kawin.

3" pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentarig®inan.
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Indonesia adalah negara yang menganut asas monogsas ini juga
menjadi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Feaigasas ini dapat dilihat
dalam ketentuan pasal 1 yang menyatakan bahwawied adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagemi isteri. Selain itu,
ketentuan tentang asas monogami juga ditegaskamdahsal 3 ayat (1) yang
berbunyi “Pada asasnya seorang pria hanya boleh memilikiasgoisteri.
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suabalam rumusan ini dapat
terlihat bahwa perkawinan itu antara seorang piaskeorang wanita, tidak lebih.
Oleh karena itu calon mempelai laki-laki tidak dapeelangsungkan perkawinan
lebih dari satu sekaligus. Kalaupun nantinya snsuaendak beristri lebih dari
seorang harus ada alasan sah untuk itu. Dengatekatadonesia menganut asas
monogami yang terbuka. Tetapi untuk istri tidakedigplehkan memiliki suami

lebih dari satu atau poliandri.

B. Tinjauan Tentang Aturan Perkawinan

Sebelumnya, hukum perkawinan yang berlaku pada &emlerdekaan
Republik Indonesia Agustus 1945, secara umum dikagialam lima kategori.
Kelima kategori tersebut merupakan sistem hukung pg@tara sengaja diciptakan
guna memfasilitasi keragaman perkawinan, termaseikawinan campuran

karena adanya perbedaan sistem tersebut. Keliteansisrsebut adalaff:

% Mudiarti TrisnaningsihRelevansi Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Beda Agaa di
Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2007, hal 4.
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1. Hukum Perkawinan bagi Golongan Eropa dan oranggorgang
disamakan dengan mereka, dan Golongan Timur Asetgrlnan
Cina.

2. Hukum Perkawinan bagi Golongan Pribumi dan Golongamur
Asing pemeluk Agama Islam.

3. Hukum Perkawinan bagi Golongan bukan pemeluk Agdsteam
maupun Agama Kristen.

4. Hukum Perkawinan bagi Golongan yang hendak melargisun
perkawinan campuran.

5. Hukum Perkawinan bagi Golongan Pribumi pemeluk Agdfnisten

berlaku sejak 1933.

Kelima kategori tersebut juga membawa aturan atakurin yang
diberlakukan sendiri berdasarkan golongan tersehlutran atau hukum yang
berlaku bagi golongan-golongan itu antara lain: umkadat bagi warga negara
Indonesia asli, hukum Islam bagi warga negara led@nasli yang beragama
Islam, Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda tent&egkawinan Indonesia
Kristen bagi warga negara yang beragama Kristdawa, Minahasa dan Ambon,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bagi wangdohesia keturunan
Eropa dan Cina, dan Peraturan Perkawinan Campuagn yang melakukan

perkawinan campuratt.

%9 Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholigbp. Cit, hal 137.
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Seperti telah dijelaskan sebelumnya, setelah herigk UUP maka
seluruh perundang-undangan perkawinan sebelumrigh tihapus. Hal ini

ditentukan dalam peraturan peralihan Pasal 66 &Ry menyatakan bahWa:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubudgagan
perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, nuE@gan
berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentazg yliatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum PerdataBu(gerlijk Wetboek
Ordonansi Perkawinan Indonesia KristeHuyvelijk Ordonnantie
Christen IndonesiersS. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan
Campuran Regeling op de gemengde Huwelijkeén1898 No. 158)
dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tengaedkawinan
sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dakaat tidak
berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 UUP, jelasrdbdtukum dan
perundang-undangan perkawinan yang lama yang térdalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Krideamaturan Perkawinan
Campuran dan peraturan lain termasuk hukum adaj yaengatur mengenai
perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi untuk pgrikan dan segala sesuatu
yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telabr dlalam UUP, memuat
hal yang sama di dalam UUP, bertentangan dengan, @taia ditentukan lain

dalam UUP*

Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UUP magdapt merujuk
kembali kepada ketentuan-ketentuan dalam hukunpedamdang-undangan yang
lama. Menurut Soemiati, dengan berpijak pada Fe&&salUP maka yag dianggap
tidak berlaku lagi bukanlah peraturan-peraturangys&ercantum dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawimatonksia Kristen,

“®Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perlkawipasal 66.
“1 Rachmadi UsmarAspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Idonesig Sinar
Grafika, Jakarta, 2006, hal 259.
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Peraturan Perkawinan Campuran, dan peraturan-pgnatyang lain secara
keseluruhan, melainkan hanyalah hal-hal yang meanga&ntang perkawinan

sejauh telah diatur atau tidak diatur dalam UUPRsimdinyatakan tetap berlakf.

Dengan demikian ada beberapa ketentuan hukum peavterdahulu

yang masih tetap berlaku sesuai dengan peruntuasapert

a. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Iblemaku hukum
(perkawinan) Islam yang telah diresiplir dalam hukadat;

b. bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlakuuhukperkawinan
adat;

c. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama dfridterlaku
Huwelijksordonnantie Christen IndonesigOrdonansi Perkawinan
Kristen Indonesia) Staatsblad 1933 Nomor 74)

d. bagi orang-orang Timur Asing Tinghoa dan warga redadonesia
keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan bKitandang-
Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;

e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan wargagara
Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebutlae@ hukum
(perkawinan) adat dan agama mereka masing-masing;

f. bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesisunan Eropa
dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab rdndadang

Hukum Perdata.

“2bid , hal 260.
“bid, hal 230.
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Tetapi terdapat beberapa perbedaan yang masihagsagalam peraturan-
peraturan yang berlaku tersebut jika dilihat datJRJ Perbedaan-perbedaan

tersebut antara lain:

Tabel 1
Perkawinan Pengertian Syarat Sah
UUP Perkawinan adalah ikata Dilakukan menurut

lahir batin antara seorar
pria.  dengan seoran
wanita sebagai suan

hukum masing-
masing agamanya
dan kepercayaannyal

=)

isteri itu.

2. Dicatatkan pada
pejabat yang
berwenang

KUHPerdata Perkawinan adalah suatiapat dibuktikan dengan
hubungan keperdataan | akta yang dibuat oleh

Pegawai Pencatat

Perkawinan pada Kantor

Catatan Sipil.

Hukum Adat Perkawinan bukan hanyailakukan menurut

perikatan perdata tetaphukum adat atau agama
juga merupakan perikatardari masyarakat yang
adat  dan perikatanbersangkutan.
kekerabatan dan
kekeluargaan.

Hukum Agama Perkawinan adalahDilakukan menurut
perbuatan sudihukum  masing-masing
(sakramen,  samskara)agama dan kepercayaarn).
perikatan antara dua
pihak dalam memenuhi
perintah atau ajaran
Tuhan YME.
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C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nmor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UUP merupakan salah satu produk hukum negara Isgon®alam
pembuatan undang-undang ini pun negara Indonesizgat@mi proses yang
panjang. Usaha pembuatan undang-undang perkavetandimulai sejak tahun
1945 yang diawali dengan diundangkannya Undang-hddo. 22 Tahun 1946
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (yandakeruntuk Jawa dan
Madura)**

Selanjutnya, pada tahun 1950 Menteri Agama mengde&lna Surat
Keputusan tanggal 1 Oktober 1950 Nomor b/2/ 428¢atey pembentukan suatu
Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Kalan Rujuk, bagi umat
Islam yang diketuai oleh Muhammad Hassan. Panitiamiengusulkan untuk
dibentuknya rancangan undang-undang perkawinan ymamgifat umum dan
berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakangan, agama dan suku
bangsa. Dasar-dasar perkawinan dalam RUU yang |karsypanitia ini, antara
lain:*°

1. Kemauan kedua belah pihak dan batas umur perkawiSatahun

untuk pria dan 15 tahun untuk wanita.

2. Poligami diizinkan bilamana hukum agama orang ybegsangkutan

membolehkan.

3. Harta benda perkawinan terdiri atas harta bawaanhdaa bersama.

Dapat terjadi penyimpangan, jika diadakan perjanjiertulis pada
waktu dilangsungkannya perkawinan.

4 R. Soetojo PrawirohyamidjojoRluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di
Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, Bal 1

%5 Nani Suwono,Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyar&at, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1981, hal 85. Dalaid ., hal 16.
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4. Perceraian diatur dengan keputusan pengadilan indgegan alasan
tertentu, sedangkan talak dan rujuk diatur dalamatpean khusus
Islam.

5. Tentang kedudukan anak ditetapkan tentang sah ntdalseorang
anak, kemungkinan untuk mengakui, mengangkat damgesahkan
anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan awtklemungkinan
untuk mencabut kekuasaan orang tua bila mereka lakaa
kewajibannya terhadap anak itu. Pula diatur tentpeigvalian bila
anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tuainSalapanitia
tersebut juga memutuskan untuk:

a. menyusun Rancangan Undang-Undang Pokok yang pendek
saja dan berlaku untuk umum tanpa menyinggung-igying
masalah agama.

b. menyusun Rancangan Undang-Undang Organik yang menga
perkawinan menurut agama masing-masing, Yyaitu bagi
golongan Islam, Katolik, dan Protestan.

c. menyusun Rancangan Undang-Undang untuk golongag yan
tidak termasuk dalam salah satu golongan agama itu.

Rancangan undang-undang ini kemudian disampaikah dfenteri
Agama dalam sidang kabinet, akan tetapi tidak afyqdesaian. Akhirnya pada
tahun 1958 beberapa anggota DPR wanita di bawalpimpam Ny. Sumari
mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undaegkgwinan yang pada
pokoknya berisikan peraturan perkawinan umum urgekiruh warga negara
Indonesia tanpa membedakan agama dan suku bangEmui isi pokok
rancangan undang-undang tersebut ad&lah:

1. Setiap warga negara Indonesia berhak kawin meragatna
masing-masing.

2. Dasar perkawinan ialah monogami.

3. Perkawinan hanya terjadi atas kemauan kedua béiak

4. Batas umur calon pengantin ialah 18 tahun untu gan 15
tahun untuk wanita.

Tetapi sama halnya dengan rancangan undang-uneae@usinya, RUU

ini pun tidak dapat diselesaikan DPR. Selanjutngdaptahun 1967 dan 1968,

pemerintah menyampaikan dua rancangan undang-unglaitg Rancangan

¢ bid ., hal 18.
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Undang-Undang tentang Pernikahan Umat Islam daecd@an Undang-Undang
tentang ketentuan Pokok Perkawianan. Kedua RUlgliatguga mengalami hal
yang sama dengan RUU sebelumf¥a.

Akhirnya pada tanggal 31 Juli 1973 Rancangan Undamipng tentang
Perkawinan (yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 mahd974 tentang
Perkawinan) disampaikan oleh presiden kepada pempiPR RI dengan surat
Nomor R02/ P. U./VII/1973.

Adanya penolakan-penolakan terhadap RUU sebelurjagg berujung
pada tidak selesainya rancangan undang-undangotersikarenakan adanya
penolakan dari umat Islam yang diakibatkan olehall&kma persaingan antara
aspirsi Islam dan non-Islaffi.

Rancangan undang-undang tersebut mendapat sortatamtangan dari
kalangan umat Islam karena mengandung ketentuag lyarientangan dengan

hukum Islant®®

Rancangan undang-undang tersebut mendapat praes d
kalangan umat Islam sehingga rencana tersebutldisd@emikian rupa sehingga
semua tuntutan kalangan Islam diperihi.

Salah satu ketentuan kontroversial dalam rancangasang-undang

perkawinan tersebut adalah mengenai perkawinanraamdeang-orang yang

*"Ipid ., hal 18-21.

“8 Amak F.Z, Proses Undang-Undang Perkawinancetakan pertama, Al-Ma‘arif, Bandung,
1976, hal 36. Dalam Jazuhiegalisasi Hukum Islam di Indonesia Citra Aditya Bakti, Bandung,
2005, hal 360.

9 Ibid, hal 361. Kamal Hassan, ketika membahas RUU Pémeammenyatakan bahwa dalam
RUU Perkawinan ditemukan sebelas pasal yang bartgah dengan hukum Islam. Menurut Jusuf
Hasjim, sekurang-kurangnya ada sebelas poin daldih Rerkawinan yang bertentangan dengan
hukum Islam. Hasil penelitian Fakultas Syari'ah NASunan Kalijogo menyebutkan, ada empat
belas pasal dari RUU Perkawinan yang bertentangargah hukum Islam. Imam Soehadi,
anggota DPR FPP mengatakan, ada 21 poin yang nhatak diubah dalam RUU Perkawinan.

* Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (The Mdernist Muslim
Movement in Indonesia 1900-1942)cetakan kedelapan, LP3ES, Jakarta, 1996, halDalam
Ibid, hal 362.
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berbeda agama* Mengenai hal ini, Fraksi ABRI menyatakan bahwaaeinan
antara orang-orang yang berbeda agama perlu ditegrglan diatur oleh undang-
undang??

Rancangan undang-undang perkawinan tahun 1973 igdak kansung
diterima, melainkan pula ada beberapa penyesuaiag gilakukan. Salah satunya
adalah mengenai sahnya perkawinan. Dalam pasal n2amgan tersebut
menyebutkan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapgavyai
pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pahcat
perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan
menurut ketentuan undang-undang ini dan /atau k&ten
hukum pihak-pihak yang melakukan perkawinan, seuean]
tidakbertentangan dengan undang-undang ini.

(2) Pencatatan perkawinan dimaksudkan dalam ayat €8) pa
dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebiljutagialam
peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ketentuan ini ditentang keras oleh kalangan Islareka dinilai bahwa
pencatatan seolah-olah lebih diutamakan daripakiarhagama?

Ketentuan ini pada akhirnya diubah, dan disepalatgan bunyi pasal 2
ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah ipatilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannyayang mana ketentuan ini
dipakai dalam UUP yang berlaku sekarang ini danappdsal 2 ayat (2)

menyatakan “Tiap-tiap perkawinan wajib dicatatkamdketertiban administrasi

negara”.

*bid, hal 364.

*2 Risalah Resmi Persidangan | Rapat Pleno Terbuké Rewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Tanggal 17 September 1973, hal 14. DHam

>3 |bid . hal 367.

> Ibid.
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Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP ini maka dalidtat bahwa UUP
menyerahkan keabsahan perkawinan kepada aturan hatewum agama dan
keyakinan dari para pihak yang melakukan perkawinan

Dengan diserahkannya pengaturan kepada hukum agam&eyakinan
maka tiap perkawinan yang dilakukan harus sesuagate hukum yang diatur
oleh agama dan keyakinan tersebut. Sedangkan peagayang diatur oleh
negara atau pemerintah hanyalah sebatas pada gt@n¢atang mana pencatatan
ini baru dilakukan setelah terpenuhinya syarat tidak dilanggarnya larangan
yang diatur dalam aturan agama dan keyakinan dasing-masing pihak yang

melakukan perkawinan.

Mengenai peran agama dalam UUP, sebelum UUP disablta, pernah
diajukan pertanyaan kepada pemerintah dan DPR Dkewan Gereja-gereja

Indonesia dan Majelis Agung Wali Gereja Indonesangy isinya sebagai

berikut>®

a. Apakah seorang yang tidak beragama masih perlungglagkan
perkawinan “menurut” suatu agama?

b. Apakah perkawinan antara orang-orang beragama, maitiak
dilangsungkan menurut hukum agama mereka itu sah?

c. Bagaimana kalau calon pasangan suami isteri itlgarart agama
yang berbeda?

d. Apakah suatu perkawinan tetap sah, apabila kepzaoaya
sudah berganti?

Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka pemferimtalam

jawabannya memberika penjelasan sebagai betfkut:

% Soetojo Prawirohamidjoj@p. Cit., hal 43
* Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia, tanhgd Januari 1974, Nomor : B-93/M —
Sekneg/1/74, Dalam Soetojo Prawirohamidjojo darb8peno Tjitrowinoto,lbid, hal 43-44.
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a. Apabila sekiranya dewasa ini di Indonesia masitidgat orang-
orang yang belum beragama, maka sesungguhnya #dak
yang mengharuskan orang-orang tersebut dapat kaemurut
cara-cara (salah satu cara) berdasarkan perat@wamdang-
undangan yang berlaku sesuai dengan undang-undang i

b. Dalam suatu perkawinan, sama sekali bukanlah dinutkies
untuk membuka kesempatan kepada para pemeluk agama
tertentu untuk melangsungkan perkawinan mereka roenu
ajaran agama lain yang tidak dianutnya. Sebagaepsnagama
yang baik tentu diharapkan seseorang akan mela&srdgngan
ikhlas dan senanghati ketentuan-ketentuan sesngadeajaran
agama yang dipeluknya. Namun demikian, apabilacsasg
menghendaki dan sepakat untuk kawin menurut camaytng
tidak sesuai dengan ajaran agama yang dipelukngalihya,
maka sepanjang cara itu sesuai dengan peraturamdaery-
undangan yang berlaku, perkawinan itu sah pula aleng
pengertian, bahwa orang tersebut pada saat melagigsu
perkawinan memeluk agama sesuai dengan cara-cara
perkawinan yang dipilihnya;

c. Masalah penting yang sekiranya perlu ditegaskaantddasus
suami isteri yang berbeda agama ialah, bahwa tetidandung
maksud dalam UU 1/1974 untuk mengadakan pemaksaan/
desakan agama yang satu terhadap yang lain dan sskah
bukan pula dimaksudkan untuk menganjurkan sesearafk
berpindah agama atau kawin dengan orang yang leerbed
agamanya. Kebebasan memeluk agamanya masing ndssing
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannygelas
dijamin oleh UUD. Oleh karena itu sepanjang perkaani itu
dilakukan menurut salah satu cara sesuai dengangrashdang
perkawinan ini, tentunya yang dipilih dan disepakéth kedua
calon mempelai, maka perkawinan itu adalah sah;

d. Perpindahan dari agama satu pada agama yang llalse
dilangsungkannya perkawinan menurut cara-cara agamala,
tidak mempengaruhi sahnya perkawinan itu senditda8
barang tentu, apabila yang bersangkutan setelapindah
agama akan melakukan tindakan yang berhubunganadeng
perkawinan, maka tindakan tersebut dilakukan sedeagan
ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut hukum aggang
dipeluknya pada saat ia akan melakukan tindakaelet.
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Menyikapi perkawinan beda agama terdapat beberapdapgan tentang
perkawinan beda agama, antara fin:

1. Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan mempaka
pelanggaran terhadap UUP berdasarkan pasal 2 hyata@
pasal 8 huruf (f) yang dengan jelas menyebutkanthalOleh
karena itu perkawinan beda agama adalah tidak aahbdital
demi hukum.

2. Perkawinan beda agama adalah diperbolehkan danossn,
karena itu dapat dilangsungkan. Pendapat ini mekkasu
perkawinan beda agama dalam perkawinan campurak, ti
tekan dalam pendapat ini terdapat dalam interpregdsadap isi
pasal 57 UUP yang menekankan bahwa perkawinan campu
adalah perkawinan atara dua orang yang di Indortesiduk
pada hukum yang berlainan. Oleh karena itu passgiet tidak
saja mengatur perkawinan antara dua orang yang likiemi
kewarganegaraan yang berbeda tetapi juga mengattany
perkawinan antara dua orang yang berbeda agamauriMen
pendapat ini pelaksanaan perkawinan beda aganiealakan
menurut tata cara yang diatur dalam pasal 6 RGHa(i@an
Perkawinan Campuran).

3. UUP tidak mengatur tentang masalah perkawinan bgdma.
Oleh karena itu dengan merujuk pasal 66 UUP, makatyran-
peraturan yang lama selama UUP belum mengatur dapat
diberlakukan. Dengan demikian masalah perkawinada be
agama berpedoman kepada RGH.

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Beberapa Agama di Indnesia

a) Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan meampbkgian dari
ajaran Islam. Terdapat dua istilah yang berhuburgargan hukum Islam, yaitu

syariat dan figh. Syariah merupakan hukum Islanngyalitetapkan secara

*"PriskalistaPerkawinan Beda Agamahttp://priskalista.wordpress.com/2009/08/20/perhi@
beda-agama/, diakses tanggal 06 Juli 2011.
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langsung oleh Allah SWT sementara figh merupakauimyang ditetapkan pada
pokoknya saja sehingga hukum ini dapat atau pékembangkari®

Pada prinsipnya syari'at adalah wahyu Allah SWTgy#aerdapat dalam
Al-Quran dan Sunah Roseti. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam
ajaran agama Islam telah mengatur juga tentand éaaharamnya perkawinan
antar agama, hal ini berpegang pada ayat-ayat aelbegkut:

Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempugyrikn
sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang lrefebén baik
dari pada perempuan musyrik sekalipun ia menaritmiba Juga
janganlah menikahkan (perempuanmu) dengan laki-takisryik
sebelum mereka beriman. Seorang laki-laki budaky yeariman lebih
baik dari pada seorang laki-laki musyrik sekalipamenarik hatimu.
Mereka (kaum musyrik) akan membawa ke dalam apakae...” (al-
Bagarah/2:221).

Ayat berikutnya adalah:

“Hai orang-orang yang beriman! Jika perempuan-pptem beriman
datang berhijrah datang kepadamu, ujilah merekihAmengetahui
keimanan mereka; bila sudah kamu pastikan merekampeian-
perempuan beriman, janganlah kembalikan mereka deepgaum
kafir; mereka (kaum mukmin wanita) tidaklah hakel§aga istri) bagi
mereka (kaum kafir), dan mereka (kaum kafir) pudaki halal
(sebagai suami) bagi mereka (kaum mukmin wanitaj Berikanlah
kepada mereka (kaum kafir) apa (maskawin) yand telareka bayar.
Kemudian, tiada salah kamu menikah dengan merakar(knukmin
wanita), asal kamu bayar maskawin mereka. Dan pdalgakamu
berpegang kepada tali perkawinan dengan peremper@ampuan
kafir;, dan hendaklah kamu minta maskawin yang telamu
bayarkan, dan biarlah mereka (orang-orang kafinnm&& apa yang
telah kamu bayarkan (mas kawin dari perempuan ydatng
kepadamu). Itu ketentuan Allah; la memberi keutusarg adil antara
kamu. Dan Allah Mahatahu, Mahabijaksana (Al-
Mumtahanah/60:10).

Ayat selanjutnya:

%8 Thohir Luth, Sam’un Makmur, Mas’udy Hana, M. Hafi&mid, Khusnul Fathoni, Abdul Halim
Rofi’i, Syamsul arifin, M. Subky HashyBuku Daras Pendidikan Agama Islam di Universitas
Brawijaya, Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya, Mpl2007, hal 91.
59 i

Ibid .
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Hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Dan kamah
(sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab hdagimu, dan
masakanmu halal (pula) bagi mereka. Perempuan-pegm
terhormat yang beriman (halal kamu kawini), jugarepguan-
perempuan terhormat di kalangan yang telah menédfitah sebelum
kamu...” (al-Maidah/5:5).

Dari ayat-ayat ini lah kemudian muncul penafsirantang halal atau
haramnya perkawinan beda agama. Pandangan yangatalesny perkawinan
antara muslim dan non muslim hukumnya haram biasangnganggap sama
antara musyrik, kafir dan ahl al-Kitab. Sebagiarsdseulama Indonesia atau
pemuka agama Islam memiliki pandangan bahwa peneewimuslim dan
nonmuslim adalah haraffi.

Salah satu yang mengharamkan adalah MUI (Majelemidl Indonesia),
hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya fatwa Keeysan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 Tentang Pavkinan Beda Agama.
Dalam fatwa ini telah ditetapkan bahwa:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kita

menurut gaul mua’tamad, adalah haram dan tidak sah.

Selain pada fatwa MUl pandangan yang mengharamkdanya
perkawinan antara muslim dan nonmuslim juga dapdihat pada Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, perbedaan agama ysah satu pihak tidak
beragama Islam termasuk larangan perkawinan, hdltegaskan dalam pasal 40
yang berbunyi:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seoramg g¢#ngan
seorang wanita karena keadaan tertentu;

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat gatkawinan
dengan pria lain,

9 Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholigbp. Cit., hal 99.
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b. seorang wanita yang masih berada dalam masa icdegad pria

C. lsae;r(;,rang wanita yang tidak beragama Islam.

Selanjutnya larangan ini pun dituangkan dalam pddayang berbunyi:
“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawdengan seorang pria
yang tidak beragama IslamDengan dikeluarkannya pasal-pasal tersebut telah
jelas bahwa baik laki-laki atau pun wanita diharamlatau dilarang melakukan
perkawinan dengan laki-laki atau wanita yang beregaon-Islam.

Tetapi ada ulama yang membolehkan dilakukan per@wantara Islam
dan non Islam. Beberapa dari ulama-ulama itu afeima*

a. Wahbah al-Zuahaili dalam bukung&Figh al-Islamy wa Adillatuh

mengatakan:
Ulama sepakat atas bolehnya perkawinan laki-lakslmmu
dengan perempuan ahl al-Kitab. Dasarnya adalalt slra
Maidah/5 ayat 5. Beberapa orang sahabat Nabi jueyakahi
perempuan ahl al-Kitab, seperti Utsman bin Affamikahi
Nailah binti Farafishah yang Nasrani, Khudzaifahnikehi
perempuan Yahudi.
Menurut Zuhaili, perkawinan itu boleh karena adaurséah
persamaan prinsip antara dua agama (Yahudi danaiNgsitu;
pengakuan akan adanya Tuhan, keimanan pada uttessui/r{abi)
Tuhan, dan kepercayaan pada hari akhir. Beberapsip@ajaran ini
menurutnya pada umumnya dapat menjamsiigamah (stabilnya)
kehidupan perkawinan mereka.
b. Ibn Katsir dalam bukunya Tafsir al-A’dzam Ibn Katsebagaimana

dikutip pula oleh Zainun Kamal, mengatakan bahwau Absaur

Ibrahim bin Khalid al-Kalbi (w.860 M), seorang pakaukum Islam

®1 bid , hal 100-105.
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dan pengikut Imam Syafi’i, demikian juga Imam Ahnizd Hambal,
berpendapat bahwa kaum Muslim dapat menikmati naakan
sembelihan orang-orang Majusi, juga mengawini pELEN-
perempuan mereka.
Rayit Ridha, ulama modern murid dari Muhammad Abduoh
menegaskan bahwa Majusi, Sabian, Hindu (BrahmanjsBreudda,
Konghucu, Shinto dan agama-agama lain dapat didakeg sebagai
ahl al Kitab.
Prof. Dr. Quraish Shihab, ahli dan pakar tafsirdmaaan Indonesia,
berpandangan bahwa Al-Quran dan Sunnah memboleltean
menghalalkan nikah beda agama, meskipun seca@dpbbliau lebih
mengedepankan perkawinan berdasar kesamaan k&daah
(kesetaraan budaya, sosial, pendidikan, dll). PRageta yang
dikemukakan pakar tafsir ini adalah sebagai berikut
Benar! Umat manusia sebelum Islam datang dibolehkan
dinikahi. Jadi keturunannya setelah Islam ini dataidak
boleh dinikahi. Nah ini yang mempersempit pandangan
Kalau saya berpendapat, semua penganut agama, baik
sebelum maupun sesudah Islam datang, kapan pun dan
dimana pun, boleh dinikahi.
Prof. Dr. Kautsar Azhari Noor, dosen perbandingaganasa
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ja&artMenurut
Kautsar, Nabi Muhammad juga pernah menikah dengaenmpuan
Yahudi dan Nasrani. “Nabi pernah menikah denganiaSgéng

Yahudi dan Maria yang Nasrani. Pada sebuah hadiabi N

menganjurkan agar dalam memilih jodoh, agama agegimbangan
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utama, tapi menurut Kautsadjin disini janganlah diartikan Islam,
melainkan Islam secara substansial, yaitu percaya.

f.  Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, APU, mantan staf aklenteri Agama,
menegaskan bahwa semua pendapat yang berkaitarandesogl
pernikahan antara Muslim dan nonmuslim hanya largithat, dan
tidak ditemukan dalil berupa teks Al-Qur'an dan Kdagang secara
tegas dan pastigéth’i) melarang atau membolehkan nikah beda
agama. Menurut kaidah figih, prinsip mengenai kistzan dalil
(‘adamu ad-dalil huwa ad-dajil jjka dalam suatu perkara tidak
ditemukan dalil yang secara tegas melarang, makandialikan ke
hukum asal dammu’amalah, seperti perkawinan, hukum asalnya
adalahmubahatau bolehdl-ashl fi al asyya’'al-ibahah

Dalam hal ini penulis menggunakan pandangan KHulkumhenyikapi

permasalahan banyaknya penafsiran dilarang ataknyad perkawinan beda
agama. Hal ini dikarenakan bahwa KHI merupakanritaten hukum Islam yang
tertulis secara sistematis menyerupai undang-undarigk sedapat mungkin
diterapkan seluruh instansi Departemen Agama daf@nyelesaikan masalah-
masalah di bidang yang telah diatur oleh KHI (satalunya adalah tentang

perkawinan)?

b) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Khatolik
Perkawinan antara seorang penganut Katolik darasganon-Katolik

bukanlah perkawinan yang ideal, karena perkawinaland agama Katolik

%2 M. KarsayudaPerkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum
Islam, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2006. hal 96.
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dianggap sebagai sebuah sakramen (suatu yang ks, Pada prinsipnya
agama Katolik melarang perkawinan antara pengaraiblik dengan yang
bukan Katolik, tetapi dalam hal tertentu Uskup dapamberikan dispensasi
atau pengecualian untuk dilakukan perkawinan agama tersebdt.

Dalam hukum Kanonik, perkawinan antar agama diseékatvin
campur”, yang memiliki pengertian secara sempit skoara lua&* Pengertian
dalam arti luas, berarti perkawinan yang dilakukaleh orang yang
dipermandikan (pembaptisan) dengan orang yang tilila&rmandikan, tidak
peduli apapun agamanya atau bahkan tak beragaetautidengamlisparitas
cultus sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tidak adaeymandian
(baptisan) merupakan penghalang bagi penganut iKatoituk menikah
dengan sah. Perkawinan campur secara luas ini kgngerkawinan antara
penganut Katolik dan penganut Budha, Hindu, Isldau agama lain yang
tidak mengenal pembaptisan.

Sedangkan pengertian dalam arti sempit, menganggakawinan
campur adalah perkawinan antara dua orang yand tdlbaptis atau
dipermandikan, yang salah satu secara katolik d#ak tmeninggalkannya
secara resmi, dengan pihak lain yang tercatat padeeja yang tidak
mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik yamgnnya disebut
Miixta relegioatau beda gereja. Perkawinan campur dalam artiisempaitu
perkawinan antara penganut Katolik dan penganueftan.

Dari dua macam perkawinan campur tersebut perkawyaag dilarang

adalah perkawinan campur dalam arti luas sebagaitemtuang dalam Kanon

% |bid ., hal 112 .
% |bid ., hal 112-113.
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1086 dan 1124. Meskipun demikian, Gereja Katoliksimamemberikan
kemungkinan dilakukannya perkawinan ini denganrikbenya dispensasi.

Dispensasi ini akan diberikan jika telah terpersyarat-syarat sebagai
berikut®®

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahegranggalkan
iman serta memberi janji dengan jujur bahwa ia dbaruat segala
sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anakrgptididan
dididik dalam Gereja Katolik.

2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak Katoliki, pihak yang
lain (dari pasangan yang nonkatolik) hendaknya rdddes pada
waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwangutusadar akan
janji dan kewajiban pihak Katolik.

3. Kedua pihak diberi penjelasan mengenai tujuan-tugeata sifat-sifat
hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikaelolseorang pun

dari keduannya.

c) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Protestan
Pada prinsipnya agama Protestan menghendaki aggam&nya menikah
dengan orang yang seagama, tetapi pada level ttertegama Protestan tidak
menghalangi kalau terjadi pernikahan beda aganamapenganut Protestan dan

penganut agama laffi.

% Ibid ., him 113-114.
% |bid ., hal 108.
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Menurut hasil penelitian ICRP dan Komnas HAM menkkan adanya
beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan hgalma dalam komunitas
agama Protestan:

Pertama mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil darlkedua
belah pihak tetap menganut agama masing-magiadug kepada
mereka diadakan pengembalaan (pendampingan) khi(estiga, pada
umumnya Gereja tidak memberkati pernikahan mergleahétikan
huruf besar untuk kata “Gereja” yang mengacu padabaga atau
komunitas berimannya, dan bukan pada gedung “gefrejauf kecil).
Keempat ada yang memberkati, dengan syarat yang bukaed®fao
membuat pernyataan bahwa ia bersedia mengikuti @eaian secara
agama Protestan (meski bukan berarti pindah agatetgrbukaan ini
dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yala seiman
itu dikuduskan oleh suami atau istri yang berim&alima, ada pula
gereja yang bukan hanya tidak mau memberkati, itejaga
mengeluarkan anggota jemaatnya yang menikah derggang
penganut agama lain dari Gerejafi{a.

Namun demikian, pada umumnya Gereja Protestan nrerkdleebasan
kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menik Kantor Catatan
Sipil (KCS, kini DKCS- Dinas Kependudukan dan Cama®ipil) atau diberkati di
gereja, atau malah mengikuti agama dari calon disarimya. Hal ini disebabkan,
Gereja Protestan umumnya mengakui sahnya perkawlitetukan menurut adat
atau pun agama mereka yang bukan proté&tan.

Karena permasalahan perkawinan beda agama ini tesusunculan,
Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gerejaj& di Indonesia (MPL-
PGI) tahun 1989 menyatakan sikap terhadap perkawyastu:

Pertama Institusi yang berhak mengesahkan perkawinanahdaégara,

dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Cat&tpri (DKCS). Kedua,

%7 Ibid ., hal 108-109.
%8 |bid .
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gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati quexktawinan yang telah
disahkan oleh pemerintah.

Dengan kata lain, perkawinan antar agama yang samya beragama
Protestan maka perkawinan itu dilakukan di DKClaét itu baru di lakukan
berdasarkan agama Protestan (dilakukan pemberkihrgeraja). Tetapi dalam
praktik sekarang, perkawinan beda agama antara apahgProtestan dan
nonprotestan justru dilakukan pemberkatan Gergjebié dahulu baru kemudian

dilakukan pencatatan sipil oleh pejabat DKES.

d) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha

Menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan bedamagaang
melibatkan penganut agama Budha dan penganut nbabdgerbolehkan,
asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cgsanaa Budha, calon
mempelai tidak diharuskan masuk agama Budha. Taf@nd upacara ritual
perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapleas‘nama Sang Budha,
Dharma, dan Sangkd®.

Perkawinan adalah sebualarma dan yang paling utama adalah agar
perkawinan itu tidak lepas dari ajaran mdfaDengan demikian diperlukan
pemberkatan untuk kedua mempelai, karena pentingeyaberkatan ini maka
sebaiknya agama kedua mempelai sebaiknya samapi Tgtekawinan beda
agama ini dilihat sebagai suatu yang fleksibelarsal tidak melanggatharma

dan tidak menyimpang dari norma dan moral. Jikadeperkawinan beda agama

*1pid, hal 110.

0 Lihat 0.S Eoh,Perkawinan antar Agama dalam Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish,
Ibid ., hal 119.

" Lihat wawancara dengan Bhiksu Prajnavira Mahasthadalam Mohammad Monib, Ahmad
Nurcholish,lbid ., hal 120.
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yang salah satunya penganut agama Budha, makatemuamting adalah adanya
kesepakatan dan persetujuan dari masing-masingrgelikarena biksu atau biku
hanya memberkati dan yang meresmikan perkawinaehat adalah keluarga
masing-masing yang diwakilkan kepada seoraffgarmaduta (orang yang

diangkat oleh biksu atau biku untuk meresmikan @sikan)’?

e) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindhu

Dalam agama Hindu, sebagaimana tercantum dalanb Ktanusmriti,
perkawinan bersifat relegius karena perkawinan aabadah dan sebuah
kewajiban. Sehingga lembaga perkawinan ditempaebagai lembaga yang
tidak terpisah dengan hukum agama atinarma Perkawinan dihubungkan
dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai ketoummaapun untuk menebus
dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang [Rerkawinan disebut
denganwiwaha yang diidentikkan dengasamskara(mirip sakramen dalam
Katolik).”

Oleh karena itu suatu perkawinan akan dianggap| bda tidak
memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur meriwkiim Hindu. Salah satunya
adalah perkawinan yang dilakukan oleh penganut agdimdu dengan penganut
nonhindu adalah tidak s&h.

Pengesahan perkawinan dilakukan oleh Pedande yangenuhi syarat
untuk itu. Pedande tidak akan mengesahkan perkavjiikea perkawinan tersebut
beda agama karena dalam agama Hindu tidak dikesrkhwinan beda agama.

Hal ini dikarenakan sebelum dilaksanakannya penkawi terlebih dahulu

2 |bid.
3 |bid, hal 116.
| bid.
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dilakukan upacara agama yang mana apabila salaims&anhpelai tidak beragama
Hindu maka ia wajib disucikan sebagai penganut ag&imdu. Orang yang
belum disucikan terlebih dahulu kemudian melakulenkawinan, maka ini
dianggap melanggar ketentuan dalam Seloka V-8%Kilanawadharmasastra,
yang berbunyi®
Air pensucian tidak bisa diberikan kepada merekagydidak
menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentdedmngga dapat
dianggap kelahiran mereka sia-sia belaka, tidak papat diberikan
kepada mereka yang lahir dari perkawinan campustaksecara
tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa gealongan
murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri.

Tetapi seiring dengan perkembangan jaman, agamduHpun mulai
mengalami dinamika dalam upaya kontekstualisasiarDgerkawinan menurut
agama Hindu yang kontekstual tidak dikenal istil@enikahkan”, sehingga tidak
dikenal istilah “penghulu” seperti dalam Islam. lédivan Pedande atau pemuka
agama Hindu hanya sebagai pelengkap upacara d@al bukan merukapan
sebuah syarat. Perkawinan cukup dilakukan di arketaarga jadi tidak ada
peresmianDengan demikian pekawinan beda agama antara pasaegganut

agama Hindu dan nonhindu bukan suatu masalah keyiaadalam pandangan

kontekstual Hinduy®

f) Perkawinan beda agama menurut agama Konghucu
Nabi Kongzi, pendiri agama Konghucu, berujar, “S@grJunzi (beriman)
bisa hidup rukun meski berbedéoren (orang rendah budi atau tidak beriman)

tidak bisa rukun meskipun samd”Artinya, bagi setiap orang yang mampu

" Ibid ., hal 118.
"°Ibid ., hal 118.
" Budi Santoso Tanuwibowo,Péernikahan Beda Agama Menurut Prespektif Konghucti
dalam Ahmad Nurcholisiyiemoar Cintaku, Pengalaman Empiris Perkawinan BedaAgama,
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mencapai puncak iman dan telah mencapai kesadkaanp&ntingnya hubungan
yang didasari empati antar sesama manusia, segdd@daan bukanlah sebuah
penghalang (Budi Santoso Tanuwibawa, Ketua UmumehldajTinggi Agama
Konghucu Indonesia (Matakin)).

Dalam kehidupan manusia ada tiga hal yang sangatinge yaitu
perkawinan, kelahiran dan kematian dan menurut ageomghucu ketiga hal ini
menjadi kehendak Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Datig&ehal tersebut,
perkawinan dianggap yang paling penting karena ymargangkutan tidak hanya
diberikan kesempatan untuk memilih tetapi juga marean alur dan jalan
kehidupan mereka maupun keluarga mereka dimasa ataengd Hal ini
ditegaskan dalam Kitab Li Ji XLIV:1,Camkanlah benar-benar hal pernikahan
itu, karena dialah pohon dari segala kesusilaan daencakup penghidupan
manusia” Perkawinan adalah suatu yang sakral dan suci,g yharus
direncanakan secara matang, agar mampu menghag#étadupan yang lebih

baik dan harmoni&

Jika menyimak sabda dari Nabi Kongzi, dapat diartibahwa dalam
Agama Konghucu tidak melarang perkawinan beda agantara penganut
Agama Konghucu dengan penganut agama lain. Haldilkarenakan dalam
Agama Konghucu tidak membeda-bedakan manusia, semarausia adalah

rakyat Tuhar{?

Tetapi jika melihat hukum perkawinan agama Konghintonesia (hasil

Musyawarah Nasional Rokhaniawan Agama Konghucu reioniesia, yang

LKiS, Yogyakarta, 2004, hal 257-266. Dalam Mohardnvonib, Ahmad Nurcholishibid, hal
120.

®lbid, hal 121.

" bid, hal 124.
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diselenggarakan di Tangerang pada tanggal 21 Deseb®y5) yang mengatur
tentang pelaksanaan upacara peneguhan perkawingin upzat Konghucu,
terdapat beberapa hal yang diatur dalam hukum warka sebelum
melaksanakan upacara peneguhan (Liep Gwan) pertaysalah satunya adalah
tentang “Kewajiban pengakuan iman atau peneguhan imagi calon mempelai
yang belum melaksanakannya” dan juga syarat “Wajéngikuti kebaktian
ditempat-tempat peribadatan agama Konghucu.” Magaiddisimpulkan bahwa
perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pegagarina Konghucu tidak
dapat dilakukan sebelum pihak yang tidak beragam@gKucu memeluk agama

Konghucu®

D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan yang Dilangsungkandi Luar

Wilayah Indonesia

Ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu sggeaat materiil dan
syarat-syarat formil. Syarat-syarat materiil adaifarat-syarat yang ada dan
melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkarkgvénan, sedangkan
syarat-syarat formil adalah tata cara atau proseulangsungkan perkawinan
menurut hukum agama dan undang-undang, disebus@lyai syarat objekfi.

Penentuan masalah validitas esensial (syarat mtgyerkawinan di
dalam HPI berkembang beberapa asas tentang hulkagrdigergunakan, yaittf:

1. Asas Lex Loci Celebrationisyang bermakna bahwa validitas

perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidahnhukari tempat

8 Matakin, Panduan Tatacara dan Upacara Liep Gwan/ Li Yuan Pernikahan Pelita
Kebajikan, Jakarta, 2008, hal 6-7.

8 Muhammad AbdulkadirtHukum Perdata Indonesia PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
hal 76.

8 Ridwan Khairandy, Nanang Sutrisna, Jawahir ThontoRengantar Hukum Perdata
Internasional Indonesia Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal 136.
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perkawinan diresmikan atau dilangsungkan. Asasdianut oleh
Amerika Serikat dan Negara-negara Amerika Latin.

2. Asas yang menyatakan, bahwa validitas materiil atmensial
perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukumtelapat masing-
masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawina
dilangsungkan. Asas ini dianut oleh negara-negespa&Kontineltal.

3. Asas yang menyatakan, bahwa validitas esensialap@émkn harus
ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempatingrasasing
pihak berdomosili sebelum perkawinan dilangsungkaas semacam
ini dianut oleh Inggris dan negara-negara yang ey sistem
common law

4. Asas yang menyatakan bahwa, validitas esensial ataterial
perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistemrhukari tempat
dilangsungkannya  perkawinan lodus celebrationis tanpa
mengabaikan persyaratan perkawinan yang di dalatensi hukum

para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Asas yang keempat adalah asas yang digunakan kidpneetapi
walaupun Indonesia adalah negara yang menganutnasasnalitas atau asas
personalitas namun untuk pelangsungkannya di nelgamna Indonesia tetap

menghargai hukum dimana perkawinan itu dilangsungka

Menurut pasal 56 ayat (1) UUP menegaskan bahwaawarkn yang
dilangsungkan di luar negeri antara dua orang ladsi@anatau seorang warga

negara Indonesia dengan warga negara asing adalalbiemmana dilakukan

8 | bid.
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menurut hukum yang berlaku di negara di mana petawitu dilangsungkan,
dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggankein UU No. 1 Tahun

19748

Selanjutnya, pasal 60 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1Rif¢d menentukan
bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkbelum terbukti, bahwa
syarat-syarat perkawinan yang ditentukan hukum ybhedaku bagi masing-

masing pihak terpenuhi.

Syarat formal atau validitas formal perkawinan. @agmumnya di
berbagai sistem hukum, validitas formal perkawidaentukan berdasarkadocus
regit actum vyaitu berdasar tempat dilangsungkannya perkawi(ler loci
celebrationi$.®®

Pelangsungan perkawinan dilakukan menurut hukumingmsasing
agama. Bagi yang beragama Islam menurut agama, Ist@tn dengan upacara
akad nikah dan dapat dilangsungkan dinegara-ndgjara, seperti Saudi Arabia,
Mesir, Irak, Iran dan lain-lain. Sedangkan bagi g/dreragama Kristen yang
kawin dengan pria/wanita Eropa beragama Kristennefjara-negara Eropa,
dilaksanakan menurut agama Kristen. Begitu juga Yy beragama Hindu dan
Budha dilaksanakan menurut agamanya, maka perkawitoa menjadi sah.
Supaya perkawinan dianggap sah, terlebih dahuéikuln upacara keagamaan,
seperti pemberkatan di gereja, mesjid atau lemlzagana lainnya kemudian
dilakukan upacara perkawinan menurut catatan &edua pihak yang kawin itu

harus tunduk pada ketentuan upacara catatan Bipiingsungan perkawinan

8 Lihat ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undangdtd. Tahun 1974 tentang Perkawinan.
® Ibid . hal 137.
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dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Tata carenémurut Undang-undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974, jika perkawinan diéamgkan di negara pihak
lainnya itu, maka berlakulah ketentuan tata caraumg hukum di negara yang
bersangkutan (pasal 56 ayat 1 Undang-undang Petaawo. 1 Tahun 1974.
Dalam pasal 61 ayat 1 Undang-undang Perkawinan1lN®6ahun 1974

ditentukan bahwa perkawinan campuran dicatat oledgaRai Pencatat
Perkawinan yang berwenang. Pegawai Pencatat Pekawyang berwenang
disini adalah Pegawai Pencatat Nikah, Talak danliR((P2NTR) atau Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTRpg&ahtor Urusan Agama
Kecamatan yang secara struktural berada di bawgiarizenen Agama bagi
mereka yang melangsungkan perkawinan menurut afsama dan Pegawai Luar
Biasa Catatan Sipil pada Kantor/ Dinas Catatan| H{pta/ Kabupaten atau
instansi/ pejabat yang membantunya bagi mereka yamgangsungkan

perkawinan selain menurut agama Isfm.

Tata cara perkawinan yang dilangsungkan di luaoredia antara dua
orang warga negara Indonesia atau seorang wargaangglonesia dengan warga

negara asing telah diatur dalam UUP Pasal 56 aygaag berbunyi:

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesiarantiua orang
warganegara Indonesia atau seorang warganegaraekidodengan
warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukamurae hukum
yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dsangkan dan bagi
warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuanamgpdndang
ini.

#Muhammad AbdulkadirQp. Cit., hal 104-105.
8" Rachmadi UsmarQp. Cit., hal 44.
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Dari rumusan tersebut, perkawinan yang dilakukanludr Indonesia

tersebut adalah sah apabila :

1. Dilakukan menurut hukum vyang berlaku di negara danan

perkawinan itu dilangsungkan;
2. Bagi warga negara Indonesia tidak melanggar kea@ntlUP.

Walaupun dilakukan menurut hukum yang berlaku digana
dilangsungkannya perkawinan tapi bagi warga nelpatanesia harus memenuhi
syarat materiil (mutlak dan relatif). Hal ini digskan dalam pasal 16 AB yang
menyatakan bahwa "status dan wewenang seseoramgdiadai menurut hukum
nasionalnya léx patriag”. Sedangkan hukum yang diberlakukan bagi warga
negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinaar Indonesia adalah
hukum formil atau tata cara perkawinannya, ini dagidhat dalam ketentuan
pasal 18 AB yang berbunyi “bentuk tindakan hukumildi menurut hukum

dimana tindakan itu dilakukato€us regit actuni.

Tata cara perkawinan yang dilakukan diluar negeenggunakan hukum
dimana perkawinan itu dilangsungkan. Jika menunktim di luar negeri tersebut
tata cara perkawinan itu telah sesuai atau sah maskacara perkawinan itu pun
sah menurut hukum Indonesia begitu pun juga sebalikTetapi apabila ketika
melangsungkan perkawinan di luar Indonesia terselamggunakan hukum yang
lazim atau sah menurut hukum Indonesia padahal merukum dimana

perkawinan itu tidak sah maka perkawinan itu diaposgatt®

8 Martiman ProdjohamidjojdQp. Cit., hal 44.
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Selain itu, demi kejelasan terjadinya perkawinaludi Indonesia tersebut,
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah suamiiiist kembali di wilayah
Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harusftdidan di kantor pencatatan
perkawinan tempat tinggal mereka. Hal ini dijelaskebih lanjut dalam pasal 57
ayat (2) yang berbunyi: “Dalam waktu 1 (satu) talseielah suami istri itu
kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawimaereka harus didaftarkan di

Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka”.

Tetapi berkenaan dengan pencatatan perkawinan gigadgikan di luar
Indonesia, tentunya ini berhubungan dengan peraditaana tempat perkawinan
itu dilakukan. Hal ini berkenaan dengan pelaksanaatusan atau penetapan
hakim asing dalam mengesahkan perkawinan tersebut.

Tetapi pada pokoknya keputusan-keputusan luar negiak dapat
dilaksanakanr(ot enforceabledi Indonesi&?

Pendirian ini adalah berdasarkan pada asas kedaukaitorial principle
of territorial soverignty, berdasarkan mana keputusan hakin asing tidaktdap
secara langsung dilaksanakan dalam wilayah negara dtas kekuatannya
sendiri?°

Pasal 22a AB, menyatakan bahwa kompetensi pengathia pelaksanaan
keputusan-keputusan serta akta-akta otentik dikeatagleh prinsip-prinsip yang

dikenal dalam hukum antarbangsalkenrecht, law of natiopsPelaksanaan dari

8 Sudargo Gautamajukum Perdata Internasional, Jilid 111, Bagian 2, Buku ke-8Dp. Cit, hal
278.
% bid ., hal 279.
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keputusan-keputusan asing hanya dapat dimungkijk@isesuai dengan prinsip
teritorialitas?®*

Berkenaan dengan pelaksanaan keputusan hakim asingerdapat
ketentuan lain dalam R.V. Pasal 436 R.V. Indon@siakordant dari pasal 431
R.V. Belanda). Seperti diketahui bahwa R.V. tidaklidku lagi di Indonesia (kini
yang dipakai adalah HIR) akan tetapi, ketentuamrdaR.V. dapat digunakan
sebagai pedoman , apabila hal ini diperlukan guapatd merealisasi hukum
materiil (verwerkelijking van het meterieele rect

Pasal 436 R.V. menyatakan:

Kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh pasat Y2vK. dan
perundang-undangan lainya, tidak dapat dilaksandkegputusan-
keputusan yang diucapkan oleh hakim-hakim asing pé&ngadilan-
pengadilan asing di dalam wilayah Republik Indoaed?erkara-
perkara bersangkutan dapat diajukan kembali difEdaplan
diselesaikan oleh hakim di Indonesia...

Tetapi menurut mayoritas pendapat para ahli hukpasal 436 hanya
dibataskan kepada keputusan-keputusan hakim yasijabeondemnatoir®

Keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yarsifabdeclaratoir
seperti misalnya sah — tidaknya suatu perkawinaialiya perkawinan, hak milik
atas benda-benda tertentu dan sebagainya, jikatwhken oleh hakim luar negeri,
hal ini dapat diakui dan dihormati dalam wilayahpRlelik Indonesia. Demikian
pula keputusan-keputusan yang bersifat konstityaikni yang menciptakan suatu

hubungan atau situasi tertentu, seperti keputusangemai pembatalan suatu

kontrak, pemutusan hubungan perkawinan, pengangkead, penyataan pailit

1 bid . hal 280.
%2 | bid
% |bid , hal 282.
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dan sebagainya. Keputusan-keputusan ini dapat iddstam wilayah Republik
Indonesig*

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa keputuketaratoir seperti halnya
perkawinan, dapat diakui meskipun terdapat pulaksanaan, seperti adanya
perubahan dalam Catatan Sipil terutama pada stataka instansi-instansi
administratif ini dapat memperhatikannya dan melakg&an perubahan catatan-

catatan bersangkutan itu dalam daftar mefeka.

E. Tinjauan Umum Tentang Pasal 35 huruf (a) UndangJndang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

UU No 23 Tahun 2006 adalah satu-satunya hukumipgaiig mengakui
adanya perkawinan beda agama. Hal ini diterangkéandpasal 35 huruf a yang
berbunyi “Pencatatan perkawinan sebagaimana dirdadslam Pasal 34 berlaku
pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh PengadifaSedangkan Pasal 34
yang dimaksud adalah dalam pasal 34 ayat (1) yaemyatakan : “Perkawinan
yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perunddaggan wajib dilaporkan
oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempgatiinya perkawinan paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkamtina

Melihat dari penjelasan Pasal 35 huruf (a) menegadkahwa yang
dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan olemgd&blan" adalah

perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbe@ema. Dengan demikian

* Ibid .

% Daftar catatan sipil ini bersifat semi Internasibnmengingat bahwa baik warga negara
Indonesia yang menikah diluar negeri ataupun wagggra asing yang berada di Indonesia yang
menikah atau melahirkan anak, atau meninggal, hdicatatkan dalam daftar Catatan Sipil
Indonesia.

% Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Peacafatmistrasi Kependudukan, Pasal 35
Huruf a.

" Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Peacafsdministrasi Kependudukan, Pasal
34 ayat (1).
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perkawinan yang dilakukan antar umat beragama ladatakawinan yang sah

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

F. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum

Tujuan dari hukum bukan hanya menjamin keadilan|aimiean juga
menciptakan ketenteraman hidup, dengan memelitegraskian hukur®® Begitu
pula tujuan dari adanya hukum perkawinan, dengamudiuskannya hukum
perkawinan dalam sebuah undang-undang, hal inik tidén adalah untuk
menjamin terciptanya kepastian hukum. Tetapi digepastian hukum bukan
merupakan suatu tujuan (politik) hukum, melainkagrupakan suatu yang harus

ada apabila keadilan dan ketentraman hendak dieipfa

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukiemi(ketertiban)
dan keadilan di masyarakat. Keadilan dalam artliegs adalah suatu kualitas
yang berhubungan bukan dengan isi tata hukum pasiélainkan dengan
penerapannya. “Keadilan” berarti pemeliharaan thAtkum positif melalui
penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwatada hukum positif

tersebut®

Ada beberapa indikator (terpeliharanya) kepastighkuim di suatu negara
antara lain: (1) adanya perundang-undangan yaras jdbn (2) perundang-
undangan diterapkan dengan baik oleh hakim mauptugas lainnya®* Selain

itu tercapainya kepastian hukum juga dapat dildiati penyesuaian perilaku

% Theo HuijbersFilsafat Hukum, Kanisius, Jakarta, 1995, hal 118.
99 i
Ibid .
1% Hans KelsenTeori Hukum dan Negara Dasar-dasar llmu Hukum Normatif Sebagai llmu
Hukum Deskriptif- Empirik , Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal 16.
191 Abdul Rachmad Budiond&®engantar limu hukum, Bayumedia, Malang, 2005, hal 22.
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masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum tgrsdan keputusan dari

peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Dalam hal ini kepastian hukum dari hukum perkawimaasin menjadi
keraguan besar mengingat masih adanya pluralitaspddan hukum dalam
menentukan hukum perkawinan yang akan digunakarmala@p dengan tidak
diakuinya perkawinan beda agama dalam UUP dan adpeygakuan terhadap
perkawinan beda agama ini dalam UU No. 23 Tahun6 Z0fhtang Pencatatan
Administrasi Kependudukan yang membuat adanya lgsugsiuran dan

tumpang tindih antara aturan yang satu dan yang lai

G. Tinjauan Tentang Teori Perundang-Undangan

Dalam kepustakaan dikenal dua sistem hukum yangasdrerpengaruh,
yaitu (1) civil law systemdan (2) common law systemPerbedaan yang
mendasardari kedua sistem ini adalah terletak daamber hukum, sumber
hukum utama dalanivil law systemadalah undang-undang sedangkan sumber

utama dalancommon law systeadalah presedefi?

Indonesia adalah negara yang mengaowil law system hal ini
mengingat Indonesia adalah bekas jajahan Beland@ yma menganut sistem
ini. Telah dikemukakan diatas bahwa sumber hukuamat dalamcivil law
systemadalah perundang-undangan. Sehingga dalam meniealesgerkara atau
permasalahan yang menjadi rujukan adalah undangrgndBegitu pula pedoman

bagi masalah perkawinan yang ada di Indonesia,atedyindangkannya hukum

192 preseden adalah keputusan pengadilan yang teddferthhulu dan diikuti oleh hakim-hakim
lainnya
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perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Rerkem maka segala

permasalahan tentang perkawinan adalah merujukypating-undang tersebut.

Karena pentingnya undang-undang maka dalam perkbariaundang-

undang harus meninjau beberapa unsur, antard’fain:

1. Unsur Yuridis furisdiche gelding
Dengan adanya dasar yuridis dalam sebuah pergiearandang-undangan
maka akan menunjukkan tentanBertama adanya kewenangan dari
pembuat peraturan tersebut. Hal ini menunjukkankapapembentuk
undang-undang tersebut adalah lembaga atau badagberavenang.
Kedua digunakan sebagai pertimbangan tentang kesesaaiara bentuk
atau jenis peraturan perundang-undangan denganrinyateg diatur,
terutama jika diperintahkan oleh aturan yang lebitggi atau pun
sederajat. Apabila ada ketidak sesuaian maka hakan dapat dijadikan
alasan untuk membatalkan undang-undang terseketiga adanya
keharusan untuk mengikuti prosedur tertentu. Jikagqulur tersebut tidak
terpenuhi maka peraturan perundang-undangna térsebogkin batal
demi hukum atau belum memiliki kekuatan hukum teff@gempatadanya
keharusan tidak bertentangan dengan peraturandpanatang lebih tinggi
derajatnya.

2. Unsur Sosiologisgociologische gelding
Unsur sosiologis ini berarti dalam undang-undanggyaerlaku harus

mencerminkan kenyataan akan kebutuhan atau tundaiajuga masalah-

19 pydu Duswara MachmudirPengantar lImu Hukum Sebuah Sketsa Refika Aditama,
Bandung, 2003, hal 84 — 88.
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masalah yang ada di masyarakat. Selain itu kenyaj@ag ada di

masyarakat, termasuk juga tentang kecenderungahatapan masyarakat
karena tanpa hal ini undang-undang hanya akan diesgedar rekaman
keadaan seketikanoment opnanm)edika hal ini terjadi maka akan terjadi
kelumpuhan peranan peraturan perundang-undanganhdiuim akan

tertinggal dari progresivitas masyarakat yang alar menyebabkan
hukum bertentangan dengan fungsi hukum sebagaialteg diharapkan

dapat mengubah dan mengarahkan masyarakat @s a tool of social

engineering.

3. Filosofis filosofische gelding

Unsur filosofis ini berisi pandangan mengenai atéiu hakikat sesuatu, hal
ini biasanya berisi tentang apa yang diharapkanyanakat terhadap
hukum ¢echtsideg Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai
tersebut, baik sebagai sarana melindungi nilai-miaupun sebagai sarana
guna mewujudkannya dalam sikap tindak masyarakeai Nosifis ini
terkandung dalam Pancasila sehingga dalam membeparkturan
perundang-undangan harus memperhatikeschtsideeyang terkandung

dalam pancasila.

Tetapi sistem ini bukan lah sistem yang sempurn@nka mengingat
bentuk undang-undang adalah tertulis dan statisnggh dalam penerapan
undang-undang ini terdapat banyak permasalahani mata kurang jelas atau
tidak rinci dalam mengatur dan juga tidak dapat gieni cepatnya
perkembangan yang ada dimasyarakat, oleh karerdaitum sistem ini dikenal

pula metode-metode penemuan dan penafsiran hukuatamD melakukan
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penafsiran ada bebarapa macam penafsiran yangdigpagkan. Macam-macam

penafsiran tersebut adald:

1. Penafsiran menurut tata bahagga(maticale interpretatje yaitu
memberikan arti kepada suatu istilah atau perkat@adasarkan tata
bahasa.

2. Penafsiran secara sistematis, yaitu apabila sefikahi atau perkataan
dicantumkan dua kali dalam satu pasal, atau pad@ngaundang
maka pengertiannya harus sama.

3. Penafsiran pertentangarargentum acontrarijy yaitu penafsiran
hukum dengan cara mencari kebalikan dari pengedigtu istilah
yang sedang dihadapi.

4. Penafsiran memperluagxensieve interpretadie yaitu memperluas
pengertian dari suatu istilah berbeda dengan peageya yang
digunakan sehari-hari.

5. Penafsiran mempersempit resgtrictieve interpretatie  yaitu
mempersempit pengertian dari suatu istilah.

6. Penafsiran historigéchts/wets-historjs yaitu penafsiran hukum yang
dilakukan dengan mempelajari sejarah yang berkait@au
mempelajari pembuatan undang-undang yang bersargkut

7. Penafsiran teleologis, yaitu dengan cara mencaratuatau maksud
dari suatu peraturan undang-undang.

8. Penafsiran logis, yaitu mencari pengertian daritwisuatilah atau

ketentuan berdasarkan hal-hal yang asuk akal.

194 |shaqg,Dasar-Dasar llmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal 255 — 256.
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Penafsiran analogi, yaitu memperluas cakupan atsgestian dari
ketentuan undang-undang.

Penafsiran komparatif, yaitu penafsiran dengan oambandingkan
dengan penjelasan berdasarkan perbandingan hukgar, dapat
ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang.

Penafsiran futuristis, yaitu penafsiran yang meagsj@h undang-
undang dengan berpedoman pada undang-undang yalugn be

mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada rancangamgraiadang.

Selain itu Indonesia menggunakan alifdechtsvindingatau penemuan

hukum. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskarkarer berpegang pada

undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku dandamasyarakat secara

gebonden vrijheidianvrije gebondenheid

Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum ydidasarkan pada:

a.

Pasal 20 AB

Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-undang.

Pasal 22 AB

Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yangjukian
kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, tidaknga undang-

undang.

Selain itu juga dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentdekuasaan

Kehakiman dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatalkamgadilan dilarang

menolak untuk memeriksa, mengadili,dan memutususp@tkara yang diajukan

195 R. SoerosoPengantar llmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 92-93.
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dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang,jetelainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya.

Dalam mengadili suatu perkara yang kurang jelasasgohakim dapat
melakukan menafsiran dan ataupun dapat mengadakastriksi hukum,
rechtsverfijningatau argumen aontrario apabila perkara tersebut tidak diatur
oleh undang-undang. Selain itu hakim juga dapathatejurisprudensi dan dalil-
dalil hukum agama, adat dan sebagainya yang bedidialam masyarakat®

Disamping itu, dalam sistem perundang-undangan pjuga
memungkinkan terjadinya konflik atau benturan ant@eraturan yang satu
dengan peraturan yang lainya. Untuk mengatasi etadarsebut ada beberapa

asas yang dapat digunakan dalam menyelesaikanahasantara lairt®’

Pertama, asakex superior derogat legi inferigriundang-undang yang
dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi mempunyaiukiedkan yang lebih tinggi
pula. Dalam asas ini pula dapat dikatakan bahwanmadndang (aturan) yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undadgng (aturan) yang lebih
tinggi. Ketentuan akan jenis dan hierarki perundandangan ini dapat dilihat
dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tab0d Zentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, yang berbfyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangatahadzbagai
berikut:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti dadan
Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

1% hid , hal 93.

197 Abdul Rachmad Budiondp. Cit , hal 115.

1% yUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang PemkemtiPeraturan Perundang-
Undangan, pasal 7 ayat (1)
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d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah,

Kedua, asasex posteriori derograt lex prioryaitu undang-undang yang
berlaku kemudian atau belakangan membatalkan urdaaang yang berlaku
terdahulu. Ketentuan ini berlaku dengan syarat balperaturan yang diatur

adalah tentang hal yang sama.

Ketiga, lex spesialis derograt lex generalsndang-undang yang bersifat
khusus mengesampingkan undang-undang yang bemifah. Maksud dari asas
ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus haroerldkukan undang-undang
yang menyebut peristiwa peristiwa itu, meskipurukrgeristiwa khusus itu dapat
pula diberlakukan undang-undang yang menyebuttpegis/ang lebih luas atau

lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khtensebut®®

Suatu undang-undang tidak berlaku lagi dengan tgseamat sebagai

berikut!*°

1. Jika undang-undang itu jangka waktu berlakunya lsinddis

2. Jika hal-hal atau keadaan atau objek yang diatir ohdang-undang
itu sudah habis atau dalam kenyataannya memergdajzat berlaku
lagi.

3. Jika undang-undang itu dengan tegas dicabut oletb@etuknya atau
instansi yang lebih tinggi.

4. Jika telah dikeluarkan undang-undang baru yangashertentangan

dengan isi undang-undang terdahulu atau yang dulaku.

199 Abdul Rachmad Budion@p. Cit, hal 116.
191shaq,0p. Cit, hal 96.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adaMaliridis Normatif Hal ini berkaitan

dengan proses mengkaji, memaparkan dan menganabsmsa-norma hukum

yang berkaitan dengan perkawinan campuran bedaaagany dilakukan di luar

Indonesia, sehingga diperoleh kajian akademis umtelkawarkan solusi terhadap

problematika mengenai keabsahan perkawinan campbemla agama yang

dilakukan di luar Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitiagaitu :

Pendekatan Perundang-undanfsatuta approach)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaalusemdang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengahukum yang
sedang ditangarit! Suatu peneliian hukum normatif harus
menggunakan pendekatan perundang-undangan, kaagggdyteliti
adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokusligels tema
sentral penelitian’* Adapun pendekatan peraturan perundang-
undangan ini dilakukan dengan mengkaji secara kehgmsif

peraturan hukum yang berkenaan dengan perkawimapuran yang

111 peter Mahmud MarzukiPenelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005,

12 johnny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-2,
Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal 302.
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dilakukan di luar Indonesia yang terdapat didalatektuan pasal 56
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 danitéé&a dengan
pasal 16 dan 18 Algemene Bepalingen van Wetge¥By. (
Pendekatan Perbandingan

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandmgkiah satu
lembaga hukum I€¢gal institution$ dari sistem hukum yang satu
dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama desgdem
hukum) yang lain. Pendekatan ini dilakukan untukemsukan unsur-
unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hutaebug™
Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini  meraigun
komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturanumknegara lain
yang spesifik dengan aturan yang diteliti (berkendangan hukum
perkawinan), atau dapat juga dalam rangka mengg&odongan
hukum positif-**

Pendekatan Kasusdse approach

Yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaahdapheasus-kasus
yang terkait dengan isu hukur?.Pendekatan kasus dalam penelitian
hukum normatif bertujuan untuk mempelajari normaamo atau
kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik huktifh.

Pendekatan kasus dalam penelitian skripsi ini digan untuk
memperoleh gambaran tentang perkawinan campuraa bgdma

yang dilakukan diluar Indonesia yang dilakukan olelasyarakat

13 pid . hal 313.
141bid, hal 314.
115 pid , hal 321.

118 pid .
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sehingga nantinya diharapkan dapat mengetahui @amdang
lembaga pencatat perkawinan dan pihak yang melakp&ekawinan
dalam menyikapi permasalahan perkawinan campuraa bgama
yang dilakukan di luar Indonesia itu.

d. Pendekatan Historigi{storical Approach

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengetaiar belakang
sejarah terbentuknya aturan perundang-undangaebtdérsMenurut
prespektif ini terdapat 2 (dua) macam penafsirahatiap peraturan
perundang-undangarRertama penafsiran menurut sejarah hukum
(rechts historische interpretajiedan kedua penafsiran menurut

sejarah penetapan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengetahui sejarah ini diharapkan dapat e
penafsiran dari maksud pembentuk, perancang atgabgieyang

menetapkan peraturan undang-undang ini khususnya UU
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum
a. Bahan hukum primer
Yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukursifiioyang diurut
berdasarkan hierarki yang ditentukan dalam paskin@ang-undang
Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peratueannéang-
undangan, mulai dari UUD 1945 sampai aturan-atlean yang ada
dibawahnya.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitiaterdiri dari:
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a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admasstr
Kependudukan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentangk$@iaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang KémpHukum
Islam

g. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)

h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Adasusia

i. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Huburigex
Negeri.

. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentangyd&tatan dan
Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

b. Bahan hukum sekunder

Yakni bahan hukum yang erat hubungannya dengannbbkum

primer, sehingga dapat membantu mendiskripsikan rdanganalisa

guna memahami bahan hukum primer. Bahan hukum dekwang

digunakan terfokus pada studi kepustakaan ataui ditetatur,

penelusuran melalui internet, Surat kabar, Koratiked, Jurnal, Studi

pada karya ilmiah yang relevan dengan topik pertahana, pendapat

dari para pakar hukum.

c. Bahan non hukum
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Yakni bahan non hukum yang digunakan untuk memaergetunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer damndek yang
dalam penelitian ini diperoleh dari kamus bahastmesia dan kamus
hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakiahan non-
hukun'’ berupa hasil wawancarmierview) yang berupa pengalaman
ataupun pendapat dari responden yang menjadi sundiar dalam
penelitian ini. Responden yang dimaksud adalah bpéjayang

berwenang dalam pencatata perkawinan campuranaigeadaa.
2. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum yang terdiri dari bahan hukumerdan bahan

hukum sekunder didapat dari hasil studi pustakg yiambil dari:

1) Perpustakaan Pusat Dokumentasi [Imu Hukum Fakuttakum
Universitas Brawijaya Malang

2) Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang

3) Perpustakaan Pemerintah Kota Malang

4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madgakarta

5) Perpustakaan Universitas Gadjah Mada

6) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang

7) Instansi yang terkait dengan penelitian

8) Data-data yang diperoleh dari internet yang terlaiigan masalah
perkawinan campuran, perkawinan beda agama daraveieikn

yang dilakukan diluar Indonesia.

7 Dalam buku penelitian hukum oleh Prof. Dr. Petezhihud Marzuki, mengemukakan bahwa
wawancara termasuk dalam sumber bahan hukum yangabkahan non hukum.
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b. Bahan non hukum didapat dari hasil wawancara deregoonden yang
terkait dengan penelitian ini, yaitu para pihak gamelakukan
perkawinan campuran beda agama yang dilakukaradimdonesia dan

pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam mencari data untuk melakukan penelitian i@knik yang

digunakan, yaitu:

a. Untuk bahan hukum primer dilakukan dengan menggamaieknik
penelusuran pustaka dan dokumen. Teknik peneluspusitaka ini
dilakukan dengan jalan melakukan penelusuran tapghadndang-
undang, buku-buku dan dari penelitian-penelitiabekemnya yang
berhubungan dengan perkawinan.

b. Untuk bahan non hukum dilakukan dengan menggunéaieinik

Wwawancara.

E. Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa data yang digunakan di dalam peaelihi adalah dengan
mengolah serta menyajikan bahan-bahan hukum ydalfy téperoleh dengan
langkah-langkah penelusuran hukum melalui metddduktif rasionalyakni
menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yangfaersmum. Kesimpulan yang
akan ditarik adalah berdasarkan pernyataan-pemrnyat@ng terdapat dalam
hukum sekunder dengan cara mencermati teori dasekoperkawinan sebagai
dasar penelitian dengan ajaran interpretasi. Irdtapi atau penafsiran merupakan

salah satu metode penemuan hukum yang memberikajelgsan gamblang
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tentang teks undang-undang, agar ruang lingkupakathlam undang-undang
tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukurartert'®

Dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gtdalbahasa de
taatkkundige interpretatjeyang merupakan interpretasi paling sederhana yang
menafsirkan makna ketentuan undang-undang dengagumskannya menurut
bahasa, susunan kata atau bunyinya dalam undamggnd

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan metooendekatan
Diskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok mangsiatu obyek,
suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun usymgristiva pada masa
sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat gambaean diskripsi secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakda sifat-sifat fenomena yang
diselidiki.

Dengan demikian di dalam penelitian ini gambaraisk(si) terhadap
kondisi sistem hukum perkawinan di Indonesia paait sni merupakan obyek
permasalahan yang akan dianalisis dan menemukalkasipsekaligus solusi
berkaitan dengan perkawinan campuran beda agamg @idekukan di luar

Indonesia.

F. Definisi Konseptual

Beberapa istilah dalam penelitian ini yang perlyeldskan untuk

membatasi makna agar tidak lepas dari konsep pi@nelyaitu:

1. Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan antararsg@ria dan

seorang wanita yang salah satu pihak, baik pria pomauwanita,

118 sudikno Mertokusumdvlengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal 166.
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memeluk agama yang berbeda satu sama lain. Dalalitpn ini
perkawinan beda agama yang dimaksud adalah perawjang
dilakukan seorang pria atau wanita yang berkewaggaan Indonesia
dan beragama Islam dengan seorang pria atau wayatag
berkewarganegaraan Indonesia dan beragama setaim Is

2. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri adalahk&®einan yang

dilakukan di luar wilayah hukum negara Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terlmgam 5 (lima) bab
guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupama®alahan yang diteliti.
Adapun urutan dan tata letak masing-masing bala smkok pembahasannya

adalah:

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan nadsatiujuan penelitian,
manfaat penelitian, serta sistematika penulisana psitipsi mengenai
keabsahan perkawinan campuran beda agama yangukditakdiluar

Indonesia.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang terkanhgan bahasan
mengenai keabsahan perkawinan campuran beda agamalijakukan di
luar Indonesia, yang diharapkan dapat memberikambgean yang jelas

tentang perkawinan, perkawinan campuran, perkawibada agama,
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perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia. Selangkerangka teori
yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori képashukum dan

efektifitas hukum.

BAB IIl METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakaand penelitian
guna penulisan skripsi, yaitu penelitian hukum retim dengan
menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekp&ondang-
undangan dtatute approach dan pendekatan konseptuatoiiseptual

approacl).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil yang diperoleh dalam peerel dan
pembahasan atas hasil penelitian tersebut, demgas finalisa mengenai
keterkaitan hak asasi manusia dan agama dalam vpegqg serta
keabsahan perkawinan campuran beda agama yangikditakdi luar

Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulangyaakikatnya
merupakan kristalisasi atau endapan dari selur@amrpada bagian
sebelumnya, dan selanjutnya berdasarkan uraiarebtérs Peneliti
berusaha untuk merakit secara runtut bab-bab yateh tdiuraikan
kedalam satu kesatuan yang tercipta pada judytskguna memberikan

saran sebagai bentuk konstribusi.



BAB IV
PEMBAHASAN

A. Kesesuain Ketentuan Hukum Nasional Tentang Perkainan Yang
Dilangsungkan Di Luar Negeri Dengan Asas-Asas HukumPerdata

Internasional Indonesia Tentang Perkawinan

Hukum perkawinan nasional negara Indonesia diaaland Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ud#R)dilengkapi dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangtyvan pelaksanaannya.
UUP ini tidak hanya mengatur tentang perkawinangydilakukan di dalam
negeri saja melainkan juga yang dilakukan diluagene Ketentuan aturan
perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesiadijglaskan dalam pasal 56

ayat (1) UUP yang berbunyi:

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesiarantiua orang
warganegara Indonesia atau seorang warganegaraekidodengan
warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukamurmae hukum
yang berlaku di negara dimana perkawinan itu ddangkan dan bagi
warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuanamgpdndang
ini.

Dari ketentuan pasal 56 ayat (1) diatas, muncubdgai macam arti/
pengertian. Hal ini dikarenakan undang-undang adsuatu aturan yang bersifat
statis/ tetap sehingga dalam penerapannya tidait dapngikuti perkembangan
masyarakat. Oleh sebab itu, dalam menerapkan atatan perundang-undangan

diperlukan adanya penafsiran.

71
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Adapun banyak macam penafsiran yang dapat digunatalam
menginterpretasikan arti dari bunyi atau isi dasad 56 ayat (1) tersebut. Jika
melihat dari penafsiran menurut tata bahaganimaticale interpretatje maka
arti dari pasal 56 ayat (1) ini menyatakan bahveakgwinan antara sesama WNI
atau antara WNI dan WNA yang dilangsungkan di iudayah negara Indonesia
dilakukan menurut hukum perkawinan yang berlakoedjara dimana perkawinan
itu dilakukan adalah sah, tetapi bagi WNI yang akan perkawinan tersebut
harus memenuhi (tidak bertentangan dengan) keter#tsza syarat-syarat dalam

UUP.

Dengan metode ini juga dapat dilihat bahwa pada Katadalah sah
bilamanadilakukan menurut hukunt, kata “apabila/bilamand dalam hal ini
berisikan promis syarat, maksudnya adalah agarapénan yang dilakukan di
laur negeri sah maka perkawinan tersebut harukuki¢gan berdasarkan hukum di
negara mana perkawinan itu dilakukan. Kalimat sbt®fa yang menyatakan
“...dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggéentuan Undang-undang
ini.”. Kata “tidak’ disini memiliki makna keharusan bagi WNI untuldak
bertentangan dengan aturan yang ada dalam UUP.da#n hal ini sahnya
perkawinan yang dilakukan WNI di luar Indonesialadgika dilakukan menurut
hukum dimana perkawinan itu dilakukan dan harusaestau tidak bertentangan

dengan UUP.

Penafsiran secara tata bahasa saja tidak lah dtdema masih banyak
permasalahan dalam isi pasal tersebut antaratiitang bagaimana keabsahan
perkawinan jika tidak dilakukan berdasarkan hukunmatha perkawinan

dilangsungkan, arti dari kata dilakukan menurut umakdimana perkawinan
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dilakukan, syarat-syarat apa yang harus dipenuéin &/NI yang melakukan
perkawinan di luar negeri, dsb. Sehingga diperluadanya metode penafsiran

yang lain.

Jika menggunakan penafsiran secara sistematis, de&en hal ini kita
perlu melihat kembali kata atau frase atau kaliyaaig digunakan pada pasal atau
ayat sebelumnya. Salah satu kata yang ada sebeduad@ah kata “...adalah sah
bilamana dilakukan menurut hukuti™'®, sehingga potongan kalimat ini
memiliki makna yang sama. Kata-kata itu sebeluntay@aapat pada Pasal 2 ayat
(1), hal ini berisi tentang syarat sahnya suatikgwinan yang dilakukan di
Indonesia sehingga jika memakai metode penafsimamaka perkawinan yang
dilakukan diluar Indonesia dengan menggunakan hysenkawinan yang berlaku
ditempat dimana perkawinan itu dilangsungkan adaah dan untuk warga
negara Indonesia yang melangsungkan perkawinaebt#rsharus memenuhi
UUP/ tidak bertentangan dengan ketentuan UUP.

Penafsiran memperluagxtensieve interpretajie dalam hal penafsiran
memperluas ini ada kata yang dapat diperluas maknasalah satu kata itu
adalah “...dilakukan menurut hukum...” dan “...kidaelanggar ketentuan UUP”.
Kata hukum dalam “...dilakukan menurut hukum...”nmil&i arti perintah dan
larangan, dalam perintah dan larangan tersebuapgatdsyarat-syarat yang harus

terpenuhi. Syarat-syarat dalam hukum perkawinaantara lain:

119 | ihat pasal 2 ayat (1), yang berbunyi perkawiadalah sah apabila dilakukan berdasarkan
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lgi@tindengan pasal 56 ayat (1)
...adalah sah bilamana dilakukan berdasarkan....
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Syarat-syarat perkawinan menurut Prof. H.R. Saalpibagi menjadi dua
macam yaitu syarat materiil dan syarat forrfif. Syarat materiil adalah syarat-
syarat yang menyangkut pribadi calon suami damcakoi. Dalam hal ini syarat
materiil terbagi menjadi dua, yaitu syarat matemihg bersifat umum dan syarat
materiil yang bersifat khusus.

Syarat materiil yang bersifat umum meliputi:

1. Syarat yang terkandung dalam asas monogami (ketemtu terdapat
dalam pasal 3 UUP3., dimana seorang suami hanya boleh memiliki
seorang isteri, begitu pula seorang isteri hanyahbmemiliki seorang
suami. Hal ini berarti calon suami dan calon istearus tidak terikat
pada tali perkawinan dengan orang lain. Hal ireritkan dalam pasal
9 UUP. Tetapi asas monogami yang dianut UUP berséidbuka,
artinya asas ini dapat simpangi atau seorang soalel memiliki lebih
dari seorang isteri dengan syarat-syarat yang teit@mtukan dalam
UUP. Syarat-syarat ini antara lain: dikehendakhgbéhak-pihak yang
bersangkutan, sesuai dengan ketentuan agama yesangleutan, dan
memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditemtuktalam UUP
(syarat-syarat ini terdapat dalam pasal 4 dan 5)UUP

2. Persetujuan calon suami dan calon isteri (syarderdapat pada pasal
6 ayat (1) UUP). Persetujuan atau kesepakatarentjoan agar dalam
perkawinan terhindar dari ancaman atau salah saaigkekeliru yang
pada akhirnya dapat dimintakan pembatalan perkawssgperti yang

tercantum dalam pasal 27 UUP, hal ini mengingauatuj dari

120 Rusdi Malik,Op. Cit., hal 32.
21| ihat pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nohibahun 1974 tentang Perkawinan.
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perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yanglka#n bahagia
sehingga hal-hal yang dapat membuat berakhirnykapgman harus
dicegah atau dipersulfit?

3. Syarat batas usia minimal kawin. Dalam pasal 7 gyat UUP
ditentukan bahwa usia minimal seorang wanita umbekikah adalah
16 tahun sedang seorang pria minimal berusia 1@intaffetapi
ketentuan batas usia minimal ini dapat dilakukamypepangan,
ketentuan ini terdapat dalam pasal 7 ayat (2) @anPengecualian atas
batas usia minimal atau dispensasi ini diberikaeh glengadilan atau
pejabat lain yang berwenang dengan permintaanodang tua calon
suami dan atau calon isteri dari pasangan yancahgkstan. Tetapi
dalam hal ini tidak diatur tentang alasan-alasanl@ian dispensasi.

4. Berlaku masa tunggu bagi seorang wanita yang lbessjanda baik
karena ditinggal mati suaminya ataupun karena bard&/aktu tunggu
(masa idah) ditentukan dalam pasal 11 ayat (1)(&ajuncto pasal 39
Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975.

Bila tidak terpenuhi 4 (empat) syarat tersebutadiamaka calon pasangan
pengantin itu tidak berwenang melakukan perkawipada umumnya, karena
itulah syarat ini dinamakan syarat materiil umum.

Sedangkan syarat materiil khusus meliputi:

1. Tidak memenuhi larangan perkawinan dalam pasal ®.Uldrangan

perkawinan ini terbagi menjadi beberapa poin, antn:

122| ihat ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 4874 tentang Perkawinan.
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a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus keatbatau ke
atas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyampai
antara saudara, antara seorang dengan seorangasaudag tua
dan antara seorang dengan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menaan
ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara damatibiigusuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai didoi
kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suamsteeriebih dari
seorang;

f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya ataiupsn
lain yang berlaku dilarang kawin.

2. Dalam pasal 10 UUP ditetapkan bahwa:
Suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satagéan
yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinyakana
diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawiagi,
sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaa
itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Larangan ini ditujukan untuk mencegah perbuatarg yaek pantas

yaitu melecehkan lembaga perkawinan selain iturhigliga mengingat

tujuan perkawinan untuk mewujukan keluarga yangkdkn bahagia.
3. Adanya izin dari kedua orang tua bagi calon suaniahlon isteri yang
belum mencapai usia 21 tahun (ketentuan hal idapat dalam pasal 6

ayat (2) UUP) atau cukup salah seorang orang tla y@ng lain

meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendakpgsal 6 ayat
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(3) UUP). Bila kedua orang tuanya telah meninggaiia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, makalifzeroleh
dari wali, orang yang memelihara atau keluargarsédgaris keturunan
lurus ke atas yang masih hidup atau masih mampuyateian
kehendaknya (pasal 6 ayat (4) UUP). Dalam hal abeplaan antara
orang-orang yang dimaksud dalam hal di atas, @k seorang atau
lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapamgia Pengadilan
dalam daerah tempat tinggal orang yang akan malaggan
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapatberédman ijin
setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yaeglet di atas (pasal
6 ayat (5) UUP). Ketentuan ini berlaku sepanjanguhu masing-
masing agamanya dari yang bersangkutan tidak mehkeemtain.

Menurut H.R.Sardjono, mengenai pengertididlak mampu dapat
disebabkan oleh berbagai macam sebab misalnya, gadityakit gila atau
penyakit-penyakit lainnya.

Syarat formil adalah syarat yang menyangkut forasliyang harus
dipenuhi sebelum berlangsungnya perkawinan dan pada dilangsungkannya
perkawinan. Syarat formil ini terdapat dalam pdsalat (1) dan (2) UUP selain
itu juga dalam pasal 12 UUP. Perintah dari kedusalpai dilaksanakan dan

diatur dalam PP no. 9 tahun 1975

Mengenai aturan tata cara pelaksanaan perkawimantgamuat dalam PP
no. 9 Tahun 1975 terdapat dalam pasal 3, 4, 5, &, dan 10. Isi dari pasal-pasal

ini adalah sebagai berikut:

123 Rusdi Malik,Op. Cit., hal 37- 38.
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Setiap orang vyang akan melangsungkan perkawinanus har
memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai fardilempat perkawinan
akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakslekurang-kurangnya 10
hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (pasayat 1 dan 2 P.P. No.9

Tahun 1975).

Pemberitahuan tersebut di atas dapat dilakukarrasdisan atau tulisan
oleh mempelai atau orang tuanya/walinya. Dimanaldid pemberitahuan itu
dimuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaanpate tinggal calon
mempelai apabila salah satu atau keduanya sudatalpdawin harus pula
disebutkan nama istri atau suami yang terdahulsalRadan 5 P.P. No. 9 Tahun
1975). Selanjutnya pegawai pencatatan telah meaepemberitahuan tersebut,
kemudian melakukan penelitian apakah syarat-symmdiawinan sudah dipenuhi

serta tidak ada larangan kawin (Pasal 6 ayat INP9 Tahun 1975).

Apabila sudah diadakan penelitian dan semua petsyatelah dipenuhi,
maka pegawai pencatat akan mengumumkan kehendak tersebut pada suatu
tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca alebm, kemudian
perkawinan itu baru dapat dilangsungkan setelahi Rasepuluh setelah

pengumuman.

Tata cara pelaksanaan perkawinan itu sendiri didakumenurut hukum
agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinaksalilakan dihadapan
pegawai pencatatan dengan dihadiri oleh dua orakey asal 10 ayat 3 P.P. No.

9 Tahun 1975). Atas perkawinan tersebut, dibuasitatu akta perkawinan yang
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ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang sdksi oleh pegawai

pencatatan tersebut (Pasal 11 P.P. No. 9 Tahur).1975

Dalam pasal 10 ayat (2) di atas yang menjelaskdiw#datata cara
perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masingnmeg ketentuan ini
merupakan amanah dari UUP pasal 2 ayat (1) yarbegi: “Perkawinan adalah
sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masgagna dan kepercayaannya
itu”, dan pasal 11 PP no 9 tahun 1975 merupakamamedari pasal 2 ayat (2)
UUP, yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatatemarut peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.

Dari isi PP no 9 tahun 1975 diatas, maka dapabalif@n bahwa pada

intinya pelangsungan (syarat formil) perkawinanipi:

1. Laporan;

2. Pengumuman;

3. Pencegahan;

4. Pelangsungan dan Pencatatan.

Dalam penjelasan diatas telah diterangkan tentgagats materiil dan
syarat formil yang merupakan syarat yang dibebardtah negara/ pemerintah
pada pihak yang akan melangsungkan perkawinanpiTetdain syarat-syarat
yang diberikan negara, jika para pihak melangsumgiarkawinan menurut
hukum agama (sesuai amanah UUP) maka para pihak hagus memenuhi
syarat-syarat maupun rukun nikah yang ditentukam dlukum agama masing-

masing. Syarat-syarat tersebut adalah sebagaulrerik
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Dalam agama Islam, secara garis besar rukun nilafargt sah

perkawinan) dalam figih terdapat 6 (enam) hal, rnfin?*

1. Adanya mempelai laki-laki

2. Adanya mempelai perempuan
3. Adanya wali nikah

4. Adanya maskawin/ mahar

5. Adanya 2 orang saksi

6. Adanya ijab kabul.

Pelaksanaan perkawinan menurut Islam terdiri ddtigg) unsur utama,
yaitu sighat (akad), wali nikah dan dua orang s&gslain itu juga ada walimah

(perayaan perkawinan) tetapi sifatnya adalah sgiiahjurkan)?®

Cara pelaksanaan perkawinan Islam, ialah calon renpria duduk
diatas tikar (atau juga kursi) menghadap wali nikatarah kiblat, kemudian wali
nikah mengucapkan “ijab” (penyerahan) kepada calmmpelai pria dengan
memegang tangan (bersalaman) kanan dan berkata fidahkan...” dengan
menyebut besarnya “maskawin” dan calon mempelaimpgnjawab “kabul” yang
berbunyi “saya terima nikahnya...”. Apabila ijabbkh itu disetujui dan

dibenarkan dua orang saksi maka selesailah uppegtawinan itut?

124 Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholigp. Cit. hal 158-159.
125 Hilman Hadi KusumaQp. Cit. hal 95.
'2®|bid, hal 95-96.
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Selain mengatur tentang tata cara perkawinan, dalakam Islam pun
juga mengatur tentang syarat dan larangan perkawianurut hukum Islam,
larangan perkawinan dapat dibedakan antara largpgdawinan untuk selama-
lamanya dan larangan perkawinan untuk sementaratu#dk Larangan
perkawinan untuk selama-lamanya ialah perkawinang ydilakukan karena
pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susien sebab perzinaan.
Sedangkan larangan sementara waktu, ialah mengdalamn waktu yang sama
wanita bersaudara, kawin lebih dari empat wanitardavaktu yang sama, isteri
yang telah ditalak 3 (tiga) kali, wanita isteri pgalain, wanita yang masih dalam
masa idah dari perceraian dan juga mengawini &&ithon muslim bagi wanita
muslim dan mengawini wanita non muslim (selain dtbab) bagi laki-laki

muslim.

Perkawinan yang dilarang karena pertalian daratu yaitara seorang pria
dengan ibunya, neneknya (terus ke atas), dengan \eaaitanya, cucu wanita
(terus ke bawah), dengan saudara wanita, anak avdari saudara pria/ wanita
(terus ke bawah), perkawinan dengan bibi yaitu aeudvanita dari ibu/ ayah,

saudara dari nenek/ datuk (terus ke atas).

Larangan perkawinan semenda yaitu antara lain; apenan antara
seorang pria dengan mertua (ibu isteri), ibu istefi bapak), nenek tiri (terus ke
atas), anak tiri (anak dari isteri yang telah dibahi), janda dari anak lelaki dan
cucu lelaki (terus ke bawah). Larangan sepersuantara lain; larangan seorang
pria kawin dengan ibu susuan (wanita yang penahyoseimya ketika bayi),

nenek susuan (terus keatas), semua anak darisoars(terus ke bawah).

27 Hilman HadikusumaQp. Cit. hal. 61.
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Sedangkan larangan sebab perzinaan maka dilarengaowin dengan ibu
wanita yang dizinai dan anak-anak wanita yang dizifOrang-orang yang

dilarang melakukan perkawinan ini disebut “muhrim”.

Kemudian mengenai larangan perkawinan yang sifaseyaentara waktu
lalah perkawinan ini dilarang sementara waktu ssg#elah sebab larangan telah
berakhir maka perkawinan ini dapat dilakukan conyahlarangan perkawinan
yang dilakukan seorang pria dengan ipar wanitasgaglara wanita dari isteri dan
semua wanita yang ada pertalian muhrim dengan igtpi jika isteri sudah
bercerai baik cerai mati maupun cerai hidup makegvanan pun dapat
dilakukan selanjutnya perkawinan dengan wanita yaagih dalam masa idahnya
maka perkawinan itu baru dapat dilakukan setelatsamidah itu berakhir.
Perkawinan dengan wanita yang telah ditalaknyarsetbka3 (tiga) kali maka
wanita tersebut harus menikah dulu dengan lakiHaki setelah bercerai baik
cerali mati atau hidup dengan laki-laki yang banik@ihinya dan menunggu masa
idah maka wanita itu dapat di nikahinya lagi. Spinya untuk menikahi seorang
wanita yang sedang hamil karena perkawinan yang dahgan suami
terdahulunya atau karena zina dengan laki-lakifa@ka harus menunggu sampai
bayi itu lahir kecuali jika wanita itu hamil kareparkawinan yang tidak sah atau

karena zina dengannya maka wanita itu boleh dikiayén

Selain itu ada juga larangan yang melarang seonan@ muslim
mengawini wanita non muslim (selain ahli kitab) geenempuan muslim dikawini
oleh pria non muslim. Larangan ini akan hapus pkaak yang beragama non
Islam pindah ke agama Islam. Tetapi ada juga yasgganggap hal ini bukanlah

larangan untuk melakukan perkawinan, salah sataagdah menurut pendapat
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Sayit Muhammad Rasjid Ridha, pemimpin gerakan Halafdari Libanon dan
pengikutnya Muhammad Abduh, yang dikutib dalam bttakum Perkawinan
Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adatukrh Agama karangan
Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., yang mengemukabahwa tidak dilarang
pria muslim kawin dengan wanita beragama Hindu, HBudKristen Katolik,
Kristen Protestan, K’'ung Fut Tze (Cina) atau Smn{depang) karena mereka
digolongkan sebagai ahli kitab sedang yang dilaradgah mengawini wanita
musyrik di tanah Arab selain itu, pandangan yanghbwehkan perkawinan beda
agama juga dikemukakan oleh Wahbah al-Zuahaiarddbukunyaal-Figh al-
Islamy wa Adillatuh Ibn Katsir dalam bukunya Tafsir al-A’dzam Ilbn Kiat
sebagaimana dikutip pula oleh Zainun Kamal, mehkgatsbahwa Abu Tsaur
Ibrahim bin Khalid al-Kalbi (w.860 M), seorang pakkaikum Islam dan pengikut
Imam Syafi’i, demikian juga Imam Ahmad bin Hamiafpf. Dr. Quraish Shihab,
ahli/ pakar tafsir kenamaan Indonesia, dan Prof.KRutsar Azhari Noor, dosen
perbandingan agama Universitas Islam Negeri Sy#idayatullah Jakarta serta
Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, APU, mantan staf aklenteri Agama dan masih

banyak para sarjana dan ulama (pemuka agama) gaumya.

Dalam agama Katolik sebelum perkawinan dapat dilakan, terdapat
syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahBjarat-syarat tersebut antara

lain;

1. Bebas dari halangan-halangan kan&fiik

128 jh Ladislas Orsy, SJMarriage in Canon Law: Texts and Comment, Reflectons and
Questions Wilmington, Delawarare, 1986, hal 85-124, DalBemyamin Yosef BriaPastoral
Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanon ik Tahun 1983 Yayasan Pustaka
Nusatama, Yogyakarta, 2002, hal 24.
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Halangan ini terbagi dalam halangan pada umumnyahddangan
pada khususnya. Dalam hukum kanonik halangan padamuaya
dibicarakan dalam kanon-kanon 1073-1082. Dalam imukanonik
sekarang tidak dikenal lagi halangan yang hanya ameg
perkawinan. Segala halangan yang ada dapat mekdratal
perkawinan atau membuat orang tidak mampu untuk asekn suatu
perkawinan yang sah, kecuali telah memperoleh sd&tpensasi
(Kan. 1073; 1078-1082). Ada beberapa halangan-patardalam

perkawinan, antara lain:

a. Absolut atau relatif.

Halangan yang bersifat absolut menyebabkan sespaidak
mampu memasuki suatu perkawinan yang sah dengarasaang,
contohnya adalah ikatan dengan perkawinan terdaftigiamen),
belum mencapai umur kanonik, tahbisan suci dan kamdurnian,
dan impotensi absolut. Sedangkan halangan relagimiouat
seseorang tidak mampu untuk memasuki suatu perkawyang
sah dengan orang tertentu saja, misalnya karerendet beda
agama, penculikan, kejahatan pembunuhan, hubungaahd
tertentu, hubungan semenda, kelayakan publik, hgdnuradopsi

dan impotensi relatif.

b. Publik atau tersembunyi (Kan. 1074)

Suatu halangan disebut publik kalau keberadaanngpatd

dibuktikan dalam tata lahirekternal forum. Contoh: ikatan
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perkawinan terdahulu, tahbisan suci, kaul kebigrhada agama,
adopsi, hubungan darah, dan hubungan semenda. gkadan
halangan yang bersifat tersembunyi berarti halatges®but tidak

dapat dibuktikan dengan dalam tata lahir, cont@mgkanguinitas

atau affinitas yang tidak sah, kejahatan pembunudisin Namun

halangan yang bersifat publik atau tersembunyi &drmng pada

keadaan apakah hal tersebut diketahui umum ataik. tilisal:

pembunuhan, penculikan, dsb.

. Tetap atau sementara.

Suatu halangan bersifat tetap artinya halangaehatgidak akan
berakhir (bersifat selamanya), misal: hubungan ljamapotensi
absolut. Sedangkan bersifat sementara maksudnyahadahwa

halangan tersebut dapat berakhir, contoh: umwamlen, dst.

. Dapat diberi dispensasi atau tidak.

Halangan yang tidak dapat diberikan dispensasiahdablangan
yang berasal dari hukum ilahi seperti ligamen, kogsinitas
(hubungan darah) pada semua tingkat garis luruat&e dan ke
bawah, dan hubungan darah garis miring tingkat &gdaudara-
saudari kandung). Sedangkan halangan lainnya yarasdl dari
semata-mata hukum gerejawnégre ecclesiatica seperti umur,

disparitas cultusgsb, dapat diberikan dispensasi.
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Dalam halangan pada khususnya, terdapat 12 halakgaonik yang

dibicarakan secara spesifik dalam kodeks (KHK/ }9¢8kni*?°

1. Belum mencapai umur kanonik (Kan. 1083)

Batas usia minimal kawin menurut hukum gereja dddlé (enam
belas) tahun bagi laki-laki, dan 14 (empat belaghuh bagi

perempuan.

. Impotensi (Kan. 1084)

Impotensi berarti ketidakmampuan untuk melakukamnsgiabuhan
atau hubungan seksual yang normal. Syarat laraingdmanya untuk
impotensi yang disembunyikan dari pasangannya webdian pada
saat perkawinan karena hal ini termasuk dalam penipSedangkan
jilka impotensi ini terjadi setelah perkawinan mahkal ini tidak

membatalkan perkawinan.

. Ligamen/ ikatan perkawinan terdahulu (Kan. 1085)

Maksud dari halangan ini adalah bahwa seseorang yeasih terikat
hubungan perkawinan tidak dapat memasuki perkawidangan
pihak ketiga sebelum perkawina sebelumnya tersgibyatakan tidak
sah atau diputus menurut norma hukum yang berl2klam hal ini

dimaksudkan untuk menjalankan asas monogami dagakaywinan.

. Perkawinan beda agandisparatis cultugKan. 1086)

129 pid
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Perkawinan antara seorang baptis (Katolik) danasgpmnon baptis
(Islam, Hindu, Budha, dsb) lazim disebut perkawirtampur beda

agama. Tapi halangan ini dapat dimintakan dispensas
5. Tahbisan suci (Kan. 1087)

Kan. 1087 berbunyi: “adalah tidak sah perkawinamgyalicoba

dilangsungkan oleh mereka yang menerima tahbisah su

Halangan tahbisan suci terhadap perkawinan muraulkeényataan
bahwa tahbisan itu telah diterima secara sah, batmasan itu telah
diterima dengan penuh kesadaran akan segala kewajdng melekat
padanya, dan bahwa tahbisan itu telah diterima aterggbas tanpa

paksaan dari pihak mana pun.
6. Kaul kemurnian publik dan kekal (Kan. 1088)

Kaul publik adalah kaul yang diikrarkan dalam sttrekat relegius
yang diakui demikian oleh Takhta Suci (bagi tarekagkat kepausan)
atau Uskup diosesan (bagi tarekat tingkat kepaddanjalangan ini

dilekatkan pada kaul kemurnian publik dan kekakkarkaul tersebut

membawa serta kewajiban bertarak sempurna.
7. Penculikan (Kan. 1089)

Penculikan mengandaikan adanya paksaan sehingga irhal

menghilangkan kehendak bebas yang sangat diperludaam

130 Kan. 589: “Tarekat hidup bakti disebut tingkat &agan, jika didirikan oleh Takhta Apostolik
atau telah disetujui degan dekrit resmi; bertingkasesan, jika didirikan oleh Uskup diosesan
atau belum memperoleh dekrit persetujuan dari Bakpbstolik.”
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mendirikan perkawinan yang sah. Halangan ini hilgikg korban

penculikan diberikan kebebasan untuk memilih.

. Pembunuhan teman perkawinan (Kan 1090)

Ada dua macam halangan pembunuhan yang diaturkalebn ini.
Pertama, kalau seseorang, yang ingin kawin dengaak ketiga,
melakukan pembunuhan (baik dilakukan sendiri aemgdn perantara
orang lain) terhadap pasangannya sendiri atau gasgnhak ketiga
tersebut yang tidak tahu tentang rencana pemburtehsebut. Kedua,
kalau dua orang, yang ingin saling mengawini, bakema untuk

membunuh pasangan perkawinan masing-masing.

. Kelayakan publik (Kan. 1093)

Kan. 1093:

Halangan kelayakan publik timbul dari perkawinasaki

sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konktibi
yang diketahui umum atau publik, dan menggagalkan
perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama anpaica
dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak
wanita atau sebaliknya.

Halangan kelayakan publik ini didasarkan pada sysgtkawinan
tidak sah yang biasanya agak stabil antara seolakigaki dan
seorang perempuan. Karena itu halangan tersebuggagalkan
perkawinan entah laki-laki atau perempuan tadi ydeggan orang
yang berhubungan darah dengan perempuan atawakakiti dalam

garis lurus tingkat pertama. Contoh, seorang tidafat dengan sah
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mengawini anak dari teman perkawinannya yang tidak atau
pasangan konkubinatnya. Dari halangan ini daparitién dispensasi
oleh Ordonaris wilayah atau yang mempunyai wewenaegurut

norma Kan. 1078-1080.

10.Kongsanguinitas/ hubungan darah (Kan. 1091)

Kan. 1091:

§1: “Tidak sahlah perkawinan antara mereka yanguienhgan
darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawdhy#ng
legitim maupun yang alami.”

§2: “Dalam garis keturunan menyamping, perkawindakisah
sampai dengan tingkat ke empat inklusif.”

§3: “Halangan hubungan daah tidak dihitung rangkap.”
§4: “Perkawinan tidak diizinkan, jika ada keragupaleah
pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungahdar

dalam salah satu garis keturunan lurus atau daais g
keturunan menyamping tingkat kedua.”

11.Hubungan semenda/ affinitas (Kan. 1092)

Kan.1092: “Hubungan semenda dalam garis lurus negalian

perkawinan dalam tingkat mana pun

12.Hubungan adopsi (Kan. 1094)

Undang-undang gerejawi melarang perkawinan antaeeka yang
mempunyai hubungan hukum yang timbul dari adopsndagaris
lurus tingkat mana pun dan garis menyamping tingkatlua.
Halangan ini dapat terhenti kalau hubungan hukuntbérakhir dan

dapat pula diberikan dispensasi menurut norma Kar9-1080.
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2. Adanya konsensus atau kesepakatan perkawan
3. Dirayakan dalamforma canonica’(Kan. 1108-1123)2

Forma canonica,dalam bahasa Indonesia berarti tata peneguhan
nikah. Maksudnya adalah bahwa suatu perkawinanshdirayakan
atau diresmikan dihadapan tiga orang yakni seometiggas resmi
gereja (Ordonaris wilayah, pastor, imam, diakorhagai peneguh,
dan dua orang saksi. Hal ini diatur dalam Kan. 188y berbunyi:

§ 1: “Perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan dfipan
Ordonaris wilayah atau pastor paroki atau imam maup
diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dareka itu,
yang meneguhkannya, serta dihadapan dua orang tdkpi
hal itu harus menurut peraturan-peraturan yangnidikan
dalam kanon-kanon 144; 1112,81; 1116; 1127, 81-2.”

§ 2: “Peneguh perkawinan hanyalah orang yang hadir

menanyakan pertanyaan kesepakatan mempelai serta
menerimanya atas nama Gereja.”

Forma canonicani terdapat dua macam, antara lain:

a. Forma canonica ordinaria atau tata peneguhan nikah biasa

sebagaimana dibicarakan dalam Kan.1108 diatas.

b. Forma canonica extra-ordinariatau tata peneguhan nikah luar biasa.
Ini diatur dalam Kan. 1116, yang berbunyi:
§ 1:"Jika peneguh yang berwenang menurut norma hukum

tidak dapat ada atau tidak dapat dikunjungi tangpsuktan
besar, mereka yang mau melangsungkan perkawinag yan

131 pid , hal 33.
132 |pid , hal 40.
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sejati dapat menikah secara sah dan halal di hadsgiesi-
saksi saja:

1°dalam bahaya mati;

2°di luar bahaya mati, asal diperkirakan dengah kahwa
keadaan itu akan berlangsung selama satu bulan.”

§ 2. “Dalam kedua hal tersebut, jika ada imam atalah lain
yang dapat hadir, haruslah ia dipanggil dan berspara

saksi menghadiri perkawinan, tanpa mengurangi sahny
perkawinan di hadapan dua orang saksi saja.

Upacara perkawinan dalam agama Kristen /Katoligydii apabila telah
terjadi kesepakatan kedua pihak, terutama keduapelam untuk mengikat tali
perkawinan, maka disiapkan keduanya menghadap rPastempat dalam
tenggang waktu 1,5 — 2 bulan sebelum perkawinatik&enenghadap kedua
calon membawa surat pemandian yang baru, keteradgarkepala desa, izin
instansi (jika bekerja), izin orang tua (jika masnggungan orang tua) dan surat

dari Pastor setempat jika akan kawin di tempat lain

Setelah di Gereja, yang bersangkutan akan meragisiufir perkawinan,
dan diwawancarai oleh petugas gereja untuk mengeféda ada hal yang
mungkin menghalangi perkawinan itu, adanya kesdpakgang bebas tanpa
paksaan dari kedua mempelai, dan jika perlu diberikispensasi. Sebelum
upacara perkawinan, gereja mengumumkan 3 (tigafewiang perkawinan yang
akan dilakukan. Setelah tiba waktu upacara perkawinmempelai harus
didampingi dua orang saksi. Pastor yang bertindabagai Imam dan para
pembantunya menyambut kedatangan kedua calon ma&ngzel mengucapkan
selamat datang semoga Rahmat Allah beserta kitaudecalon menjawab

“sekarang dan selamanya’. Lalu keduanya diperciki@n berkah dan



92

dipersilahkan masuk ke dalam gereja. Kemudian padirin bernyanyi diiringi

musik, selanjutnya salah satu jamaah berdoa darbawarkitab Injil.

Imam berkhotbah (Homili) dengan mengutip ayat-astati menerangkan
arti dan tujuan perkawinan, tugas dan kewajibammsusteri, pendidikan anak-
anak dan masyarakat. Setelah itu Imam mempersiapkea saksi mengambil
tempat disisi calon mempelai dan selanjutnya Imantabya, “dengan menyebut
nama mempelai pria”, “bersediakah Anda dengan kasidm hati diresmikan
perkawinannya”. Jawab mempelai pria “Ya, saya laSe setelah itu ditanya
lagi, “bersediakah anda mengasihi dan menghornsérii Anda sepanjang
hidup?” mempelai pria menjawab “ya, saya bersediégitu pula untuk
pertanyaan yang dajukan kepada mempelai wanit@la®ettu Imam bertanya
kepada kedua mempelai, “apakah Anda berdua selsagani isteri Katolik
bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban Andaathna hidup perkawinan
dan keluarga, di gereja dan masyarakat?”, dijaveabnsak oleh keduanya, “Ya,
kami bersedia”. Setelah itu peresmian olah Imamgydnkuti oleh sumpah
(perjanjian perkawinan) yang dilakukan kedua memipelengan meletakkan
tangan kiri di atas kitab suci dan mengangkat taniggnan yang dimulai dari

mempelai pria kemudan wanita. Perjanjian perkawinaherbunyi**®

“Saya (nama...) menyatakan dengan tulus ikhlas hafsebut nama
mempelai pria/ wanita) yang hadir di sini, mulaatsani menjadi isteri/ suami
saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam sukdulendan saya mau mencintai
dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janjiasdyemi Allah dan Injil

suci ini!”

133 |pid ., hal 98.
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Selanjutnya dilanjutkan dengan peneguhan janjidbersleh Imam dan
penandatanganan dokumen serta pemberkatan cinocinmagmnpelai jika ada.
Maka setelah itu semua selesailah acara peneguénkavpnan dan pemberkatan

tersebut.

Menurut agama Budha Indonesia upacara perkawinars ltilaksanakan
atas dasar keputusan Sangha Agung Indonesia tgalarlg Januari 1978.
Perkawinan tersebut sebaiknya dilaksanakan di Wilzau Cetja dan harus di
depan altar Suci Sang Budha/ Bodisatwa yang dikgsmiengan memanjatkan
paritta-paritta Vandana, Trisarana, Pancasila daja. RJpacara dipimpin oleh
Upasaka Bala Anu Pandita (UBAP) atau Upasaka AnadiRa (UAP), atau

Upasaka Pandita (UP) dan atau Maha Pandita (MP).

Ketika kedua calon mempelai memasuki ruang upacapogyanya
dikumandangkan lagu “Aku Berlindung’, dan keduargagsung menuju ke
depan altar terus membakar dupa dan melakukan Raraaiga kali. Pandita lalu
memanjatkan Paritta Vandana dan Trisarana... ddai inertanya kepada kedua
mempelai apakah kedunya saling mencintai, apakahriathngan, lalu mereka
mengucapkan janji-janji tentang kewajiban suangriskemudian mempelai pria
berkata “saya (nama)... mengambil engkau (namaagsebisteri yang sah”,
kemudian mempelai wanita berkata “saya (nama) telaherima (nama) sebagai
suami saya. Selanjutnya satu sama lain menyerahk@masang setangkai bunga,
sebuah cincin atau benda lain, sedangkan petugagikatkan benang atau pita
kain berwarna kuning pada tangan kanan mempelai gan pada tangan Kiri

mempelai wanita, sesudah itu dikerudungi dengandkerg kain kuning muda.
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Setelah itu Khikku atau Bhikkuni atau Sumanera atBumaneri
memberkahi kedua mempelai dengan memercikkan ar gada keduanya.
Selanjutnya diteruskan dengan pemberian sambutalh alesepuh kedua
mempelai, dan ucapan terima kasih kedua mempgtadeekedua orang tua dan
ucapan selamat dari para hadirin. Upacara perkamdiekhiri dengan lagu Jaya

Manggala Gatha atau Chatta Manavaka Vimana GatloaPstrkawinan Bahagia.
Syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama Haddudua yaitu:
1. Persyaratan secara batiniah

a. Perkawinan hendaknya dilaksanakan berdasarkan cataa

cinta.

b.Sebelum dilaksanakan perkawinan kedua calon mempelas

memiliki keimanan yang sama ( satu agama)
2. Persyaratan secara lahiriah
a. Faktor usia merupakan syarat yang sangat pentimgn@aentukan.

Perbedaan umur antara pria dan wanita secara pgigshembawa
dampak dalam kehidupan berumah tangga. Pria daddas limur
tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untléksanakan
hubungan jasmani. Sedangkan wanita dalam batas tertentu

tidak mampu lagi memproduksi lagi sel telur. Dislain jika

wanita lebih muda dari pria nya maka mereka ak&ptmenjaga
rasa cintanya dalam keutuhan keluarga, sehinggarikemisan

akan tetap terjamin.
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b. Bibit, bebet, bobot

Untuk mendapatkan jodoh yang diidam-idamkan memihak
mudah. Bibit artinya persemaian muda yang akamaiia Bibit
disini mengandung pengertian makna bahwa calon rakmiu
berpendidikan, berbudi pekerti yang Iluhur. Oleh ekar itu
pasangan calon suami istri hendaknya mempunyaigi&ad yang
seimbang, sebab apabila tidak akan mempengaruhamdal
kumunikasi keluarga. Keluarga itu merupakan lembagaunikasi
dan diskusi yang terjadi setiap hari. Tanpa komasiiklan diskusi
seoalah-olah dalam keluarga itu terasa mati. Kokasni dan

diskusi dalam keluarga terjadi jika pengetahuarekeseimbang.

Bobot artinya berat, maksudnya apakah kedudukaal ssk®nomi
orangtua mereka seimbang, sehingga tidak merupaa@ta yang
berat sebelah. Hal ini juga akan menyebabkan s&emlunikasi

yang kurang baik.

Bebet artinya keturunan. Apakah dia keturunan deaing baik-
baik, dalam arti siapakah yang menurunkan. Sil8dthrunan

calon mempelai harus diperhatikan

c. Tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pihak la
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Dalam melaksanakan perkawinan sebaiknya menghikeg@ada

orang yang sudah terikat perkawinan dengan orang'f4

Selain itu dalam perkawinan menurut agama Hindidafsat pula larangan

dalam melakukan perkawinan. Larangan tersebutaatzar:

1) Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang peramgalam
garis lurus ke atas ke bawah, baik lahir dengakgpgnan yang
sah atau tidak sah ataupun karena diperas;

2) Perkawinan dengan saudara laki dengan saudara mpesam
baik lahir dari perkawinan yang sah atau tidak adupun
diperas;

3) Perkawinan antara seorang laki dengan ibu/ibu dan
perkawinan seorang anak perempuan dengan bapa/bepak
dan

4) Perkawinan antara mertua dan menantu atau antarangva
(besan)-*

Selain itu, ada pula syarat lain di samping sygaag sudah dikemukakan
di atas. Syarat tersebut adalah adanya izin dangotua bagi pihak yang belum
dewasa. Ukuran dewasa menurut hukum adat Bali khysuhukum dalam
agama Hindu menentukan bahwa perempuan yang sudabtromsi satu kali,
sudah dipandang dewasa atau “menek dehe”, sedanggkaan dewasa untuk
laki-laki apabila suaranya sudah membesar ataundiskdah Bali dikenal dengan
‘ngembakin’. Dengan demikian perkawinan umat Hindypandang dewasa
apabila keadaan atau kondisi secara biologis sddamuhi oleh kedua belah

pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempugesg yang telah disebutkan

1¥Nyoman Arthayasa, |, Sujaelanto, Ketut Yeti SunBktunjuk teknis Perkawinan Hindu,
Departemen Agama R.l. Direktorat Jendral Bimbinytasyarakat Hindu dan Budha, Jakarta,
1995/1996, hal 6.

1% Gde PanetjeAneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali Guna Agung, Denpasar, 1989, hal
116.
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di atas, meskipun belum mencapai umur 21 tahunumemgama Hindu tidak

perlu mendapat ijin dari orang tuanya.

Menurut hukum agama Hindu perkawinan itu sah apathilakukan di
hadapan Brahmana atau pandita/pejabat agama yanwemaki syarat untuk
melakukan perbuatan itu. Tidak semua Brahmanagadeta mempunyai tugas
yang sama. Terhadap Brahmana/pendeta yang melakukgas bukan
wewenangnya ada ancaman hukumannya. Syarat yang ulduk sahnya
perkawinan menurut hukum Hindu ialah harus dilakkan berdasarkan Hukum
Hindu, jadi kedua calon suami istri harus mengag#ama Hindu. Jika berbeda
agama antara calon suami istri, maka perkawinatidék dapat disahkan. Untuk

itu kedua mempelai harus disuddhikan ke dalam ad#imu**°

Dalam pandangan Hindu, suatu perkawinan yang ditaktianpa upacara
agama mengakibatkan perkawinan tersebut tidak akamdapat pengakuan di
masyarakat. Konsekuensinya adalah jika nantinya msuastri yang
melangsungkan perkawinan tanpa melaksanakan upaganaa apabila nantinya
dikarunia anak, maka anak tersebut akan berkedndsédaagai anak luar kawin

yang di Bali dikenal dengan istilah anak bebinjatiastra.

Dalam agama Hindu, perkawinan (wiwaha) identik @engsamskara”
(sakramen). Menurut tradisi Bali suatu perkawinada$ dikatakan sah setelah

melaksanakan upacara “beakala” atau “beakaon” gagukan di “natar” atau

1% Hilman HadikusumaQp. Cit., hal 31
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muka “sanggar”. Phase acara dari upacara bealalabatakaon adalah sebagai

berikut 3’

1. Saptapadi, melangkah tujuh langkah ke depan, daldimsimbolis
berarti menerima kedua mempelai. Dalam acara ssdnya antara
lain dilakukan menginjak telur, melempar sirih, argjkahi tali, dan

lain-lain.

2. Panigrahana, vyaitu wupacara simbolis mempertemukaduak
mempelai, dengan cara bergandengan tangan, atayeritemukan
tangan keduanya, atau dengan mengikatkan ujungyleaig satu ke
ujung kain yang lain, di depan altar yang khususuagikan dengan

diiringi mantra dan stotra.

3. Rajahoma, yaitu upacara agni homa yang juga diselnghahoma.

4. Mejaya-jaya, yaitu upacara pemberkatan oleh Bralmaang
memimpin  upacara, dengan menyampaikan pujastuti dan

memenjatkan agar panjang umur dan bahagia antdvea keempelai.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan agama Hindkalkdingan
masyarakat Bali terdapat perbedaan-perbedaan. Braldatransmigrasi Bali
kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengaly kabanyakan
masyarakatnya berasal dari Kabupaten Tabanan,kbedaara-acara sebagai

berikut!*®

137 |bid ., hal 100.
138 pid ., hal 100-101.
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. Menghadap Sanggah Kemulan, yaitu setelah mabyalkalameperas
cita, kedua mempelai disuruh duduk menghadap sangganulan

dengan memuja sesajen (banten) padengen-dengen.

. Menyampaikan pujaan (sembahyang), di mana kedua pelam
menyampaikan pujaan dan diupakarai dengan alat{@atbersih
seperti sisig, kramas, segau, tepung tawar dll, ukkan diberi

penglukatan dan natab banten padengen-dengen.

. Mengelilingi sanggah, kedua mempelai berjalan kgk mengelilingi
sanggah kemulan, sanggah pesaksi, dan setiap ntiele@la sepetun
kaki mempelai disentuhkan sebagai simbul pembersso&las wanita

dan dirinya.

. Berbelanja, yaitu dilakukan secara simbolis judl, bmempelai pria
berbelanja dan mempelai wanita menjual barang-gayang di dalam

sok bebelanjaan (wadah bakul) yang sudah disediakan

. Memikul dan menjunjung, dimana mempelai pria meinitegen-
tegenan sedang mempelai wanita menjunjung sok &igbah. Upacara

ini sebagai simbul kesepakatan untuk mendapatkiamugn.

. Merobek tikar, di mana mempelai wanita memegangr tiklan

mempelai pria merobeknya dengan keris yang adapauztegan.

. Pemegatan, yaitu memutuskan benang yang terlergadg batang
dadap sebagai simbul mereka telah melampaui masgaelan sudah

menjadi suami isteri.



100

h. Menanam dan mandi, kedua mempelai menanam pohon kadong,
dan keladi di belakang sanggah kemulan, setelahaiudi dan berganti

pakaian.

i. Mejaya-jaya (pemberkatan), melukat dan natap dapeaidakukan
kedua mempelai pada sore hari, yang dilaksanakéawiah pimpinan

pemangku (kerena tidak ada brahmana).

Dalam agama Konghucu, berdasarkan hukum perkawingama
Konghucu Indonesia (hasil Musyawarah Nasional Roidvean Agama
Konghucu se Indonesia, yang diselenggarakan di drang pada tanggal 21
Desember 1975) yang mengatur tentang pelaksanaatanap peneguhan
perkawinan bagi umat Konghucu, terdapat beberalpgang diatur dalam hukum
perkawinan sebelum melaksanakan upacara peneguiggnGwan) perkawinan,

antara lain:
1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin
2. Dasar perkawinan bersifat monogami dan monoandri
3. Adanya persetujuan kedua mempelai (adanya keseakat

4. Kedua mempelai tidak/belum terikat dengan pihak j&ing dapat

dianggap sebagai hidup bersama layaknya suamii ister

5. Kewajiban pengakuan iman atau peneguhan iman balginc

mempelai yang belum melaksanakannya.
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8.

9.

101

Kewajiban kehadiran orang tua, salah dari orangjiktea yang
lainnya meninggal atau dapat digantikan dengan bie¢ralari
angkatan orang tua sebagai wali jika kedua orargy talah
meninggal. dalam pelaksanaan Liep Gwan, untuk meahyin

pada altar sebagai wujud restu bagi mempelai.

. Ketentuan pembatalan atau penolakan peneguhanvwpedmjika

salah satu atau kedua calon tidak memenuhi syarat.

Asas untuk mempersulit perceraian dan kewenangagapdan

negeri untuk menangani perceraian tersebut.

Anjuran segera mencatatkan perkawingn.

Selain syarat diatas, ada pula persyaratan laig Yanus dipenuhi oleh

calon pasangan Konghucu yang akan melaksanakaavpedn, antara lain:

1.

2.

Usia minimal kawin, 17 tahun bagi perempuan daradiin bagi

laki-laki.

Wajib mengikuti kebaktian ditempat-tempat peribadabgama

Konghucu.

Kewajiban mengajukan permohonan dengan mengisi dan
membubuhkan tanda tangan di atas materai pada [ormu

permohonan Liep Gwan perkawinan.

139 Matakin,PanduanTatacara dan Upacara Liep Gwan/ Li Yuan Pernikahan Op. Cit, 2008,

hal 6-7.
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4. Kewajiban megikuti pembinaan pra nikah (sebelumegeahan

perkawinan).
5. Mendapat restu orang tua, khususnya bagi yangvdatvamur.
6. Menyertakan kedua orang tua sebagai s4ksi.

Adapun tatacara upacara Liep Gwan perkawinan Konghdalah sebagai

berikut:
1. Mempelai, orang tua/ wali, saksi, menghadap altar.

2. Orang tua mempelai menyalakan lilin besar padar dlabi
maupun altar King Thi Kong (bila cioo thau dilakakan di

lithang)
3. Mempelai menyalakan lilin pada meja upacara mempela

4. Dibagikan dupa dan sembahyang ke altar King Thi d<on

Mempelai mengakhiri upacara ini dengan Sam Kwi Kinau.

5. Menghadap altar Nabi dan dibagikan dupa. Setelahik&n dupa
mempelai kwi di hadapan meja upacara mempelai, mempelai
meletakkan tangan kiri di atas Kitab Suci Su Sigydiletakkan di

meja.

6. Dibacakan surat Liepgwan sampai digenapkan dengan

pengucapan-pengucapan prasatya pernikahan danukeriegidi.

7. Surat peneguhan perkawinan dibubuhkan tandatangan.

140 Matakin, Ibid , hal. 4.
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8. Cincin kawin dikenakan, berdiri, surat peneguhaeidihkan.
9. Penyempurnaan surat doa.
10. Doa penutup dan diakhiri dengan lagu pendftp.

Maksud suci pernikahan adalah bukan untuk memisekédua mempelai
dari keluarga, melainkan untuk menyatukan keduagkgh yang berbeda dengan
jembatan emas menjadi satu keluarga besar yangp hidkun, damai, dan
harmonis sehingga akhirnya akan terasakan bahempiat penjuru lautan semua
umat bersaudara. Seperti umumnya tertulis pada lillie Seng Hap Pun Pek
Liang Kai Loo" Dua keluarga terikat menjadi satdup beratus tahun lamanya
hal ini mengandung makna bahwa pernikahan dalammaga&onghucu
mengandung arti yang sakral/suci, sekali terikakarekan terikat untuk selama-

lamanya sampai di akhir hayat kita.

Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka dapé&etdihui bahwa dalam
aturan atau hukum agama dan kepercayaan tidak hamja@pat tata cara atau
upacara pelaksanaan perkawinan, melainkan jugapatdyarat sah dan syarat-
syarat serta larangan perkawinan. Sehingga ishketa pasal 2 ayat (1) UUP,
tidak hanya berisikan syarat formil saja melainkaga syarat materiil. Ketentuan
syarat formil dari pasal 2 ayat (1) ini dilaksanaldalam PP no 9 tahun 1975
pasal 10 ayat (2) yang berisikan tentang tata qakawinan. Sedangkan
ketentuan syarat meteriil dari pasal 2 ayat (1) UtdRlapat dalam hukum agama
yang berisikan syarat sah (rukun) perkawinan, $yam@rat dan larangan

perkawinan.

141 Matakin, Seri Genta Suci Konfusion Matakin, Solo, 1984, hal. 111.
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Dari syarat-syarat perkawinan menurut hukum agaeraebut, ada

beberapa syarat materiil yang telah dikodifikasandaUUP, contohnya:

a. Syarat adanya kesepakatan para pihak, hal inigatdialam pasal 6
ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perkawinan di#tagaratas

persetujuan kedua calon mempelai”.

b. Syarat batas usia minimal kawin dalam pasal 7 @yatang berbunyi
“Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapanur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah npanaasia 16
(enam belas) tahun”, dan untuk menghargai aturknrhilagama yang
memberikan batas usia minimal kawin lebih rendath d&P maka
diberikan pengecualian yang didebut dispensasi ygiagr dalam
pasal 7 ayat (2), yang menyatakan “Dalam hal pepgimgan dalam
ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepadmdeilan atau
pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tuakpjpréa atau pihak

wanita”.

c. Syarat persetujuan dari orang tua ketika anak yatanm menikah
masih dalam wewenang orang tua, dalam hal ini Ul@Ryatakannya

dalam bentul usia, yaitu sebelum 21 tahtin.

d. Tidak melanggar larangan perkawinan, hal ini drgkan dalam
pasal 8 mulai dari huruf a sampai dengan f, yandapmtinya
merupakan amanah dari ketentuan aturan hukum aditesatuan ini

dipertegas dalam pasal 8 huruf (f), yang secarastegenyatakan

142 ihat ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undand Nahun 1974 tentang Perkawinan.
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bahwa perkawinan dilarang antara orang yang olamagya dilarang

untuk kawin.

e. Tidak terikat dalam perkawinan yang lain (kecuangan izin isteri
dari perkawinan sebelumnya) atau berlaku asas naomogelatif).
Tidak semua agama menghendaki di perbolehkannygapal di lain
pihak tidak semua agama melarang dilakukannya goligsehingga
dalam hal ini UUP mencari jalan tengah dengan dra@u asas
monogami yang bersifat relatif, yang pada dasammgaghendaki
perkawinan monogami tetapi juga tidak menutup kegkunan

adanya poligami dengan syarat-syarat tert&fitu.

f. Syarat berlakunya masa idah/ waktu tunggu bagi taafhantan

isteri) yang putus dari perkawinan sebelumffya.

g. Syarat larangan perkawinan bagi pasangan suamisttagang telah

cerai kawin lagi untuk kedua kalinya secara betttumut**

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ketentuan $ydem larangan
perkawinan yang termuat dalam UUP merupakan kumpddai sebagian syarat
dan larangan perkawinan berdasarkan hukum agamlainHanengacu pada
keterangan Pemerintah pada 30 Agustus 1973 ketdmmbahasan RUU

Perkawinan di DPR RI, alasan mengapa diadakanysaraiarangan-larangan

143 Ketentuan ini diatur lebih jauh dalam pasal 3,ah & Undang-Undang No 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

144 pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1&tang Perkawinan jo Pasal 39 ayat
(1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1&atang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

145 pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terRankgwinan.
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perkawinan dalam pasal 8 UUP adalah karena habemiasarkan norma dan

nilai-nilai keagamaan serta kewajaran menurut moral

Dari pernyataan tersebut, dapat terlihat bahwa W#Pupakan cerminan
dari asas-asas hukum umum yang terdapat dalanp detkum agama. Tetapi
dalam hukum agama, selain terdapat asas hukum upogan,terdapat hukum

yang khusus diperuntukkan bagi penganutnya masasjnm.

Syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum agamag y&dak

terkodifikasi dalam UUP. Syarat-syarat tersebuaankain:

a. ljab kabul, Wali dan mahar/ maskawin bagi pengagaima Islam.

b. Tidak terkena 12 larangan Kanonik dan Dirayakaramalforma
canonica”

c. Dilakukan di hadapan pemuka agama Hindu bagi pertgagama
Hindu.

d. Mengikuti penataran dan dilakukan dihadapan Panoiegi penganut
agama Budha.

e. Penyertaan orang tua sebagai saksi, pengakuan setzagai umat
Konghucu, mengikuti kebaktian ditempat-tempat petdian agama
Konghucu, pengajuan permohonan Liep Gwan perkawinagi umat

yang beragama Konghucu.

Pemenuhan syarat dan tata cara berdasarkan hulamaagi merupakan,
syarat untuk melangsungkan perkawinan di IndonéBgapi jika perkawinan

tersebut dilakukan di luar Indonesia, maka perkawirtersebut pun harus
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memenuhi ketentuan asas-asas hukum perdata Interalagang termuat dalam

Pasal 16 dan 18 AB.

Pasal 16 AB berisikan tentang status personal yaeggatur tentang
keberlakuan hukum nasional bagi warga negara Irsi@rtermasuk mengenai
hukum perkawinan. Status personal disini mengikbysk hukum (dalam hal ini
sebagai para pihak dalam perkawinan) sehinggamtgaag mengikutinya pun
yang berkenaan dengan subyek atau syarat subyafeif syarat materiil.
Sehingga untuk perkawinan di luar Indonesia, syarateriil perkawinan tetap

mengikuti kemana pun perkawinan itu dilakukan.

Pasal 16 AB ini telah diadopsi oleh pasal 56 ayatRenjelasan ini dapat
terlihat dari kata “...dan bagi warganegara Indanéislak melanggar ketentuan
Undang-undang ini”, maksud dari kata itu adalahwzatbagi WNI dimanapun
perkawinan itu dilakukan maka UUP (hukum perkawinaasional) tetap
mengikat baginya. Tetapi dalam hal ini bukan serketentuan dalam UUP
berlaku, karena yang berlaku hanyalah yang menydanggarat materiil saja
sedangkan syarat formil tidak. Untuk syarat forrnd| ini dijelaskan dalam pasal
18 AB yang menunjuk kepada bentuk formil dari patan hukum yang berlaku
di tempat terjadinya peristiwa hukum yang menyahdgkudua) corak hukum
yang berlainan. Jadi dalam suatu perkawinan yadgngsBungkan di luar
Indonesia, maka aturan (syarat folmil) yang dipa@alah aturan hukum yang
berlaku ditempat terjadinya perkawinan itu. Asasbiasa disebut dengdacos
regit actum Ketentuan pasal 18 AB ini pun diadopsi ke dalasap 56 ayat (1)
yaitu terlihat dalam kata “Perkawinan yang dilanggan di luar Indonesia antara

dua orang warganegara Indonesia atau seorang veg@anIndonesia dengan
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warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukaruraehukum yang berlaku

di negara dimana perkawinan itu dilangsungkdn

Asas hukum yang dicantumkan dalam pasal 16 dan B8nhA sampai
sekarang masih digunakan sebagai kaidah hukum tperd&ernasional di
Indonesia yang utama dalam masalah keperdataarurthyderdata materiil).
Keberlakuan ketentuan ini berlandaskan pada Pas@uéan Peralihan UUD
1945, yang menyatakan bahwa, “Segala badan negargeraturan yang ada
masih langsung berlaku, selama belum diadakan Yy@ang menurut Undang-
Undang Dasar ini”. Sehingga, jika ada peristiwaumkyang berkenaan dengan
hukum perkawinan yang menyangkut unsur asing doriedia (dalam hal ini
salah satunya adalah perkawinan yang dilangsundkdmar Indonesia), untuk
menyelesaikannya terlebih dahulu dikembalikan getantuan pasal 16 dan 18

AB.146

Dengan sesuainya ketentuan perkawinan yang dilakakduar negeri
yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) UUP denganakaittama hukum perdata
internasional yang berhubungan dengan perkawinkmmdpasal 16 dan 18 AB
maka pasal 56 ayat (1) dapat dijadikan pegangaandaielakukan perkawinan

yang dilangsungkan di luar Indonesia.

196 R. Abdoel Djamali,Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2005, hal 231-232.



109

B. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Antara Orang Yam Beragama
Islam Dengan Non-Islam Yang Dilakukan Diluar Negeri Menurut

Hukum Perdata Internasional Indonesia

B.1. Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Ayama di

Indonesia

Pengertian perkawinan menurut Undang — Undang Ndmbahun 1974
tentang Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai pediuatan hukum saja,
akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagansahingga sah atau
tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhaga pukum masing-masing
agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat ésitlii’ Kondisi ini
menegaskan bahwa antara hukum agama dan hukunwpeakalndonesia tidak

dapat dipisahkan.

Kedudukan hukum agama dalam perkawinan ini tidakepgas dari
hubungan agama dan negara. Tuntutan untuk menggunsjari’ah sebagai
hukum negara telah menjadi perdebatan sebelum Keksan negara Indonesia
(pada Badan Penyidik Upaya Persiapan Kemerdekadondsia dan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Perdebatan ga@iaggyunaan hukum agama
dalam hukum perkawinan pun dapat dilihat dari séjgiembentukan UUP. Telah
dijelaskan dalam Bab sebelumnya, bahwa upaya pedokan undang-undang
perkawinan yang tidak mengarah pada hukum agaaia ddbkukan, tetapi upaya

ini tidak dapat dilakukan karena banyaknya tekatenmasyarakat.

147 Abdurrahman dan Riduan Syahratijkum Perkawinan, Alumni, Bandung, 1978, hal 9.
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Legalisasi hukum agama dalam perkawinan jugaaeguwalam pasal 2
ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa “Perkawinanahdsdh apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaatuiy Dengan adanya
ketentuan ini maka perkawinan bagi negara Indonesnya akan dianggap sah
jika dilakukan berdasar hukum agama. Selain halg&ran hukum agama juga
terdapat dalam ketentuan larangan perkawinan y#@etagskan dalam pasal 8
huruf (f) UUP. Dengan adanya larangan tersebut gesi@an bahwa tidak ada
perkawinan yang dapat dilakukan dengan melangdankean hukum agama dari

para pihak yang akan melakukan perkawinan.

Mengacu pada pasal 2 ayat (1) UUP dan pasal 8 HridUP maka
terlihat bahwa, pemberlakuan hukum agama adalatu $eavajiban yang harus
dipenuhi oleh seorang laki-laki dan perempuan yangin melakukan
perkawinan. Dengan adanya dua pasal ini, muncutlgpegan di masyarakat
bahwa perkawinan beda agama adalah dilarang dak tdlakui, tetapi
berdasarkan penjelasan sebelumnya penulis meneiidipan bahwa tidak semua
perkawinan beda agama adalah dilarang oleh hukwamaglari agama-agama

yang diakui di Indonesia.

Terdapat beberapa agama yang melarang perkawicianagama dan ada
juga beberapa agama yang tidak melarang perkawimata agama. Dalam
agama-agama yang melarang perkawinan beda aganaa diapgi menjadi 2
(dua) yaitu agama yang melarang secara mutlak dga pda agama yang
melarang secara relatif (diperbolehkan dengan syaréentu). Agama-agama
yang diakui di Indonesia yang melarang secara ktidak memberi peluang)

perkawinan beda agama antara lain:
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1. Agama Islam.

Dalam agama Islam terdapat beberapa syarat larangan

perkawinan antara laif{?
1.Larangan perkawinan karena beda agama
2.Larangan perkawinan karena hubungan darah yaragreau dekat
3.Larangan perkawinan karena hubungan susuan
4.Larangan perkawinan karena hubungan semenda
5.Larangan perkawinan poliandri
6.Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an
7.Larangan perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina
8.Larangan perkawinan bagi bekas suami terhadap avrekas istri

yang ditalak tiga)

9.Larangan perkawinan bagi pria yang telah beristpat.

Larangan perkawinan perkawinan beda agama ini ligertu
dalam Kitab Suci Al-Qur’an, sural Bagorohayat 221, yang pada
intinya menyatakan larangan bagi umat Islam untekikah dengan
orang yang tidak beriman (musrik). Tetapi dalamasukl-Maidah
ayat 5 membolehkan perkawinan antara laki-laki musdan

perempuan ahli kitab.

Kedua ketentuan tersebut menjadi perdebatan ardsa p
ulama, baik dalam mengartikan orang musrik mauphin katab.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnyaabsampai

198 Moh. Idris Ramulyo,Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-UndangNo. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal 35.
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sekarangpun para ulama masih memiliki pandangam lyarbeda, ada
yang mengakui (membolehkan) perkawinan beda agasm@un yang
mengharamkan perkawinan beda agama. Para ulama yang
membolehkan perkawinan beda agama beralasan bajansaselain
Islam yang diakui Indonesia termasuk dalam ahliakkityang
dimaksudkan dalam al-Qurdf® Sedangkan para ulama yang
mengharamkan perkawinan beda agama beralasan lwahng yang
tidak beriman dan ahli kitab termasuk dalam satlorggan yaitu
musrik, atau menganggap bahwa ahli kitab sekaradghstidak ada

lagi karena kitab-kitab yang diturunkan Allah SWe&bslum Al-

Quran telah dirubaf>®

Salah satu pendapat tentang hukum perkawinan bkigliaki
muslim dan perempuan non-muslim juga terdapat ddda@putusan
Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdatul Ulama (19288} %entang
Solusi Problematika Aktual Hukum Islam yang menykén bahwa
haram hukumnya bagi laki-laki muslim menikah denganempuan
kafir kecuali perempuan kafir tersebut adalah kdftabi yang
keturunan asli (orang tuanya) masuk kedalam agamalut sebelum

dinaskh(ubah) dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW (kitajyp-

149 Lihat pendapat-pendapat ulama dalam Mohammad Mdaib Ahmad NurcholishQp. Cit.,
hal 100-105. Lihat juga pendapat Muhammad Abdubarda¥l. KarsayudaDp. Cit., hal 75.

%0 |ihat penjabaran tentang ahli kitab dalam M. Kgust, Ibid, hal 77-80. Ibnu Umar
memandang bahwa Nasrani dan Yahudi setelah tersgbllam bukanlah ahli alkitab yang boleh
dinikahi oleh laki-laki Muslim.
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Syargawi 11/237), perempuan-perempuan yang dimaksud bukanla

perempuan-perempuan non-Islam di Indonesia sekarang

Perdebatan akan hal ini sampai sekarang tidak dkamjalan
tengah, karena para ulama tetap memegang teguhaptasyang
mereka yakini, sehingga dalam hal ini, penulis Kigdaenggunakan
pendapat-pendapat ulama tersebut melainkan akarnggueakan
aturan tertulis tentang perkawinan yang terdapdndakompilasi

Hukum Islam (KHI).

Meskipun KHI bukan termasuk dalam tata urutan padang-
undangart> tetapi pembentukan KHI ini diperintahkan oleh Rfes
melalui Instruksi Presisiden (Inpres) Nomor 1 Tahi®91 dan
diberlakukan dalam hukum Indonesia melalui Keputuséenteri
Agama Nomor 154 Tahun 1991. Dilihat dari segi yisritbrmil,*>®
keberlakuan KHI memang tidak dapat diberlakukamseluas karena
Inpres merupakan tindakan Presiden yang berupatksu Presiden
atas dasar dan bergantung pada Peraturan Pemefi#fan Tetapi
tindakan ini hanya berlaku terbatas dalam lingkangdern, antara
atasan dan bawahan, yang bersifat individual katigkr sehingga
intruksi hanya dapat berlangsung jika terdapat hghn organisatoris

antara pemberi dan penerima instruksi. Tetapidikhat dari tinjauan

151 sahal MahfudhSolusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas,
dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-1999M), Lajnah Taift Wan Nasyr (LTN NU) , Jawa
Timur dan Diantama, Surabaya, 2005, hal 304.

%2 |ihat ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10ufaRB004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

133 M. KarsayudaQp. Cit., hal 113.

134 Maksud dari individual kongkrit adalah bahwa inksi ini berisi hal tertentu yang kongkrit
dan ditujukan kepadadresatatauadresat-adresatertentu.
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yuridis subtansiil atau yuridis matetit, materi KHI ini merupakan
aturan yang hidup di masyarakdivihg law), sehingga meskipun
tidak tertulis dalam sebuah undang-undang tapi muku berlaku

atau hidup dimasyarakat sebagai aturan yang mengsiehingga

dapat dijadikan pedoman para hakim dalam memutuysiedra->°

Pasal 40 huruf (c) KHI menyatakan larangan melamgjsan
perkawinan antara seorang pria dengan seorangawvgaitg tidak
beragama Islam, sedangkan pasal 44 berbunyi “Sgevanita Islam
dilarang melangsungkan perkawinan dengan seoraagyang tidak
beragama Islam”. Dengan diaturnya larangan perkawbeda agama
bagi umat Islam dengan penganut agama lain makak teba
kemungkinan dapat dilakukan perkawinan menurut agdstam
antara penganut agama Islam dengan penganut agaimadil

Indonesia.

Dalam hal orang dianggap beragama Islam, terdagalam
yang digunakan untuk membedakan antara orang Islam non-

Islam, antara lain®’

1. Faham Pertama: Orang dapat dianggap beragama I,
menurut pandangan masyarakat dapat dimasukkan dglbmgan
orang-orang Muslimin, dan dia tidak menyangkal atdia

mengakui bahwa dia termasuk golongan orang-orangliiviin,

% |bid ., hal 117.

1% | ihat ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang dio#8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. “Hakim dan hakim konstitusi wajib meniggmengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyatakat

37 Martiman ProdjohamidjojaQp. Cit., hal 18.
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dan jika dia kawin perkawinannya diselenggarakararse Islam

dan jika mati dikubur secara Islam.

2. Faham kedua: Barang siapa mengucapkan kalimah &staha
bahwa dia sungguh-sungguh percaya “tidak ada Teswiali
Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah”, maka dipandang

beragama Islam.

3. Faham ketiga: Tidak cukup dengan mengucapkan khalsyahadat
saja; kecuali kepercayaan yang diucapkan dengandalkyahadat
itu orang juga percaya pada hal-hal lain yang teuka

kepercayaan Islam.

4. Faham keempat: Orang hanya dipandang beragama, |IkkEau
dia kecuali mengakui kebenaran agama Islam jugaakukéan

ibadat, terutama shalat dan puasa.

Diantara 4 (empat) faham itu Pengadilan Agama Répub
Indonesia menggunakan faham pertama dan faham Kkedua
Sehingga orang yang tidak termasuk dalam orangnisialam
faham pertama dan kedua tidak dapat melakukan weraa

secara Islam.

Bagi umat Islam, kehadiran pasal 2 ayat (1) daal@s UUP
yang telah menghapus beberapa peraturan perundaaggan yang
mengizinkan perkawinan antar agama, merupakan dwad yositif,

karena: Pertama, dari aspek agama, Islam melarang laki-laki dan
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perempuan muslim kawin dengan perempuan dan lekirfasyrik
dan kafir™® alasannya menurut ayat tersebut, karena orangrikus
dan kafir itu selalu berupaya mengajak orang musken arah
perbuatan yang menuju neraka. Adapun pengecualian untuk
menikah dengan non-Islam hanya diberikan kepadddikkmuslim
untuk mengawini wanita ahli kitab. Ketentuan inidigpat dalam al-
Quran Surat al-Maidah (5) ayat 5. Tetapi dalamkesbangannya
semua penganut agama yang dahulu diklaim sebatakiti, kini
termasuk dalam golongan musyrik dan kafir sehindggelis Ulama
Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengharamkarkgvenan
laki-laki muslim dengan wanita non-muslifi!. Kedug dari aspek
psikososial, larangan perkawinan antar agama eitdrkiya dengan
konteks sosial umat Islam dewasa ini dan pertimaangrinsip
kemaslahatan umum. Pergaulan yang telah melampiais-batas
etnisitas, bangsa dan keagamaan membuka kemungKiagn

pendangkalan nilai-nilai keagamaan, yang dapat gmrahkan

seseorang untuk tetap pada prinsip Isf&m.

2. Agama Hindu

198 jhat al-Qur'an Surat al-Bagarah (2): 221, dana$ai-Mumtahanah (60): 10.

139 perhatikan peringatan Allah SWT dalam al-QuraraSakBagarah (2): 120.

180 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor MUINAS VII/MUI/8/2005 Tentang
Perkawinan Beda Agama, Memutuskan bahwa:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlital, menurut gaul mu'tamad, adalah haram
dan tidak sah.

Keputusan ini ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal Jumadil Akhir 1426 H. 29 Juli 2005 M.
Diketuai oleh: K. H. Ma’ruf Amin Hasanudin.

181 M. Anshary,Hukum Perkawinan Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hal 54-55.
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Larangan perkawinan beda agama ini diatur dalamaMan
Dharma sastra (MDhs Ill: 7-9/11), yang salah saaumyelarang
seorang pria kawin dengan wanita dari keluarga yaeggabaikan
yadna (upacara) dan wanita yang tidak mempelajadaVKetentuan
ini dapat ditafsirkan juga kedalam wanita yangkidaragama Hindu,
karena jika tidak beragama Hindu maka pasti tidaéngabaikan

upacara dan tidak mempelajari Weffa.

Agama Hindu menganut sistem keluarga yang ditarik
berdasarkan garis keturunan laki-lakiafrilinial), sehingga seorang
wanita yang beragama Hindu dilarang untuk melakyk@amkawinan
dengan laki-laki non-Hindu karena hal ini akan nseku garis

keturunan dari keluarga calon isteri.

Selain itu, perkawinan bagi penganut agama Hindwsha
dilakukan di hadapan Brahmana atau pandita/pejagama yang
memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. aygang lain
untuk sahnya perkawinan menurut hukum Hindu ialadrus
dilaksanakan berdasarkan Hukum Hindu, jadi kedi@mncsuami istri
harus menganut agama Hindu. Jika berbeda aganra aatan suami
istri, maka perkawinan itu tidak dapat disahkan.tuldnitu kedua

mempelai harus disuddhikan ke dalam agama Hindu.

3. Agama Konghucu

182 Hilman Hadi KusumaQp. Cit., hal 63-64.
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Dalam agama Konghucu ini tidak diatur secara tégatang
larangan perkawinan beda agama tetapi jika melihakum
perkawinan agama Konghucu Indonesia (hasil Musyalwalasional
Rokhaniawan Agama Konghucu se Indonesia, yangetigghrakan
di Tangerang pada tanggal 21 Desember 1975) yangahe tentang
pelaksanaan upacara peneguhan perkawinan bagi Kiameghucu,
terdapat beberapa hal yang diatur dalam hukum yarka sebelum
melaksanakan upacara peneguhan (Liep Gwan) per&awisalah
satunya adalah tentang “Kewajiban pengakuan imanm péneguhan
iman bagi calon mempelai yang belum melaksanakdndga juga
syarat “Wajib mengikuti kebaktian ditempat-tempagrilpadatan
agama Konghucu.” Maka dapat disimpulkan bahwa périen beda
agama yang dilakukan oleh peganut agama Konghulak tilapat
dilakukan sebelum pihak yang tidak beragama Konghmemeluk

agama Konghucu.

Sedangkan, agama-agama yang meralang perkawinanagadha secara
relatif (membolehkan baik dengan syarat tertentayl gun yang membolehkan

perkawinan beda agama antara lain:
1. Agama Kristen Katolik/ Protestan

Dalam agama Kristen Katolik maupun Protestan pagartya
melarang perkawinan beda agama, tetapi larangamlimasukkan
dalam larangan yang dapat diberikan dispensasi.g&eradanya

dispensasi ini maka penganut agama Kristen Proteatau pun
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Katolik dapat melakukan perkawinan beda agama, $etlara sempit
antara Kristen Protestan dengan Katolik maupunraekes yaitu

dengan penganut agama I&.
2. Agama Budha

Dalam agama Budha tidak ada ketentuan yang mela@mganutnya
untuk melakukan perkawinan beda agama. Dalam miaaku
perkawinan, penganut agama Budha hanya dianjurkatuku

melakukan di Vihara atau Cetja.

Dengan melihat penjelasan tersebut maka jelas pékawinan beda
agama itu dilakukan oleh salah satu pihak yangdaena Islam (baik calon
mempelai wanita atau pun laki-laki) maka perkawiraridak akan dianggap sah
menurut hukum agama Islam. Tetapi perkawinan be@sna antara penganut
agama Islam dengan penganut agama lainnya dakukidn jika penganut
agama lIslam tersebut pada saat upacara perkawmdrergedia menundukkan
diri pada ketentuan agama lain yang membolehkakap@enan beda agama.
Konsekuensi hukumnya adalah perkawinan dia tidakulisebagai perkawinan
Islam dan tidak diakui oleh Pengadilan Agama. Sedtarkum, perkawinan dia
diakui sebagai perkawinan non-Islam atau perkawhlenmlasar agama yang dia

terapkan pada saat upacara perkawinan.

Perkawinan yang tidak diakui oleh hukum agama nak&awinan itu
pun tidak diakui oleh negara Indonesia. Ketentuaterdapat dalam pasal 2 ayat

(1) dan (2) UUP yang mensyaratkan bahwa sahnyaapérkn adalah jika

1863 Benyamin Yosef BriaQp. Cit, hal 24.
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dilakukan berdasarkan hukum agama dan dicatatkeaud ketentuan ini bersifat
kumulatif maksudnya adalah untuk mendapatkan persgaloleh negara atau

dicatatkan maka perkawinan itu juga harus dilakuemlasar hukum agama.

B.2. Praktek Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

UUP tidak secara tegas melarang adanya perkaveda agama. UUP
hanya menyerahan keabsahan perkawinan pada hulkamaa&ehingga larangan
perkawinan beda agama ini terdapat dalam hukum agaasing-masing, karena
UUP ini berdasarkan pada hukum agama maka perkawieda agama tidak

dapat dilakukan.

Ketentuan perkawinan yang berlandaskan pada hukgyema tersebut
membuat pasangan beda agama yang akan melakukawpan di Indonesia
mengalami kesulitan. Mengatasi sulitnya perkawibada agama di Indonesia
membuat para pihak yang melakukan perkawinan bgalaa melakukannya luar
negeri. Perkawinan yang dilakukan di luar negerseieut memiliki perbedaan

dengan perkawinan yang dilakukan di Indonesia.

Perkawinan yang dilakukan di luar negeri terdapetuu internasional di
dalamnya, dengan adanya unsur asing ini maka huatamaturan yang dipakai
tidak hanya hukum perdata nasional melainkan jugiim perdata internasional.
Tetapi HPI sendiri adalah bagian dari hukum nagjgadi sumber-sumbernya

juga nasional, seperti sumber-sumber hukum matetén’®* Sehingga dalam

184 saragih DjasadirQp. Cit., hal 17.
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perkawinan yang dilakukan diluar negeri selain baterdasarkan UUP,

perkawinan ini pun harus sesuai dengan asas-akamerdata Internasional.

Penentuan validitas esensial (syarat materiil) gg&ikan di dalam HPI
Indonesia menggunakan asas nasionalitas yang na&ayatbahwa, validitas
esensial atau material perkawinan harus ditentudlemdasarkan sistem hukum
dari tempat dilangsungkannya perkawinarocis celebrationijs tanpa
mengabaikan persyaratan perkawinan yang ada dndsigtem hukum nasional
para pihak. Validitas formal perkawinan pun padsadgaya sama menggunakan

asadex loci celebrationis

Dalam hal ini penulis berpendirian bahwa validies®nsial bagi negara
Indonesia (yang menganut asas nasionalitas) hdngalaatas pada syarat-syarat
materiil perkawinan yang melekat pada pelaku atdyek hukum berdasarkan
hukum nasional, sedangkan untuk validitas form@ndukan berdasarkan tempat

dimana perkawinan (perbuatan) itu dilakukix (oci celebrationik

Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di lusgeri tersebut harus
memenuhi ketentuan-ketentuan perkawinan dalam UMEngenai sahnya
perkawinan secara materiil terdapat pada pasal & @) UUP, syarat sah
berdasar hukum agama dan secara formil dalam Reesgdt (2) UUP, syarat sah
berdasarkan pencatatan, maka secara nasional sghrata perkawinan tersebut

berlaku bagi seluruh WNF?

185 Nurdin llyas,Pernikahan yang Suci, Berlandaskan Tuntutan AgamaBintang Cemerlang,
Yogyakarta, 2000, hal 13.
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Dalam melakukan perkawinan di luar negeri, hukurdofresia telah
mengamanatkan bahwa perkawinan tersebut harus ise&mgan hukum
perkawinan di negara dimana perkawinan itu dilakukian bagi WNI tidak
bertentangan dengan UU®.Berdasarkan HPI Indonesia yang terdapat dalam
pasal 18 AB, yang dimaksudkan hukum dimana perkawirtu dilakukan
hanyalah sebatas pada pemberlakuan syarat formkbwman. Contoh syarat
formil tersebut antara lain syarat permohonan perk@n; pengumuman;

pencegahan; pelangsungan/ pelaksanaan dan pengatgtawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan gieigikan di luar
negeri terdapat beberapa prosedur yang harus HKdaksebagai pemenuhan
terhadap syarat formil perkawinan. Prosedur tetselapat dijelaskan sebagai
berikut: Pasangan yang ingin melakukan perkawinkmmamdnegeri menghubungi
Perwakilan Republik Indonesia di negara dimana geikan itu akan dilakukan
untuk meminta syarat-syarat yang diperlukan dalagfakukan perkawinan. Hal
ini perlu dilakukan mengingat tiap negara mungkienmiiki ketentuan yang
berbeda tentang syarat perkawinan. Syarat-syankiawman tersebut secara

umum meliputi‘®’

1. Surat keterangan belum pernah menikah atau tidétatedalam
sebuah perkawinan (untuk negara-negara yang menhgesas

monogami).

16 pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahum T@Pdang Perkawinan.

87 Hasil wawancara dengan Z. Amrizal, Kepala Bidangndatatan Perkawinan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, hanirsd Agustus 2011. Persyaratan bisa
berubah tergantung di negara mana perkawinan &no ditakukan.
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2. Surat ijin dari orang tua bagi pasangan yang misitim berusia

21 tahun.

3. Persyaratan menetap selama waktu tertentu (untglraeyang

mensyaratkan).

4. Pasport, Akta Kelahiran, kartu identitas (KTP) dsurat-surat

penting lain.

Setelah, syarat-syarat yang diminta oleh negaraambnperkawinan itu
dilakukan terpenuhi maka perkawinan tersebut ddi@itsanakan. Pelangsungan

perkawinan ini dapat dilakukan baik secara agamsporasecara siptf®

Perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan hukerkagvinan negara
dimana perkawinan dilangsungkan maka akan dicatatkeh lembaga pencatat
perkawinan dari negara tersebut. Ketentuan pemcatsrkawinan oleh lembaga
pencatat perkawinan luar negeri ini, didasarkarap@drpres Nomor 25 Tahun
2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaRaratiuduk dan Pencatatan
Sipil,**° pasal 70 ayat (1) yang menyatakan bahwa “pencapaekawinan bagi
Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara KesatRepublik Indonesia
dilakukan pada instansi yang berwenang di negaemgat”’. Tetapi pencatatan
perkawinan ini juga dapat dilakukan pada PerwakRapublik Indonesia jika

lembaga pencatat perkawinan dinegara tersebut tidenyelenggarakan

188 pelangsungan perkawinan yang dilakukan di luaeneatjlaksanakan sesuai dengan konsepsi
perkawinan yang dianut oleh negara tempat perkawdiilakukan. Konsepsi perkawinan tersebut
terdiri dari konsepsi perdata (sipil), konsepsiragaatau konsepsi keduanya yaitu baik agama
maupun sipil.

189 peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 merupakaanapelaksanaan dari UU No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan daraté@n Pemerintah (PP) Nomor 37
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 TaH 20
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pencatatan bagi orang asing. Ketentuan ini diaaland pasal 71 ayat (1) Perpres
Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan TataR&ndaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang berisi "dalam hal negaetempat tidak
menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi osang, gencatatan dilakukan
oleh Perwakilan Republik Indonesia”. Instansi yabhgrwenang di negara
setempat yang melakukan pencatatan perkawinan WNéghra tersebut, akan

menerbitkan akta perkawinan sesuai hukum yangkedanegara setempat.

Ketentuan isi dari pasal 70 Perpres No. 25 tah®8 26ntang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencataibidi&as sesuai dengan
Pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang &ata Administrasi
Kependudukan. Pasal 37 ayat (1) berbunyi “Perkawiarga Negara Indonesia
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesigib dicatatkan pada
instansi yang berwenang di negara setempat dapodian pada Perwakilan
Republik Indonesia”. Sedangkan ketentuan pasalt.(&) Perpres No. 25 tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafamasuduk dan Pencatatan
Sipil sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) UU No. 23ii&9006 Tentang Pencatatan
Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwaabfip negara setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyedeakmn pencatatan
perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukadapPerwakilan Republik

Indonesia setempat”.

Akta perkawinan dari lembaga pencatat perkawinasebeait selanjutnya

didaftarkan pada Perwakilan Republik Indonesia dpgama setempat untuk
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dimintakan Surat Keterangan Perkawinan (buku nik&H)alam penerbitan buku

nikah ini, Perwakilan Republik Indonesia tidak langg menerima perkawinan
tersebut karena perkawinan tersebut harus sesumgadehukum perkawinan

Indonesia. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Undamglang Nomor 37 Tahun

1999 Tentang Hubungan Luar Negeri tentang tugas lkdavajiban Perwakilan

Republik Indonesia (Kedutaan Besar atau Konsulangysalah satunya adalah
menerbitkan buku nikah. Ketentuan ini terdapatmafasal 24 yang berbunyi:

a. Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untukncaat
keberadaan dan membuat surat Keterangan mengdahirée,
perkawinan, perceraian, dan kematian warga negepubik
Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsulemyaindi
wilayah akreditasinya.

b. Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan
pembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukabilap
kedua hal itu telah dilakukan sesuai dengan keda@nhukum
yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan utrej
Indonesia yang bersangkutan, sepanjang hukum dantkan-
ketentuan asing tersebut tidak bertentangan depgsaaturan
perundang-undangan Indonesia.

Ketentuan pasal 24 diatas menjelaskan bahwa PdamalRepublik
Indonesia berkewajiban menerbitkan buku nikah yaeghuat pula di dalamnya
kutipan akta perkawinan tetapi pencatatan dan peambsurat keterangan hanya
dapat dilakukan bilamana perkawinan itu telah dikgn menurut hukum di
negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan ng@pg hukum dan

ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak berteatadgngan ketentuan-ketentuan

hukum Indonesia yang mengatur hal'itfi.

70 Dalam penjelasan pasal 24 Undang-Undang Nomoraiui 1999 Tentang Hubungan Luar
Negeri, Surat keterangan yang dikeluarkan oleh &dlan Republik Indonesia adalah buku nikah
yang memuat pula di dalamnya kutipan akta perkawina

" Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undamgang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang
Hubungan Luar Negeri.
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Dalam menerbitkan surat Keterangan mengenai penkkewKedutaan
Besar atau Konsuler Republik Indonesia harus mktkyengawasan terhadap
hukum perkawinan yang digunakan oleh para pihaky yaalakukan perkawinan
di luar negeri. Pengawasan ini dilakukan untuk haliapakah ketentuan asing
yang dipakai dalam perkawinan mereka tersebut todastentangan dengan UUP.
Kata “tidak bertentangan” disini dapat diartikarhbva perkawinan di luar negeri
tersebut tidak dilarang atau telah memenuhi syaatat yang ditentukan oleh

UUP.

Setelah diterbitkan surat Keterangan dari Perwakitepublik Indonesia,
perkawinan tersebut dapat dilaporkan pada Dinasek@dydukan dan Catatan
Sipil di wilayah domisili dari pasangan tersebut blidonesia. Pelaporan
perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan memedmlterapa syarat, antara

lain:*"?

1. Salinan/ fotokopi Akta perkawinan dari lembaga eatc
perkawinan dimana  perkawinan dilakukan yang telah

diterjemahkan.

2. Salinan/ fotokopi buku nikah dari Perwakilan Refkibhdonesia

di negara dimana perkawinan itu dicatatkan.

Dalam syarat ini terdapat perbedaan dalam prakigak semua
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta syaraebut.

Salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan C&gitriKota

172 pasal 70 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 252008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
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Malang. Persyaratan yang diminta oleh Dinas Kepeukian dan
Catatan Sipil Kota Malang hanya foto copy akta petkan yang
telah diterjemahkan (tanpa legalisir dan surat rkegan dari

Kedutaan Besar RfY?
3. Fotokopi pasport Republik Indonesia dan/atau KTt BaNI.

Prosedur pekawinan di luar negeri tersebut terdppdbedaan dengan
prosedur perkawinan yang dilakukan di dalam Indené®rbedaan dalam hal ini
bukanlah dari segi pemenuhan syarat administraiimkan pada pengawasan
pemenuhan syarat materiil perkawinan Indonesieka®@nan yang dilakukan di
luar negeri tidak terdapat pengawasan sebagainekavnan yang dilakukan di

dalam Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebaggkbt:

1. Dalam prosedur formal yang berupa pelaporan/ peomexn
perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatard, $pabaga
tersebut seharusnya tidak bisa langsung melakulamumuman
adanya perkawinan. DKCS wajib melakukan proses lpi@mne yang
bertujuan untuk meninjau pemenuhan syarat-syarau atidak
terkenanya larangan perkawinan pada perkawinan yakgn
diumumkant’”® Sehingga, dengan tidak adanya penelitian ini,
perkawinan-perkawinan yang diumumkan kemungkinasiimbelum

memenuhi syarat materiil perkawinan.

3 Hasil wawancara dengan Z. Amrizal, Kepala Bidangndatatan Perkawinan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, hamirsgé Agustus 2011.

17 pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19Wfafi@ Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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2. Proses selanjutnya adalah pengumuman, adapun makisuid
pengumuman ialah untuk memberitahukan kepada ssapm yang
berkepentingan untuk mencegah perkawinan itu, kastasan-alasan

tertentut’®

Sebab dapat saja terjadi bahwa suatu hal yang i
suatu perkawinan lolos dari perhatian pegawai a@ataipil dan
pengumuman tadi mempunyai maksud untuk berfungfiagse
pengawas yang dilakukan oleh khalayak ratffai.

3. Pelangsungan perkawinan di luar negeri akan diakukenurut tata
cara perkawinan yang diatur dalam hukum perkawidianegara di
mana pekawinan itu dilakukan. Pelangsungan perlkawiryang
dilangsungkan di luar negeri dapat dilakukan secgml (hanya
dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan),i tetap para pihak
yang mengangap perkawinan adalah hal yang sakakia merkawinan
itu juga dapat dilakukan berdasar hukum agama. Tedsa
pelangsungan perkawinan ini tergantung di negaraarparkawinan itu
dilakukan. Bahkan ada negara yang mengakui hidugab® dalam
jangka waktu tertentu atau telah memiliki anak samelakukan prosesi
perkawinan dianggap telah kawin dan diakui seb&gaiarga yang
sah:’’

4. Pencatatan perkawinan yang dilakukan di Dinas @at&ipil dan

Kependudukan Indonesia akan berakibat diterbitkanngkta

17> pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19%fafi@ Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

176 Ali Afandi,Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, PT. Rineka Cipta,
Jakarta, 2000, hal 110.

1" |nda Duzih Pitkdnernwawancara melalui Group Facebook Komunitas Ka@ampur, 07 Juli
2011, pukul: 16.37 WIB. Salah satu negara yang kismdkan adalah negara Canada.
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perkawinan. Akta perkawinan inilah yang merupakakti otentik
akan adanya atau sahnya perkawinan menurut hukdomésia. Dalam

akta perkawinan yang diterbitkan DKCS Indonesiaibanemuat'®®

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercaypa&erjaan dan
tempat tinggal kediaman suami isteri, apabila sakbrang atau
keduanya pernah kawin, disebutkan pula nama istan/atau

suami terdahulu;

b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempatradiarang

tua mereka;

c. lzin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (@), dan (5)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

d. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72ayahdang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. lzin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Padahdbng-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

f. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Glayatdang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

g. lzin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM

PANGAB, bagi anggota Angkatan Bersenjata;

h. Perjanjian kawin apabila ada;

178 Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
2008, hal 34.
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i. Nama, umur, agamal/kepercayaan dan tempat kediamnasak

apabila perkawinan dilakukan dengan melalui kuasa.

Sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar netgesebut
wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang diare setempat.
Dengan pencatatan ini akan dikeluarkan akta peri@wiTetapi untuk
mendapatkan akta perkawinan, perkawinan tersebutishaesuai
dengan hukum negara setempat (bukan negara Indpn&shingga
tidak ada jaminan kepastian pemenuhan syarat-syaggtawinan

menurut hukum Indonesia.

Setelah akta perkawinan diterbitkan, barulah teradses
pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh PerwakiRi.
Pengawasan ini dilakukan dalam tahap pengakuanaweran yang
dilakukan di luar negeri oleh Perwakilan Indonegtarkawinan yang
dapat diakui oleh Perwakilan Indonesia harus bddskan bahwa
perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengaentuan hukum
yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan i@ Indonesia

yang bersangkutan dan bagi WNI tidak bertentangagah UUP.®

Ketentuan syarat pengakuan oleh Perwakilan Indanesi
tersebut merupakan proses pengawasan terhadapwp®kayang
dilakukan di luar negeri karena disebutkan dengalasj bahwa
perkawinan yang dilakukan di luar negeri terselaryla akan diakui

jika telah dilaksanakan berdasarkan hukum neganarmh perkawinan

179 pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor &fufi 1999 Tentang Hubungan Luar
Negeri.
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itu dilakukan dan hukum tersebut tidak bertentangangan UUP.
Sehingga jika hukum perkawinan tersebut tidak merhieratau
bertentangan dengan UUP maka Perwakilan RI sehaugiak akan

menerbitkan buku nikah.

Tetapi proses pengawasan oleh Perwakilan RI iaktlaerjalan
sebagaimana mestinya. Contohnya, hal ini terlibatgersyaratan yang
diminta oleh Perwakilan Rl dalam melegalisasi pertkan WNI di luar

negeri. Contoh syarat-syarat yang diminta melipiiti:
1. Mengisi formulir Surat Keterangan Nikah

2. Fotocopy Akta Nikah Marriage Certificatg¢ yang dikeluarkan
oleh lembaga pencatat perkawinan yang berwenang pagara

dimana Perwakilan tersebut berada
3. Fotocopy paspor masing-masing suami dan isteri.

4. FotocopyDriver License/ldentification Cardlari MVA (Motor
Vehicle Administration)DMV (Departement Motor Vehicletau
Bukti Domisili lainnya Utilities/Phone Bill, Bank Statemerdan

lain-lain) dari masing-masing suami dan isteri.

5. Fotocopy KTP bagi yang tidak memiliki Driver

License/ldentification Card

6. Biaya Fee.

180 Syarat-syarat ini diambil dari situs Embassy Rékgubndonesia Washington DC,
http://www.embassyofindonesia.org/consular/legalisém (30 Juli 2011)
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Dari persyaratan diatas dapat terlihat bahwa tidedapat syarat
pemenuhan hukum perkawinan Indonesia seperti péeaegu
perkawinan secara agama. Sehingga dalam hal ijadiesuatu
kekurangan syarat yang seharusnya diatur/ dimitgh &erwakilan

Indonesia di luar negeri.

Setelah perkawinan itu dilegalisasi oleh Perwakidrdi luar
negeri, selanjutnya perkawinan itu akan dicatatk@am Register Akta
Perkawinan, lalu diterbitkan Kutipan Akta Perkawindika pasangan
tersebut telah kembali ke Indonesia, perkawinarsetart harus
dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Bgbihg lambat 30

hari setelah tiba di Indonesitt

Pelaporan perkawinan yang dilakukan pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil pun tidak terdapagawasan atau
penelitian ulang sebagaimana proses pencatatanavpedn oleh
pasangan yang melakukan perkawinan di IndonesianasDi
Kependudukan dan Catatan Sipil akan langsung nmeaelaporan
perkawinan tersebut dan menerbitkan Surat Tandai BReédaporan.
Surat Tanda Bukti Pelaporan tersebut bukanlah gidgkawinan
sehingga tidak ada alasan bagi Dinas KependudukarCdtatan Sipil

untuk menolak pelaporan tersebut. Penerbitan soradbanya untuk

181 Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Susi Rusida, Kefaksi Perkawinan dan Perceraian Dinas
Kependudukan dan Catata Sipil Kota Medan, tangg§aN@ember 2009. Dalam Maris Yolanda
SoemarnoAnalisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yanQilangsungkan di Luar
Negeri, Tesis, Medan, Magister Kenotariatan Fakultas Hukiniversitas Sumatera Utara, 2009,
hal 78.
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memberikan bukti bahwa para pihak yang melakukakapenan di

luar negeri telah melaporkan terjadinya peristiwekpwinamn2

Selain itu tidak dilakukannya penelitian ulang tatap
pemenuhan syarat perkawinan oleh DKCS dikarenal@rumt DKCS
pihak yang berwenang untuk melakukan pengawas&aweran yang
dilakukan di luar negeri adalah Perwakilan Rl ydregada di negara
dimana perkawinan itu dilakukaft Hal ini dilakukan agar tidak terjadi
konflik kewenangan antar lembaga negara yang akhirdapat

menciptakan ketidakpastian hukum.

Perbedaan prosedur perkawinan dalam negeri daméggeri inilah yang
kemudian dimanfaatkan oleh pasangan perkawinan &ga®a yang menikah di
luar negeri. Dengan tidak adanya pengawasan tguh@efaenuhan syarat materiil
perkawinan mereka menyebabkan perkawinan beda agmmgedilakukan di luar
negeri diakui oleh pemerintah Indonesia. Akibatmyancul perkawinan yang

secara tlefacto” adalah sah.

B. 3. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut HukumPerdata

Internasional Indonesia

Kewajiban bagi WNI yang melakukan perkawinan dirlnageri setelah

kembali ke Indonesia adalah melakukan pelaporatkap@nan pada Dinas

82 Hasil wawancara dengan Z. Amrizal, Kepala Bidangndatatan Perkawinan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, hanirs&8 Juli 2011.

183 | ihat ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undangdt@7 Tahun 1999 Tentang Hubungan
Luar Negeri.



134

Kependudukan dan Catatan Sl Dalam menerima laporan perkawinan, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil tidak melakukan Igeme ulang akan
pemenuhan syarat atau terkenanya larangan perkawadam perkawinan yang
dilaporkan tersebut. Dinas Kependudukan dan Cat&gil akan langsung
menerima laporan perkawinan tersebut dan akan iigkeer Surat Tanda Bukti
Pelaporan, alasannya adalah bahwa surat bukti gralagersebut bukanlah akta
perkawinan dan ketentuan ini tertulis jelas. Patamsurat ini dikeluarkan hanya
untuk memberikan bukti bahwa para pihak yang médakuerkawinan di luar
negeri telah melaporkan terjadinya peristiwa perkaw, sehingga tidak ada

alasan untuk menolak memberikan surat bukti petapdr

Melihat kenyataan tersebut, terdapat berbagai payaaa tentang
keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar nedersebut. Terdapat
pandangan yang berpendapat bahwa perkawinan yéadqildan di luar negeri
tidak akan dianggap sah sepanjang belum mementdmtkan yang diatur oleh
aturan agama. Perkawinan yang dilakukan oleh WKishemmemperhatikan kedua
aspek, yaitu aspek undang-undang dan aspek hukamad® Selain itu ada juga
pendapat yang menyatakan setiap perkawinan yaagatken pada suatu negara
setelah dilaksanakan sesuai dengan undang-und@agansetempat adalah sah

diseluruh dunid®’

18 pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 200@af@ Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil jo Pasdlrg@¥ang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan.

8 Hasil wawancara dengan Z. Amrizal, Kepala Bidangndatatan Perkawinan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, hanirs&8 Juli 2011.

18 Maris Yolanda Soemarn@p. Cit, hal 74.

187 Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Susi Rusida, Kefaksi Perkawinan dan Perceraian Dinas
Kependudukan dan Catata Sipil Kota Medan, tang§all@vember 2009. Dalam Maris Yolanda
SoemarnoQp. Cit, hal 74.
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Pada pandangan pertama diatas, berlandaskan bamaa Bukti Laporan
Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tersdiielum dapat dikatakan
bahwa perkawinan tersebut adalah sah menurut ketrenbtukum Indonesia.
Pelaporan yang dilakukan pada Catatan Sipil hangbagai proses dari
administrasi kependudukan. Berdasarkan pasal 56 (@yaUUP, mengatakan
bahwa: “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suatiits kembali di wilayah
Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harusftdidan di Kantor Pencatat
perkawinan tempat tinggal mereka”. Pasal 56 ayan({2nengandung arti bahwa,
perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri hahggftarkan (dicatatkan),
tetapi isi Tanda Bukti Laporan Perkawinan dapaihail bahwa, Tanda Bukti
Laporan bukan akta perkawinan. Hal ini menunjukkiahwa pelaporan
perkawinan tersebut bukanlah syarat untuk mengesalperkawinan yang

dilakukan di luar Indonesi4®

Ketentuan pemberlakuan hukum perkawinan nasionahami pun
perkawinan itu dilakukan adalah bersifat mutlakreka hukum perkawinan
merupakan status personal selain itu hukum perleawmempunyai sifadwingen
recht (memaksa). Sebuah peraturan yang memiliki sifat aksen dalam
pemberlakuan atau penerapannya dapat diupaya paamakSifat memaksa ini

terlihat dari tidak diperbolehkannya suatu perkaninli luar hukum perkawinan

188 Astrid Melanie Pinta Uli S.Pelaporan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Pada Catn
Sipil DKI Jakarta Serta Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar
Negeri ( Analisis Tanda Bukti Laporan Perkawinan Canpuran Internasional Nomor
132/KHS/AI/2009/2009) Skripsi, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas meloa, 2009, hal 7.
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yang telah diatur dalam UU®® Jika perkawinan itu dilakukan dengan

bertentangan dengan UUP maka perkawinan itu digngdgak sah/ batal.

Pandangan kedua yang menyatakan bahwa setiap peakawang
dicatatkan pada suatu negara setelah dilaksan@&saiaisdengan undang-undang
negara setempat adalah sah diseluruh dunia, bedkad pada pelaksanaan
putusan atau penetapan luar negeri dalam mengespbReawinan tersebut. Akta
perkawinan yang diterbitkan oleh lembaga yang beang dapat dipersamakan
dengan sebuah penetapan karena sama-sama meegéamgtperubahan status
seseorang. Pada bab sebelumnya telah dijelaskawabg@ada hakekatnya
keputusan-keputusan luar negeri tidak dapat difedsan (ot enforceable di
Indonesia*° Tetapi keputusan-keputusan yang bersiétaratoiratau penetapan
seperti misalnya sah tidaknya suatu perkawinamglig perkawinan, hak milik
atas benda-benda tertentu dan sebagainya, jikatwhtn oleh hakim luar negeri,
hal ini dapat diakui dan dihormati dalam wilayahpRlglik Indonesia meskipun
berakibat pada perubahan status kependudukan \W&¢bigt.

Selain itu dalam pencatatan akta perkawinan beraslkg Peristiwa yaitu di
mana pemberkatan nikah itu berlangsung, di sitataatsipil daerah tersebut
berwenang untuk membuat akta perkawinan. Sehinggeapatan yang dilakukan
oleh lembaga asing adalah sesuai dengan aturammho&sional. Ketentuan ini

pun juga diatur dalam pasal 70 ayat (1) Perpresdidd Tahun 2008 Tentang

189 Kaedah hukum yang bersiffakultatif/ aanvulend rech{mengatur), menunjukkan bahwa
dalam suatu keadaan kongkret dapat dikesampingheh para pihak melalui perjanjian.
Sedangkan dalam hukum perkawinan para pihak (oyang akan melakukan perkawinan) tidak
dapat mengesampingkan aturan-aturan hukum yang ada.

1% pendirian ini adalah berdasarkan pada asas kedauteritorial principle of territorial
soverignty, berdasarkan mana keputusan hakin asing tidaktdsgrara langsung dilaksanakan
dalam wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri.
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Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduketi@atatan Sipil jo Pasal 37
ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang PencatataniAdtrasi Kependudukan.
Kedua pandangan di atas baik yang mengakui maupng yidak
mengakui perkawinan beda agama yang dilakukan a hegeri sama-sama
memiliki landasan yang keduanya bersumber pad&nsisiukum yang ada.
Dalam hal ini penulis memiliki pendirian bahwa akperkawinan yang
dikeluarkan oleh lembaga pencatat perkawinan lusgen yang berwenang
merupakan sebuah penetapan (putusan yang berskiaratoir) sehingga dapat
dilaksanakan oleh Catatan Sipil dan Kependudukadoniesia. Sebelum
melakukan pelaporan perkawinan terdapat sebualeguogaitu penerbitan buku
nikah oleh Perwakilan Rl yang berada pada negamsarth perkawinan itu
dicatatkan. Perwakilan Rl (Kedutaan Besar atau Klens yang berada di luar
negeri merupakan salah satu lembaga negara Indoriesnbaga ini berfungsi
untuk mewakili Indonesia sebagai negara pengirindapaegara penerima.
Sehingga buku nikah yang dikeluarkan oleh lemba&gaebut dapat dianggap
sebagai sebuah pengakuan negara Indonesia terhdalaya suatu perkawinan.
Setelah diterbitkan buku nikah oleh Perwakilan Rdn ddilakukan
pelaporan maka perkawinan yang dilakukan di lugendersebut diakui sebagai
perkawinan yang sah oleh pemerintah Indonesia dda perkawinan yang
diterbitkan lembaga pencatat perkawinan yang beamgmada negara dimana
perkawinan itu dilakukan dianggap sah sehingga DiK@pendudukan dan

Catatan Sipil Indonesia tidak menerbitkan akta @eikan lagi, karena suatu
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perbuatan hukum hanya boleh memiliki satu buktulsmhenyatakan bahwa suatu
perbuatan hukum itu telah dilaksanakah.

Berdasarkan asas HPI Indonesia dalam pasal 16&81aM an ketentuan
pasal 56 ayat (1) UUP maka perkawinan yang dilakukauar negeri terdapat
dua syarat yang harus dipenuhi. Dari kedua syaaebut, selama ini yang
menjadi perhatian pada perkawinan yang dilakukaluati negeri hanyalah pada
syarat formil saja. Hal ini disebabkan karena ptaiea perkawinan tersebut
dilakukan pada lembaga pencatatan dinegara di iparkawinan itu dilakukan,
sehingga agar perkawinan itu dapat diakui danhitiem akta perkawinan maka
perkawinan tersebut harus dilakukan berdasarkarurhuperkawinan negara
tersebut.

Kembali pada pasal 16 AB, yang menyatakan bahwaasyaateriil
perkawinan harus dilakukan menurut hukum nasiondbnesia Iex patriag,
sehingga di negara manapun perkawinan itu dilakukaka perkawinan tersebut
harus memenuhi syarat materiil yang diatur dalanfPUKktentuan ini pun sejalan
dengan pasal 56 ayat (1) UUP yang mensyaratkan ébglevkawinan yang
dilakukan di luar negeri bagi WNI harus sesuai dtdak bertentangan dengan
UUP. Menurut UUP, suatu perkawinan dianggap sahik#pa

a. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama daarkagaannya.

b. Dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan blgtum agama

masing-masing agama dan kepercayaan atau dilaksanagnurut tata
cara yang diatur dalam undang-undang. Jika perleawdilakukan di

Indonesia maka tata cara dapat dilakukan sesaacéah hukum agama

191M. Anshary,Op. Cit, hal 56.
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atau di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri daago saksi.
Perkawinan yang dilakukan di luar negeri menggundéita cara sesuai
dengan hukum dimana perkawinan itu dilakukan.

c. Dicatatkan menurut perundang-undangan. Perkawiaag dilakukan
di Indonesia dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kiantor Catatan
Sipil bagi orang non-muslim dan Kantor Urusan AgaiidblA) bagi
orang muslint®? Perkawinan yang dilakukan di luar negeri dicatatka
pada lembaga pencatat perkawinan di negara tengskbwinan itu

dilakukan.

Hal ini berbeda dengan keabsahan perkawinan yaigiidoleh mayoritas
negara-negara dimana perkawinan beda agama tedisbbkan. Negara-negara
tersebut hanya mengakui perkawinan sah jika telahtatkan pada lembaga
pencatat perkawinan yang berwenang pada negarbtersAdapun jika para
pihak ingin melakukan perkawinan secara penegubama juga dapat dilakukan
tetapi hal ini bukanlah syarat sahnya perkawinahjrh hanya sebatas hak yang
dapat dilakukan atau pun diabaikan.

Contoh-contoh negara tersebut antara lain:

1. Jerman’® semua pernikahan dianggap legal jika didaftarkan d
Catatan sipil $tandesamit Untuk bisa menikah di Jerman
dibutuhkan Ehefahigkeitszeugnigang artinya surat ijin menikah,
untuk menghindari adanya perkawinan poligami, meayafi di

negara islam poligami diijinkan tapi di Jerman kidBalam hal ini

192 Martiman ProjohamidjojoQp. Cit., hal 23.

193 Ana E. P. Kiwitter danDjoko Paisan wawancara melalui via Facebook dalam Group
Komunitas Kawin Campur, 07 Juli 2011, pukul: 16\TB. NarasumbemDjoko Paisanadalah
pelaku perkawinan campuran yang dilakukan di Jerman
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tidak memandang pembedaan agama, tetapi dipertaolebktuk
menikah menurut agama masing-masing. Jika perkavditakukan
menurut agama maka di dalam buku nikahnya dapaasilikkan
nama gereja dan pastur/pendeta yang menikahkam.itiagalam
lembar terpisah di halaman dalam buku nikahnya.afgdyang
tercantum di akta nikah lembar pertank@milienbuch (Buku
Keluarga/ Kartu Keluarga) tetap pernikahan secakaifmnya.

2. Canadd® Pendataan perkawinan diperlukan karena dampaknya
terhadap sistem kesejahteraan orang/keluarga yemsprigkutan
(tunjangan, potongan pajak, dsb). Jadi tidak adbuhgannya
dengan agama. Untuk yang ingin perkawinan secaamaglalam
negara ini juga dapat dilakukan, tetapi yang teipgnadalah
pengesahan negara (pencatatan). Bahkan di negapaurnnuntuk
pasangan yang telah hidup bersama selama wak&ntiersudah
dianggap 'kawin' oleh negara (istilahnyeofhmon-law), dan jika
terjadi perpisahan, perkawinan semacam ini dagdakukan bagi
harta seperti layaknya cerai. Hidup bersama daiyganak, tanpa
prosesi pernikahan pun juga dianggap keluarga sahta negara,
mereka berhak menikmati paket kesejahteraan sebagaikeluarga
yang “menikah”. Semua ketentuan itu berlaku jugtukipasangan
sesama jenis. Kanada termasuk negara yang pertamgakui dan

mengesahkan hubungan sesama jenis, atas hama sabebntasi

19 |nda Duzih Pitkénedan Mar Ning, wawancara melalui via Facebook daBnoup Komunitas
Kawin Campur, 07 Juli 2011, pukul: 16.37 WIB. Nanaber adalah pelaku perkawinan campuran
di negara Canada.
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seksual. Selain itu Pendaftaran perkawinan pun éhaama satu
instansi.

Belanda!®® hukum Belanda tidak menganut pernikahan secara
agama (ketentuan agama bukan syarat sah perkawpekRawinan
yang dilakukan di Belanda dapat langsung ke catatgoil
(gemeentg dan itu sudah tercatat resmi di pemerintahararidiz.
Sistem hukum perkawinan Belanda pun mengakui penkaw
sesama jenis.

. Australia’®® hukum perkawinan yang berlaku adalah Nasional
(catatan sipil). Perkawinan yang dilakukan adaldihgn bagi pihak
yang akan melakukan. Jika ingin melangsungkan peniean secara
agama, maka calon pengantin harus menmgbrant(penghulu)
yang terdaftar /diakui negaree@jistered, setelah itu maka penghulu
(celebranj tersebut yang akan mengurus semuanya ke cataibn s
dancertificateyang didapat ada 2 yaitertificate good lookinglari
celebrant& certificatedari Kantor Catatan Sipil dabiepartement of
Birth, Marriage and Death

Perancis?’ Perkawinan yang dilakukan di negara ini sama sekal
tidak melibatkan agama, hanya ada persyaratan tidaleh
poligami. Sebagai negara sekuler, orang Peramtak tingin tahu

apa agama yang kita anut. Bagi yang ingin menilegiara. agama,

19 Juni Smans, wawancara melalui via Facebook dalesupGKomunitas Kawin Campur, 07 Juli
2011, pukul: 16.37 WIB.

1% Dessy Delphinia Voss, wawancara melalui via Faokbdalam Group Komunitas Kawin
Campur, 07 Juli 2011, pukul: 16.37 WIB.

17 Wuwun Ws, wawancara melalui via Facebook dalanu@itomunitas Kawin Campur, 07 Juli
2011, pukul: 16.37 WIB.
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tetap diakui tetapi mereka mengurus sendiri penkawisecara
agama tersebut. Kewajiban bagi yang ingin melakuyenkawinan
hanya sebatas pada pencatatan perkawinan tersatatgn sipil ini

dilakukan di balai kota atda marie

Melihat konsepsi perkawinan negara-negara Barattaglia maka
perkawinan yang dilangsungkan di negara-negaraltetselum tentu dianggap
sah oleh negara Indonesia, hal ini karena sahngiawan di Indonesia tidak
hanya karena telah dicatatkan semata melainkantjagss berdasarkan hukum

agama.

Sebuah perkawinan yang dilakukan dengan tidak merakan hukum
agama berdasarkan hukum perkawinan Indonesia atiidd&hsah dan perkawinan
ini dianggap batal demi hukum. Tetapi untuk perkeami yang dilakukan
berdasarkan hukum agama salah satu pihak tetapnggar ketentuan larangan
perkawinan maka perkawinan itu dapat dibatalkarteitean ini diatur dalam
pasal 22 UUP yang berbunyi “Perkawinan dapat dikeataapabila para pihak

tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungke«apg&nan.”

Seharusnya Perwakilan Rl yang berada pada negayandi perkawinan
itu dilakukan tidak serta merta menerima atau miemgg@erkawinan yang
dilakukan oleh pasangan WNI, karena Perwakilan é&$ebut harus melihat
apakah syarat materiil perkawinan telah terpentdu &elum. Perkawinan beda
agama yang telah diakui oleh Perwakilan RI memwacukebuah konsep baru
dalam keabsahan perkawinan. Perkawinan yang dteksebut dapat dikatakan

sebagai perkawinan yang sah tetapi keabsahan ped@mwersebut tidaklah
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mutlak karena posisi atau kedudukan perkawinarbetstidak dapat disamakan
dengan perkawinan yang sah secara utuh (baik idafosmil maupun materiil).
Keabsahan perkawinan semacam ini dapat dikatakdragae keabsahan
formalitas.

Keabsahan perkawinan formalitas bukan lah sebuabskdan yang ideal
dalam perkawinan. Keabsahan ini akan sulit diparikhn apabila terjadi
sengketa dikemudian hari karena keabsahan perkawmadapat dimintakan
pembatalan dengan alasan karena tidak sesuai déngam agama sebagai
syarat atau pun syarat sah perkawinan. Bahkartgifadi konflik dalam keluarga
hasil perkawinan beda agama tersebut memungkirddah satu pihak (baik istri
maunpun suami) dapat meninggalkan pasangannya riealgaan perkawinan
tersebut batal demi hukum.

Salah satu contoh permasalahan ini dapat terlibénd kasus Ruhut
Sitompul dan Anna Rudianty Megawaty Sentot Rumgksioi pertamanya dari
Ruhut hasil perkawinan beda agama yang dilakukaluati negeri). Meskipun
dalam perkawinan mereka telah diterbitkan akta gemkan dari lembaga
pencatat perkawinan luar negeri dan telah diakei ®dedutaan Besar Republik
Indonesia dengan dilegalisirnya akta tersebut iteRphut tidak mengakui
perkawinan tersebut dan menganggap hubungan madstah “kumpul kebo”
(hidup seatap/ bersama tanpa status) karena hukdondsia tidak mengakui
adanya perkawinan beda agania.

Dalam kasus Ruhut diatas terdapat 2 (dua) landaglmm yang dipakai

baik oleh Ruhut maupun Anna. Ruhut berlandaskaa padbsahan perkawinan

19%\jega Putra Ratydttp://www.detiknews.com/read/2011/07/11/12502686509/10/kronologi-
perkawinan-anna-ruhut-sitompul-dan-dia(20 Juli 2011).
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yang harus dilakukan berdasar hukum agama (paaght2(1) dan pasal 8 huruf
() UUP) sehingga menganggap bahwa perkawinan bgdma adalah tidak sah
dan Anna berlandaskan bahwa perkawinan yang sadahagarkawinan yang
telah diakui oleh negara (dengan dilegalisir olefd#taan Besar RI) berdasarkan
pasal 2 ayat (2) UUP jo Pasal 24 ayat (1) UU No.Tahun 1999 Tentang
Hubungan Luar Negeri.

Dari kedua landasan hukum yang bertentangan diatesimbulkan
ketidak-pastian tentang keabsahan perkawinan yealy tiakui atau dicatat oleh
Pemerintah melalui kantor perwakilannya di luareregkeabsahan perkawinan
dalam UUP terbagi menjadi dua yaitu keabsahan barkan hukum agama dan
keabsahan berdasarkan administrasi/ pencatatakavitean yang hanya sah
secara agama dan tidak dicatatkan akan memunculieakawinan sirih.
Perkawinan sirih ini tidak dapat memiliki hak yasgma dengan perkawinan
secara umum, perkawinan sirih ini tidak dapat diakan perubahan status
kependudukan (dipertahankan secara administrasijidak dapat dipertahankan
di depan hukum, karena perkawinan tersebut dianggkan perbuatan hukum.

Perkawinan yang hanya sah secara pencatatan (athasii diakui oleh
negara. Pengakuan ini dapat dibuktikan denganbditannya surat-surat oleh
lembaga negara antara lain Akta Perkawinan olela®Dikependudukan dan
Catatan Sipil jika perkawinan dilakukan di dalange® atau buku nikah oleh
Perwakilan Indonesia dan Tanda Bukti Pelaporan Oaras Kependudukan dan
Catatan Sipil jika perkawinan dilakukan di luar eegDiterbitkannya surat-surat
yang mengakui perkawinan tersebut oleh lembaga raedrarti negara/

pemerintah Indonesia juga mengakui perkawinan hetsePerkawinan yang
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diakui negara memiliki akibat hukum yang dapat dbamkan kepada negara.
Beberapa contoh akibat hukum dari perkawinan dimhegeri yang telah diterima
pendaftarannya oleh kantor perwakilan Rl dan DkKegendudukan dan Catatan
Sipil, antara lain: perubahan status perkawinarardaKTP WNI tersebut,
penerbitan Kartu Keluarga, pengakuan anak hadidapenan, harta bersama hasil
perkawinan dan waris. Meskipun perkawinan tersedalt (secara formal) dan
dapat dimintakan hak yang timbul akibat perkawingerkawinan tersebut
“lemah” di depan pengadilan karena landasan hukerkawinan tersebut hanya
landasan hukum formal dan tidak memenuhi syaragniigierkawinan.

Permasalahan tentang kepastian sahnya perkawirsabu¢ adalah karena
diakuinya (dilegalisir) perkawinan yang dilakukainiuhr negeri oleh Perwakilan
RI (sebagai contohnya, dalam kasus perkawinan Rdaot Anna). Sehingga,
Perwakilan Rl seharusnya selektif dalam menentyb@rkawinan yang akan
diakui atau diterima pendaftarannya. Pengakuan apenan semacam ini
membawa dampak terhadap tegaknya kepastian hukdkawiean Indonesia.
Standar keabsahan perkawinan yang harusnya hardia tiari sah atau tidak
sah, dapat memunculkan standar baru yaitu sah asefmamil. Hal ini
bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yatuk derciptanya kepastian
hukum.

Ketentuan yang menyebutkan Perwakilan RI harus kiselelalam
mengakui perkawinan pun telah diatur dalam Pasay24 (2) UU No. 37 Tahun
1999 Tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan dengéas bahwa
pengakuan perkawinan yang dilakukan diluar negieth @erwakilan Indonesia

tersebut harus berlandaskan bahwa perkawinan teérselah dilakukan sesuai
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dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat alilakerja Perwakilan
Republik Indonesia yang bersangkutan dan bagi WWdktbertentangan dengan
UUP. Jika melihat ketentuan tersebut maka sehaaugpgrkawinan yang
dilakukan oleh Ruhut dan Anna tidak boleh diakueholPerwakilan RI di
Australia.

Syarat pemenuhan hukum materiil perkawinan Indenési harusnya
dijadikan pula sebagai syarat penerbitan buku nikdgih Perwakilan Rl yang
berada di luar negara karena mengingat bahwa sygaedt yang diminta oleh
Perwakilan RI (baik Kedutaan Besar maupun Konsutelak mensyaratkan
pemenuhan syarat materiil hukum perkawinan Indanesi

Pengawasan terhadap pemenuhan hukum nasional mpeskawdapat
dilihat dari contoh syarat-syarat yang dimintakagrwkilan negara lain di
Indonesia, contohnya adalah pada Kedutaan Beska, limng mensyaratkan
pengakuan perkawinan yang dilakukan warga negatadt luar negeri akan
dilakukan jika perkawinan tersebut tidak terkensargan perkawinan yang
disyaratkan hukum perkawinan baik hukum perkawsetempat maupun hukum
perkawinan ltali:*°

Penggunaan hukum agama dalam perkawinan bukant $garal yang
dapat disimpangi melainkan merupakan syarat miayanig melekat pada subyek
hukum dimana pun perkawinan itu dilakukan. Ketentuai seharusnya
ditegakkan untuk menjaga kepastian dan kedaulatdnh Indonesia. Warga
negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjugjtinggi hukum Indonesia.

Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1pughun 1945 yang berbunyi

19 pernyataan ini diambil darihttp://www.ambjakarta.esteri.it/Ambasciata_Jakateiu/
Informazioni _e_servizi/Servizi_consola¢80 Juli 2011).
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“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dimddlakum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan peravam itu dengan tidak
ada kecualinya”. Asas menjunjung hukum dan penadrart berlaku pada setiap
orang, tidak hanya terbatas pada warga negar, hialaya terbatas pada orang-
orang yang berada di dalam wilayah Indonesia, temknguga orang-orang diluar
wilayah Indonesid” Sehingga jika perkawinan itu dilakukan di luar eegun,
hukum perkawinan Indonesia harus dijunjung tinggbdrlakuannya baik oleh

WNI atau pun negara asing yang menikahkan WNI.

Kewajiban dalam menjunjung tinggi hukum perkawimasional, bukan
hanya kewajiban WNI tetapi juga lembaga/instangjan@ Indonesia. Tetapi hal
ini berbeda dengan kenyataannya, meskipun UUP tidenperbolehkan
perkawinan beda agama, tetapi Perwakilan RI di legeri bisa menerima
pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukamilayah akreditasinya.
Perwakilan RI merupakan wakil dari negara Indonessaiingga seharusnya yang
diakui Perwakilan RI hanyalah dokumen atau sedifigang sesuai dengan
hukum Indonesia. Sebagai lembaga negara, Dinasndedakan dan Catatan
Sipil Indonesia pun seharusnya memperhatikan hugasitif Indonesia dalam

mengeluarkan surat Tanda Bukti Pelapdfan.

Perkawinan yang dilakukan WNI di luar negeri dengaidak
melaksanakan ketentuan UUP merupakan sebuah palamgterhadap pasal 27

ayat (1) UUD tahun 1945. Upaya pemerintah untuk jamem berlakunya UUP

200 Bagir Manan, 2009Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-UndandNomor
12 Tahun 2006 FH Ull Press, Yogyakarta, hal 34.

21 sudhar IndopaPerkawinan Beda Agama, Solusi dan Pemecahanny®enerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal 7.
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(hukum perkawinan Indonesia) pun telah dilakukami&®arkan pasal 56 ayat (1),
dengan kata“...bagi warganegara Indonesia tidalkamgelar ketentuan undang-

undang ini”.

Munculnya perkawinan yang sah secara formal sagngmdikasikan
bahwa terdapat juga ketidakpastian hukum yang ntengentang perkawinai?
Ketidakpastian ini terjadi karena terdapat perbedgsengaturan tentang
perkawinan dalam perundang-undangan. Perbedaamtpesg ini dapat terlihat

jika dibandingkan dengan pengaturan tentang pentigdn Hak Asasi Manusia.

Pandangan tentang perkawinan beda agama dapgawitiari dua aspek
hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia dalanelmermgama dan hak asasi

untuk menikah (melanjutkan keturunan).

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum atistsiaf®
Indonesia menganut prinsip perlindungan hak-haksiasaanusia. Jaminan
perlindungan atas HAM ini diberikan tanpa melakukieskriminasi (Pasal 3 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HaasA Manusia).
Menurut Pasal 1 angka (3) UU HAM, yang dimaksudgaendiskriminasi adalah
setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan paggung ataupun tidak
langsung didasarkan pada pembedaan manusia adaadasaa, suku, ras, etnik,
kelompok, golongan status sosial, status ekonommjsj kelamin, bahasa,

keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, ypepangan atau

292 galah satu indikator kepastian hukum adalah dij@anya ketentuan perundang-undangan
oleh lembaga negara. Jika terjadi ketidakpastidmimumaka dapat diasumsikan bahwa terdapat
sebuah konflik peraturan perundang-undangan sehinggmbuat lembaga negara tersebut
bingung dalam menentukan hukum yang akan digunakan.

23 "Maria Farida Indrati Soepraptollmu Perundang-Undangan. Dasar-Dasar dan
Pembentukannya Kanisius, Yogyakarta, 2006, hal 128
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penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau pengdustaasasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individuaborakolektif dalam bidang

politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan adgeidupan lainnya.

Adanya penolakan terhadap perkawinan beda-agantaddnesia pada
dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif yieaegk sesuai prinsip-prinsip
HAM itu sendiri. Tidak mengakui sebuah perkawinamngy disebabkan oleh
perbedaan agama dari masing-masing mempelai memps&buah tindakan

pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama.

Masalah agama merupakan salah satu komponen HAN!digamin oleh
Undang-undang Dasar 1945 sebagai peraturan pemgHusi@angan tertinggi di
Indonesia. Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 aydu{®» 1945 dengan tegas
menjamin adanya kebebasan menjalankan agama danc&ggan yang dianut
oleh setiap orang. Kebebasan beragama ini padangaspiga berarti bahwa
negara tidak turut campur dalam masalah-masalamad@rena agama adalah
hak individual setiap orang. Secara filosofis, @agan yang menolak
perkawinan beda agama tidaklah sesuai dengan i@tgenegakan HAM di

Indonesia.

Selain itu jaminan kebebasan dalam perkawinan pga giatur dalam
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hase6 DUHAM
menyebutkan bahw&?

(1) Laki-laki dan perempuan dewasa dengan tidak dibatas

kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhaknuemifkah
dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai yzaig

204 Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholigbp. Cit., hal 141.
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sama dalam perkawinan, di dalam masa perkawinandidkala
perceraian.

(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkiwarpibebas
dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

Pengaturan mengenai hak-hak dasar dalam bidangavpiedn tidak
diselaraskan dengan peraturan perundang-undangagdaPasal 10 ayat (2) UU
HAM secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yatg henya dapat
dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihalanDahl ini, prinsip atau asas
utama dilakukannya perkawinan yang sah adalah kietkebebas dari kedua
pihak. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU HABhgydimaksud dengan
“kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir datiyang suci tanpa paksaan,
penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapuadsgy calon suami dan atau
calon istri. Dari sini, dapat diambil suatu kesifgoubahwa perkawinan menurut
UU HAM hanya dipandang dari aspek keperdataan Bajaini, tidak ada unsur

agama yang dikedepankan dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan yang diatur oleh UUP yang berlaku saahemiliki konsepsi
yang berbeda, yaitu bahwa perkawinan yang sah lidalaikan menurut aturan
agama masing-masing pihak dan kewajiban untuk nb&thea perkawinan
tersebut. Artinya, jika perkawinan itu dilarang lolagama maka perkawinan itu
tidak dapat dilakukan walaupun ada kehendak dalu&eihak. Padahal, Pasal 3
ayat (3) UU HAM menyatakan bahwa perlindungan haksa manusia dan
kebebasan dasar manusia dijamin undang-undang thsigaminasi. Dalam hal
ini hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturumaslalui perkawinan tidak

boleh dikurangi atau direduksi oleh faktor agamamPatasan inilah yang perlu
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disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat irolaRan terhadap pencatatan
perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agaeapakan sebuah

tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh negaeadasarkan agama.

Pengakuan terhadap keabsahan perkawinan berdadsawkam agama
seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian hukwamn tidak sesuai dengan rasa
keadilan masyarakat. Bila warga negara sendiriktidgperbolehkan untuk
melakukan perkawinan beda-agama di dalam Indorgesia) muncul pertanyaan
mengapa perkawinan beda agama yang dilakukan dnkgeri bisa diakui oleh

negaret®

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwenurut HPI
Indonesia seharusnya perkawinan beda agama yakykiin WNI di luar negeri
adalah tidak sah. Akan tetapi, dalam kenyatannyaeFatah Rl mengakui
perkawinan beda agama tersebut dengan menerimaffead atau menerbitkan
buku nikah atas pernikahan beda agama WNI yanguién di luar negeri. Hal
ini telah menciptakan ketidak-pastian hukum atasb&ahan perkawinan beda
agama WNI yang dilakukan di luar negeri yang dapahgakibatkan kerugian

bagi pasangan tersebut di kemudian hari.

Oleh karena itu, Pemerintah RI perlu melaksanalerara konsekuen
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawdean Hukum Perdata
Internasional Indonesia bagi WNI yang melakukarkgeman beda agama di

luar negeri. Alternatif lain untuk memberikan keges hukum bagi keabsahan

205 Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dalaravpiedn beda agama yang dilakukan di

luar negeri tidak terdapat upaya penolakan oletbéaya pencatat perkawinan negara Indonesia.
Hal ini pun juga sesuai dengan survei yang dilakuganulis pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil, baik Kota Malang maupun Kabupatenhhng.
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perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI @i hegeri adalah dengan
melakukan amandemen atas isi UUP agar UUP sesogaddéJUD 1945 pasal 28
dan 29, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal & &3), Pasal 10 ayat (2)
dan Pasal 22 ayat (1) dan (2), dan Deklarasi Usalg¢lak Asasi Manusidahun

1948 pasal 16 ayat (1) dan (2).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai analisis dalam skripsi ini, khususmgala bab IV yang

berisikan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Asas-asas Hukum Perdata Internasional daldigemene Bepalingen
van Wetgeving(AB) Pasal 16 yang mengatur tentang status dan
wewenang seseorang harus tunduk pada hukum nasrangéx
patriae atau status personal) adalah sesuai dengan3&asalP yang
mensyaratkan perkawinan yang dilakukan WNI di Inageri tidak
bertentangan dengan UUP. Sedangkan Pasal 18 AB ryangatur
tentang bentuk tindakan hukum yang harus sesudasarkan hukum
dimana tindakan itu dilakukanlo€us regit actumn adalah sesuai
dengan ketentuan pasal 56 UUP yang mengakui keafsah
perkawinan diluar negeri yang dilakukan sesuai derfgikum formal

dimana perkawinan itu dilakukan.

2. Hukum perkawinan Indonesia mensyaratkan keabsaganpada
hukum agama para pihak dan dicatatkan pada lembyaga
berwenang. Syarat tersebut terbagi dalam syaratilfafan syarat
materiil. Syarat formil didasarkan pada sebuah afwath formal
contohnya pelaporan, pengumuman, pelaksanaan/ tHdea
perkawinan, dan pencatatan. Sedangkan syarat ihataiah syarat

yang melekat pada subyek hukum tersebut (termasukalaian

153
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hukum agama). Perkawinan beda agama yang dilakdidaar negeri
dan diakui oleh Perwakilan RI dimana perkawinan dilakukan
adalah sah yang dibuktikan dengan diakuinya pernawitersebut
dengan dikeluarkannya buku nikah oleh Perwakiland&h Tanda
Bukti Pelaporan Perkawinan oleh Dinas Kependudukam Catatan
Sipil Indonesia dan tidak sah jika dilihat dari pemhan syarat
materiil perkawinan. Perkawinan yang sah secamaifani memiliki
akibat hukum baik terhadap pelaku perkawinan maypada pihak
ketiga, antara lain perubahan status kawin padardek-dokumen
kependudukan pasangan tersebut, penerbitan Kartluaige,
pengakuan anak hasil perkawinan dalam Akta Kelahieaak,
penggabungan harta perkawinan, waris dan akibatirhukin yang
berhubungan dengan pihak Kketiga. Tetapi karena skhbain
perkawinan beda agama yang dilakukan di luar nemeritidak
memenuhi syarat materiil maka perkawinan terseioiak tmemiliki
kedudukan hukum yang kuat di depan pengadilan ggain
perkawinan beda agama tersebut dapat dimintakanbatatan

perkawinan.

1. Bagi Pemerintah Indonesia, undang-undang adalataratyang statis,

sedangkan probematika yang dihadapi dalam masyarbkesifat

dinamis. UUP dibentuk pada tahun 1973, kondisi @midsat pada tahun

itu dan sekarang sangat berbeda. Kemajuan teknghogy pesat dan

globalisasi yang membawa budaya kebebasan ditamizémuknya
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masyarakat Indonesia, membuat interaksi masyardkiak hanya
terpusat pada golongan tertentu. Keadaan ini menhgarkawinan beda
agama menjadi sebuah hal yang wajar dan bukanamg tabu seperti
pada tahun 1973 atau sebelumnya. Dengan melihayateam ini
diharapkan pemerintah membuat sebuah kebijakan dapat mewadahi
perkawinan beda agama salah satunya adalah dengageimarkan
aturan yang melindungi kepastian hukum perkawin&dabagama
sebagai salah satu cerminan kebebasan hak asasisimadalam

memeluk agama dan melanjutkan keturunan.

. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, peramatgerkawinan
bukan hanya merupakan proses administrasi melaipiggnmerupakan
salah satu syarat sahnya perkawinan. Pencatataneinipakan proses
terakhir dalam perkawinan, dan diharapkan seteledluhrkannya akta
perkawinan maka perkawinan yang dicatatkan dialai dan dapat
dipertahankan keabsahannya kemudian hari. Sehingghelum
mengeluarkan suatu surat/ akta, baik dalam benkii& perkawinan
maupun bukti laporan perkawinan, diperlukan adapgmaelitian ulang
tentang telah atau belum terpenuhinya syarat-sy@rikwinan tersebut

agar tidak ada permasalahan keabsahan perkawikamdidian hari.

. Bagi Perwakilan Republik Indonesia, Indonesia ddategara yang
menganut asas nasionalitas yang mana persyarat@awogan yang
berhubungan dengan syarat materiil tetap mengiégt Wwarga negara
Indonesia yang melakukan perkawinan di luar ne@®hingga sebagai

lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk meguojon tinggi
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hukum Indonesia, Perwakilan RI diharapkan melakupangawasan
terhadap pemenuhan syarat materiil perkawinan &geipta kepastian

hukum perkawinan.

. Bagi masyarakat, setelah melihat analisa perkawb®ta agama yang
disampaikan pada bab sebelumnya, diharapkan maayardabih
bijaksana baik dalam memutuskan untuk melakukakapenan beda
agama ataupun menanggapi perkawinan beda agama tgaadi.
Fenomena perkawinan beda agama merupakan suattigakgiungkin
dapat diabaikan atau dihindari lagi dalam masydrakag semakin
mengglobal. Sudah saatnya kita membuka diri tefh@@aubahan yang
ada karena sampai saat ini hukum Indonesia belumbwoiehkan
perkawinan beda agama, sehingga masyarakat sgadigi harus bijak

dalam memutuskan perkawinan beda agama.
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Momor
Lampiran
Perihal

Tembusan :
Yth. Sdr.

1.
2,
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL AL Yani No. 98 Telp. ( 0341 ) 491180 Fax. (0341 ) 474254 MALANG
Kode Pos 65125

Malang, 28 Juni 2071

072/ 91 /35,73.405/2011 Kepada
- Yth, Sdr, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Rekomendasi Sipil Kota Malang
di
MALANG

Menunjuk surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tanggal

28 Juni 2011, nomor : 4163/UN10.1/AK/2011, Perihal : Permohonan ljin Survey, maka
bersama ini diberitahukan bahwa ;

Nama : Ahmad Haris Junaidi
Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 0710110157
Kebangsaan ¢ Indonesia

Bermaksud Permohonan Survey,

Waktu : Juni-Juli 2011

Judul : Keabsahan Perkawianan Beds Agama Yang Dilakukan di luar Negerd
Menurut Hukum Perdata Interaasiona! Indenesia

Lokasi ¢ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang

Mahasiswa tersebut, selama melaksanakan kegiatan wujib mentaati peraturan dan tata tertib
yang berlaku pada Instansi setempat.
Schubungan dengan hal itu, di mohon kepada Szudurn untuk memberikan ijin scbagai
tempat kegiatan Penclitian,

Demikian atas perhatian dan kerjasamanaya disampaikan terimakasih.

an. KEPALA BAKESBANGPOL DAN LINMAS
KOTA MALANG
Sekretaris

. Dra. MUDMA'INNAH, MH
Dekan Fakultas Hukum + Pembina TK
Universitas Brawijaya Malang ; CNIPC 19610505 198903 2 009
Yang bersangkutan .
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Lampiran 2

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERKANTORAN TERPADU (BLOCK OFFICE)
JI. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Malang Telp. (0341) 751535

TANDA BUKTI PELAPORAN PERKAWINAN
NOMOR : 8/2011

Pzdi huri ini Selasa tanggal empatbelas Juni tahun duaribu sebelas. Telah tercatat
perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Apizaco, Negara bagian Tlaxcala -
Mexico. Dan telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Malang, perkawinan antara : ‘

: INDRA GUNAWAN:
Scorang Warganegara Indonesia, lahir di Malang, pada tanggal lima Oktober seribu
scmbilanratus wjuhpuluh delapan.

Dengan

: ARELI GARCIA RAMOS :
Seorang Warganegara Mexico, luhir di Apizaco, Negara Bagian Tlaxcala - Mexico, pada
tanggal duapuluh satu Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh.

Tanda Bukti Pelaporan Perkawin:.n ini bukan merupakan Akta Perkawinan.
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Lampiran 3

Daftar Pertanyaan Untuk Kantor Catatan Sipil Kot@aig

1. Apakah Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Malang pbrmaencatatkan

perkawinan beda agama antara tahun 2006-20117
Pernah, berapa banyak pasangan?
Tahun 2010 sebanyak 1 (satu) pasangan
Tahun 2011 sebanyak 1 (satu) pasangan
. Apakah Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Malang beigsenenerima jika
ada pasangan beda agama yang mencatatkan perkayandn Dinas
Kantor Catatan Sipil ini?
Tidak bersedia, Alasannya karena hukum di Indonesak mengatur
perkawinan beda agama (sesuai dengan Undang-umaakawinan
no 1 tahun 1974 kalau ada yang mencatatkan, itushata Penetapan
Pengadilan sesuai dengan pasal 35 Huruf a Undat@agrNomor 23
tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).
. Apakah dinas kantor catatan sipil Kota Malang permeenerima laporan
perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia?
Pernah, tahun 2010 sebanyak 8 pasangan
tahun 2011 sebanyak 8 pasangan
. Bagaimana jika perkawinan itu dilangsungkan di lueegeri adalah
perkawinan beda agama, apakah dapat dilaporkanidi s
Dapat, karena dalam pelaporan perkawinan hanyaporéian peristiwa
perkawinan yang dilaksanakan di Luar Negeri, (Sesasal 73 Peraturan

Presiden RI No. 25 tahun 2008 : WNI sebagaimanakiodkan dalam
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pasal 70 dan 71 setelah kembali di Indonesia meliappada instansi
pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana di tempatisdio dengan
membawa bukti pelaporan / pencatatan perkawinarLudir Negeri
Kutipan Akte Perkawinan).

5. Syarat apa saja yang dibutuhkan jika ingin melakyt@rkawinan di luar

negeri?

Syarat tersebut tergantung pada dimana perkawanaeltut

dilangsungkan. Secara umum syarat tersebut aatara |

1. Surat keterangan belum pernah menikah atau tidédatelalam
sebuah perkawinan (untuk negara-negara yang mengsas!
monogami).

2. Surat ijin dari orang tua bagi pasangan yang maalilhm berusia
21 tahun.

3. Persyaratan menetap selama waktu tertentu (ungggkagang
mensyaratkan).

4. Pasport, Akta Kelahiran, kartu identitas (KTP) danat-surat

penting lain.

6. Apakah sebelum perkawinan yang dilakukan di luagene pasangan
tersebut mempunyai kewajiban tertentu pada Dinagdf&atatan Sipil?
ada, pasangan tersebut meminta surat keterangam lp#rnah tercatat
perkawinannya dari dinas kependudukan dan catapansgsuai yang
disyaratkan oleh kedutaan besar negara yang ak&amnu duntuk

melaksanakan perkawinan.
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7. Apakah untuk perkawinan yang dilakukan di luar megernah dilakukan
pemeriksaan ulang yang berkenaan dengan telah lahum/ tidak
terpenuhinya syarat perkawinan menurut hukum nakiodonesia?
tidak pernah, Karena yang berwenang memberikaraipm mengadakan
berkas perkawinan adalah kedutaan besar Rl dimang persangkutan
akan melaksanakan perkawinan.

8. Bagaimana akibat hukum dari pelaporan tersebut? kapadapat
disamakan dengan akta perkawinan?
sama, Karena ketika seseorang melaporkan perkamyaamaka surat
perkawinan pelaporan perkawinan bisa digunakankumtarubah status
dalam dokumen kependudukan. Misal KTP, KK, dan-lain.

9. Kalau pelaporan tidak dapat disamakan dengan aldkawinan,
bagaimana caranya supaya perkawinan yang merekakéap tersebut
dapat diakui sah menurut hukum Indonesia?

Yaitu melakukan pelaporan perkawinannya ketika raat&embali ke

Indonesia



